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BABI
PENDAHULUAN

Lazimnya scbuah penelitian, naka dalam Bab 1 ini akan diuraikan
antara lain Latar Belakang Pemikiran, Studi Pemikiran Politik, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. .

Latar Belakang Pemikiran

Kajian pemikiran politik dalam khasanah iimu politik, bukanlah
merupakan sesuatu hal yang baru. Ini bisa diruntut dari sejarah pemikiran
politik yang ada, baik klasik, pertengahan maupun modern. Menariknya,
dari kajian pemikiran politik yang ada, konsep “negara” selalu mendapat
tempat istimewa di hati para ilmuwan politik. Ini setidaknya terlihat dari
sejak awal perkembangan ilmu politik, di mana negara telah menjadi salah
satu fokus kajian vang dipandang penting dan sentral' Selain ity,
cakupannya pun tergolong lebih luas. Konsep negara tidak saja
membicarakan persoalan-persoalan negar= an-sich, tapi juga membicarakan
organisasi yang berhubungan crat dengan negara. Political party, pressure
group, dan public opinion juga ikut dibicarakan, termasuk kegiatan yang erat
hubungannya -dengan negara, dan bertujuan menguasai inegara, atau
sekurang-kurangnya mempengaruhi kcbijaka.n negara.’

Dengan konsep ini, maka agama sudah tentu masuk dan menjadi
bagian integral dari kajian negara. Apalagi dalam beberap~ lLal
menunjukan bahwa antara agama dan negara itu bagaikan dua sisi mata
uang yang tidak bisa dipisahkan. Negara dalam beberapa bentuknya
terkadang begitu bergantung, dengan agama. Scbaliknya, agama juga

dalam berbagai hal sangat membutuhkan topangan dari negara. Inilah

Heinz Eulau, “Iim Politik”, dalam Beri F. Hoseitz, (Ed), Panduan Dasar itnui-tin
Sosial, (} 1karta: Rajawali Press, 1988), hal. 7-b. Lihat juga R. Eep Sactullah Faiah, "Teori
Negara dan Negara Orde Baru”, dalam Prisma, Nomor 12, Desember, Tahan 1994,

*Tentang hal ini, lihat misalnva dalam A. Rahnan Zainuddina, Kekwasian dan Negara:
Pentikiran pelitik I Khaldun, (lakarta: Gramedia, 1992), hal. 2-3.
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yang sening disebut dengan hubungan simbiosis-mutualisme. Meski ada
kalanya agama dan negara lerpisah sama sekali, namun bukan berarti
keduanya tidak ada hubungan. Di hampir semua negara, antara agama
dan negara hampir dipastikan mempunyai hubungan, apakah hubungan
itu bersifat antugonistik, di mana agama dan negara saling bermusuhan,
bersifat resiprokal-kritis, yang ditandai oleh proses saling mempelajari dan
saling memahami posisinya masing-masing, atau bersifat lentur, fleksibel
{akomodatif)?

Dalam konteks hubungan agama dan negara, di lingkungar. dunia
Islam sendiri setidaknya dikenal tiga tipologi aliran pemikiran politik.
Pertatna, aliran pemikiran politik yang berpendirian bahwa Islam bukanlah
agama sebagaimana dalam pengertian Barat, yaitu hanva mengatur
hubungan manusia dengan Tuhan, sebaliknya, Islam merupakan agama
yang paripurna, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia,
termasuk menyangkut kehidupan bernegara. Di dalamnya terdapat pula
sislem ketatanegaraan.! Karenanya, menurut aliran ini, dalam bernegara
umat [slam hendakaya kembali pada sistem tata-negara Islam dan tidak
perlu alau bahkan jangan meniru sistem tala negara sebagaimana
diterapkan di dunia Barat." Sistem tala negara yang harus diteladani
adalah sistem tatu negara yang pernah dijalankan Rasuiull:h Muhammad
dan keempal sahabatnya yang tergabung dalam  Klndafa-e al-rasyidin, Abu
Bakar As-Shiddiq, Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, dan Ali Tbnu
Abi Thalib.

Aliran ini juga berpandangan bahwa antara agama dan politik
(negara) ada (konsep) kemanunggalan  yang tidak  bisa dipisahkan.
Wilayah agama juga merupakan wilayah politik (negara). Karenanva.

Tiga tipologi hubungan negara dan agama ini sebagaimana ditawarkan Abdul Aziz

Thaba, Isiant dan Negura dalam Politik Orde Barw, (Jakarta: Gema Insani %ers, 1997), hal. 240-
2.

'Lebiljauh tentang tipologi ini, lihat dalam Munawir Sjacdzabi, Islans dun Tata Negar.;
Aprvan, Segaraht, dan Panikivan, (Jakarta: U Pross, 1993), hal. 1

el hal, 1.
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sclain. merupakan lembaga politik, negara juga merupakan lembaga
keagamaan sckaligus. Dan pemerintahan negara juga diselenggarakan atas
dasar kedaulatan Ilahi.”

Pengikut aliran ini di antaranya Mohammad Rasyid Ridla, Abul
A’'la al-Mududi, dan Muhammad Qutb, dengan tkhwan-u al-Muslimin-nya.
Muhammad Rasyid Ridla misalnya tampak masih mempunyai keinginan
untuk mengikat umat Islam lewal Juma’ah Islamiyah (Pan [slamisine).
Semeniara Abul A’la al-Maududi mendasarkan pemikirannya pada tiga
hal. Perfamua, Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk
untuk mengatur kehidupan marwsia, termasuk kehidupan politik. Kedua,
kekuasaan atau kedaulatan tertinggi hanya di tangan Allah dan umat
Islam hanvalah pelaksana kekuasaan Allah atau khwdifuli Allah di bumi.
Ketigu, sistem politik Islam ialah sistem politik yang universal dan tidak
mengenal batlas wilayah, ikatan geografis, bahasa, dan kebangsaan.

Sedangkan Muhammad Qutb berpandangan, pertama, dunia Islam
merupakan kesatuan sistem polilik di bawah pemerintahan swpranasional
dengan sistem sentralisasi yang dikelola atas prinsip kekuasaan penul: di
antara semua umat Islam di dunia, tanpa ada fanaiisme ras, kedaerahan,
dan tidak mengenal batas-batas kebangsaan. Kedua, adanya persamaan hak
di antara para pemeluk berbagai agama. Dan ketiga, pemerintahan dalain
Islam didasarkan atas liga asas, yailu keadilan penguasa (khalifuh), asas
ketaatan rakyat, dan asas permusyawaratan antara penguasa dap
rakyatnya.”

Kedua, aliran pemikiran politik yang berpendirian Islam sebagai
agama dalam pengertian Barat, yang lidak berkaitan dengan urusan

kenegaraan. Menurut aliren ini, Muhammad hanyalah seorang rasul biasa

“Mud., hal. 123-127,

“Hid, hal, 149-131. Lihat jnga Saifullsh, Gerak Politik Mrdianonadival dalon Masyunii,
(Gakarta: Goafiti Poess, 19497), 1ol 10; Dien Syamsuddin, “Boberapa Calatan Kribis Ji Sckitar
Usaha PPencarian Konsepr tentang Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik 1slam”, Makalah
Seminar Nasional, "Sistem Ketatanegaraan dan Colitik dalamy Pesspektt! lslam”, TCN]
Paset dan T lanal Qur'en, Tekorta, 28 Januar 1993,
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seperli halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal, yaitu
mengajek manusia kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung
tiaggi budi pekerti. Kehadiran Muhammad sebagai rasul tidak pernah
dimaksudkan untuk mendirikan atau pun mengepalai suatu negara. Aliran
ini juga sering disebut dengan sekularisme, yaitu suatu faham yang
berusaha untuk memisahkan persoalan keagamaan dari persoalan
kenegaraan atau politik.*

Fengikut aliran ini di antaranya adalah Thaha Husein, dan Ali Abd
ar-Raziq. Dalam pandangan Thaha Husein, politik merupakan sesuatu dan
agama adalah sesuatu yang lain. Dan sesungguhnya sistem pemerintahan
dan pembentukan negara adalah atas Jdasar manfaat-manfaat amaliah,
bukan atas dasar sesuatu yang lain. Menurut Thaha Husein, Al-Quran
tidak mengatur sistem pemerintahan, baik secara umum maupun khusus.
Dengan demikian, baik pemerintahan pada mesa Rasulullah maupun
khalifair-khalifah sesudahnya, bukanlah pemerintahan yang didasarkan pada
wahyn, malainkan pemerintahan insni, sehingga tidak pantas dianggap
sakral. Bagi Thaha Husein, scundainya pemerintahan Islam itu
berdasarkan atas wahyu Allah, tentunya tidak seorang pun akan diajak
musvawarah oleh Nabi maupun keempat kialifah penggantinya. Dalam
pandangan Thaha, al-Quran sebagai firman Ailah hanya memerintahkan
kita untuk minegakkan keadilan, berbuat kebajikan, melindungi yang
lemah, dan sebagainya. Tidak lebih Cari itu, seperti adanya pelunjuk untuk
mendirikan negara Islam.”

Sementara  Ali Abd al-Razig dalam bukunya yang cukup
kontravensi, Al-fslamn wa Ushid al-Huki, berpandangan bahwa Islam tidak
menetapkan suatu rezim tertentu dan lidak pula mendesakkan kepada

kaum Muslimin suatu  sistem pemerintahan  tertentu, tetapi  Islam

hinawir Sadzaa, Ihid., hal. 122,

“Lubih jauh tentang pemikiran Thaha Hinsein, lihat Svahrin Harahap, ARQuran dau
Sckudarisme: Kajiaw Keitis teviudap Pemikivan Thaha [ Disem, Crogvakart.,: Tiara Wacana,
1994, bl 107-108
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memberikan  kebebasan  mutlak  kepada  kaum  Muslimin - untuk
mengorgan;isasikan negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial, dan
ekonomi yang milikinya, dan dengan mempertimbangkan perkembangan
sosial dan tuntutan zaman. Ali Abd al-Raziq juga berpandangan bahwa
masalah khalifah tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah. Kedua sumber
tersebut tidak pernah menyebut istilah khalifah dalam pengertian khulifah
yang pernah ada dalam sejarah. Selain itu juga tidak ada petunjuk yang
jelas dari al-Qur'an dan sunnah tentang bentuk sistem politik yang harus
didirikan oleh umat Istam."

Ketiga, aliran pemikiran politik yang menolak pandangan Islam
sebagai agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem
ketatanegaraan. Namun berbeda dengan aliran kedua, aliran ini menolak
[slam sebagaimana agama dalam pengertian Barat. Aliran ini berpendirian
bahwa dalam al-Quran tidak terdapat sistem politik, tapi lerdapat
seperangkat nilai, etika bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu sistem
politik. Aliran ini juga berpandangan bahwa antara agama dan negara
terjadi hubungan simbiosis, di mana agama memerlukan negara, an
sebaliknya negara juga memerlukan adanya agama.'

Pengikut aliran ini di antaranya Muhammad Abduh dan

fubaimmad Husein Haika!l. Muhammad Abduh berpendapat bahwa
dalam Islam sesungguhnya tidak terdapat kekuasaan keagamaan selain

kewenangan memberikan peringatan secara baik, mengajak orang ke arah

“Pemikiran Ali Abd al-Raziq lampaknya banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial
politik pada masanya, pada saat mana prakick-praktek khalifah (Utsminniyeh} menurutnva
telah banyak menyimpang dari prinsip-prinsip Islant. Atas dasar inilah Ali Abd al-Razig
menolak sistem khilafal. Dia lebih menvepakati adanva pemisahan antara agama dan
negara dalam kehidupan politik. Lebih jauh pandangan-pandangan All Abhd al-Raziq
tentang hal ini, lihat dalam karvanya, Al-istam wa Ushel al-Hikm. Buku ini telah
diterjemahkan dengan judul, Kivilafah dan Penterintaha dalam Ishon,

HPengikut aliran ini tampaknva mencoba untuk bersikap moderat, dengan selalu
berusaha mengambil sikap jalan tengah (fazasuth) di antara dua aliran pemikiran politik
lainnya yang conderung antagonistik, di mana satunva Lerusaha melakuxan legal-format
dengan membentuk “wegari agama {Uslam)”, seinentara satunya lagi berusaha menerapkan
sistem tata negara negara secara sekuler, Lihat Murawir Sjadzali, islan dan Negara ... Op.

it hall 2,
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kebaikan, dan menarik dari keburukan, tentunya dengan panduan dasar-
dasar ctika Islam. Semenrtara Muhammad Husein Haikal berpandangan
balwa Islam tidaklah memberikan petunjuk yang langsung dan terperinci
tentang bagaimana umat Islam mengatur urusan-urusan yang berkenaan
dengan kehidupan bernegara (politik). Islam hanya meletakan prinsip-
prinsip dasar bagi beradaban manusia atau vang mengatur perilaku
manusia dalam pergaulan antar sesama, yang pada gilirannya akan
berimbas dalam kehidupan politik.*?

Ketiga aliran pemikiran politik ini, hampir selalu mendasari daiam
setiap disconrse pemikiran politik dikalangan umat Islam, tak terkecuali
umat Islam Indonesia. Hal yang selalu mengedepan adalah keterjebakan
pada persoalan dikotomis yang dilematis antara mereka yang berusaha
untuk melakukan formalisasi atau legalisasi agama dalam kehidupan
bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dengan mereka yang berusaha
menem,.atkan agama dan negara secara terpisah in-tofo.

Suasana  dilematis  ini  tergambar bila mengamati  dinamika
pemikiran politik pasca-kemerduxacn, di mana para politisi Muslim
mengalami kesulitan yang cukup berarti dalam mensintesiskan landasan
teologi atau filosofis mereka dengan realilas sosio-kultural dan politik yany
ada dan berkembang di masyarakat. I)a-n khu<usnya berkenaan dengan
upaya mereka uniuk merumuskan kembali hubungan antara agama
(Islam) dan negara yang dapat diterima secara nasional. Berbagai episode
politik menunjukan bahwa upaya-upaya untuk membangun hubungan
formalistik dan legalistik antara Islam dengan sistem politik negara selaiu
berakhir dengan kebuntuan, permusuhan ideologis, dan politis yang
meruncing, dan bahkan terkadang mengarah pada kekerasan.

Akibatnya, pemikiran politik cenderung berkembang ke arah yang
tidak terjeinbatani antara “kelompok fslam”™ dengan “kelompok  nasionalis

venrder”, yanyg kebanyakan tokohnva juga beragama Islam. Kelompok

Vit hal, 2, 1002121, 170180,
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Kedua ini tidak pernah menyetujui hubungan agama dan negara yang
bersifat  formal-legalisiik. Mereka menolak berdirinya  “iegara  Islam”,
sebagaimana menjadi tuntutan “kefom;.ok fslam”

Memasuki Pemerintahan Orde Baru, pemikiran politik kelompok
“Islam politik”"* tampaknya belum juga berubah. Mercka masih terobsesi
dan mengidealisasikan berdirinya sebuah “Negara Islam”, lewat upaya-
upaya, seperti mendesak rezim untuk melegalisasi kembali Piagam Jakarta
(Jakarta Charfer), menuntut rehabilitasi terhadap Masyumi.” Sikap politik
seperti ini semakin menunjukan kotidak-siapan mereka untuk melepaskan
pendekatan vyang serba fornial-legalistik, dan ini tentunya semakin

menunjukan  kekakuan  mereka  dalam  berpolitik. Mereka masih

“Perbedaan pandangan “kelompok Islam” dan “kelompok nasionalis sckuler”
menvangkut hubungan agama (Islam) dan negara, lihat di antaranya dalam Nurcholish
Madjid, Istem Agama Kemanusiaan: Membangun T.adisi dan Visi Baru Islam Indonesia,
(Jakarta: Yavasan Parar.adina, 1995), hal. 1-21; Deliar Noer, Partai Isiam di Pentas Nasional,
(Jakarta: Grafiti Press, 1987).

"Dalam konicks politik Orde Baruy, schutan kelompok “Istant politik” rasanva lebih
tepat, ketimbang misalnya “wmat Islam”. Kenyataan menunjukan bahwa rezim Orde Baru
dalam menyikapi umat Jslam cenderung ambivalen. Satu sisi. kepada “Islam politik”, rezim
selali memandang dengan penuh curiga, dan hubungannya pun cenderung bersitat
aruagonistik. Sikap rezim ini tampaknya banyak dipengaruhi oleh mitos-mitos-tentang
pembangkangan umad Islam, baik vang terjadi semenjak kerajaan-kerajaan tradisional,
puenjajehan Beianda, maupun penoerontakan-pemberontakan yang persifat separatis vang
terjadi di awal-awal kemerdekaan. Kecurigaan ini setidaknya tergambar ketika “istam
politik” vang dimotori Mohammad Hatta, ingin mendirikaa Partai Demekrasi Islam
Indonesia (PDID, rezim menolaknya, gagalnya rehabilitasi Masyumi, masuknya Aliran
Kepercayaan dalam GBHN, termasuk juga pencrapar asas tunggal Pancasila. Dan
kecurigaan rezim ini baru berakhir selepas berdirinya ICMI, 1990. Sebaliknva, terhadap
“Islam ibadah” rezim tampak begitu apresiatif. Berbagai bantuan pun trrun demi
berkembangnya “Islam ibadali”. Sekelah-sekolah agama dari mulai M1, MTs, MAN sampai
dengan TAIN berdiri di mana-mana. Masjid-masjid Amal Bakii Muslim Pancasila (meski
dananya berasal dari umat Muslim) juga bertebaran i mana-mana. Lewat UU Nomor
2/1989, rezim memasukkan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional. Dan pada
tahun yang sama, lewat UU Nomor 7/1989, rezim juga mengeluarkan Ul Peradilan
Agama. Di sinilah tampak sikap ambivalen rezim. Terhadap “Istam politik” rezim b. gitu
antipati, melihat penuh dengan kecurigaan, sebaliknya terhadap “Islam ibadah™ rezim
tampak begitu mesrah. Penggunaxan istilah “islam polstik” dan “istam ibadel” dalam studi
ini, penulis kutip dari {untowijoyo, Identitas Politik Umat islim, (Bandvng: Mizan-Majalah
Unamat, 1998}, hal. 198-199,

PLihat dajam BJ. Boland, Pergqunndan Istham di indonesia, (Jakaria: Gratiti, 1983), hal
159: Deliar Noer, “slam dan Pelitik: Mayoritas atau Minoritas”, dalam Prisme, Nomor 5,
CVahnn XV, 1988, hal, "4-16.
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berpandangan bahwa Istam bersikap holistik, yang di dalamnya termasuk
mengatur kehidupan bernegara.

Kekakuan cara berpikir kelompok lslam ini, dalam perjalanan
scjarah, ternyata justru semakin menempatkan umat Islam sebagai
kekuatan yang marjinal dalam hampir semua proses politik, terlebih dalam
dua dekade awal rezim “fasis” Orde Baru, lebih-lebih bila dibandingkan
dengan kelompok nasionalis sekuler atau kelompok lainnya yang
minoritas secara kuantifas.

Kenyataan politik yang cukup pahit yang dialami oleh kelompok
Islam ini sempat membuat resah sebagian dari cendekiawan muda Istam
~aat itu. Kebanyakan dari mereka, pertama, meragukkan citacita politik
Islam yang ditawarkan oleh kelompok Tslam. Bagi mereka, cita-cita politik
“kelompok  Islam”  dipandangnya terlalu  utopis, dan cenderung
mengabaikan pluralitas bangsa Indonesia. Kedix, mereka juga mencoba
untuk memecahkan berbagai persoalan yang dipandang wurgert yang
merimpa kelompok Islam saat itu. Persoalan lersebut setidaknya
menyangkut dua hal, yaitu (1) mengapa umat Islam selalu dipojokkan
sebagai golongan “anti-Pancasila”? (2) menyangkut persoalan politik,
mengapa “kelompok [slan” tidak bisa ikut serla dalam memimpin negara
dan duduk dalam pemerintah?' Sebagai solusi, mereka bersepakat tentang
perlunya mengadakan perubahan “orientasi peran” dari peran politik ke
arah pengembangan pemikira.i (dirconrse) atau Fachri Ali dan Bachtiar
Effendy menyebutnya sebacai “pemikiran baru”."” Gerakan “pemikivan baru”
ini tidak saja membicarakan posisi umat Islam dalam konstelasi politik

Orde Baru, tapi lebih dari itu, di dalamnya juga membicarakan tentang

"Porsoalan-persodaian  tersebut  sehagaimana  dikepnikakan  oleh M. Dawam
Rahardjo dalam, “Basis Sosial Pemikiran Islam Sejak Orde Baru”, dalam Prismiae, Nomor 3,

Tahun XX, Marel 19491, hal. 8.
"Fachry Ali, Bachtiar Etfendv, Merambah Jalan Bari Islam, (Bandung: Mizan, 1986),

et 122
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Tuhan, dan Tberbagai  persoalan  kemasyarakatan, terlebih  yang
berhubungan dengan persoalan politik umat Islam.'®

Buah dan geraken “pemikiren baru” ini, tidak sedikit dari mereka
secara tegas menolak gagasan Islam sebagai suatu ideologi atau pemikiran
yang mengatakan bahwa negara merupakan perpanjangan atau bagian
integral dari Islam. Pandangan seperti ini setidaknya datang dari seorang
cendekiawan Muslim yang oleh Greg Barton disebutnya sebagai neo-
nodernis,” Ahmad Wahib.? Gagasan “peniikiran beru” ini tentu merupakan
tamparan bagi “kelompok Islan” yang masih mencita—citakan Islam sebagai
ideologi negara.

Sementara sebagai motor penggerak “pemikiran baru”, Nurcholish
Madjid dalam menyampaikan gagasannya lebih banyak mengkritisi kiprah
“kelompok Islam” yang aktif dalam partai Islam. Dari gagasannya ini,
Nurcholish Madjid sampai pada kesimpulan bahwa partai-partai Islam
sudah tidak menarik lagi. Jargon politiknya yang terkenal saat itu adalah
isiam, Yes; Partai islam, No.2'

Selain itu, dalam konteks hubungan agama dan negara, Rcktor
Universitas Paramadina-Mulya ini juga menegaskan bahwa nilai negara

dar pemerintahan dalam islam adalah sekedar sarana atau instumental

Hibid., hal 122-123.

MSolain Ahmad Wahib, Greg Barton juga menvebut nama Abdurrahman Wahid,
Nurcholish Madjid, Munawir Sjadzali, dan Djohan Effendy sehagai condekiawanr Muslim
neo-modernis. Lebih jauh lihat Greg Barton, “Neo-Modernism: A Vital Synthesis of
Tradisionalist and Modenist Islamic Thought in Indenesia”, dalam Stidia Islimika, Volume
2, Nomor 3, 1995, hal, 4-7,

1”]"’emdr\n,..,du pandangan polilik Ahmad Wahibh, lihat dalam Djohan Efiendy, Ismed
Natsir, (ed)), Pergolakan Penvikivan Isfane: Catatan Haoriaw Alrmad Waltih, (Jakarta: LIP3ES,
1995, hal. 145-146, dan 130,

“1Secara lengkap Nurcholish Madjid mengatakan, “Sampai di manakah mereka
terlarik kepada partai-parlai alau organisasi-organisasi Istam? Kecuali sedikit saja. sudah
terang mereka sama sekali tidak terlarik kepada partai-partai atau organisasi-organisasi
Islam. Sehingga perimmusan sikap mereka kira-kira erbunyi, Islam, Yes; Partai Islam, No.
ladi jika partai-partai Islam meropakan wadah ide-ide vang hendak diperjuangkan
berdasarkan Islam, maka jelaslah bahwa ide ity sekarang tolah coedang menjadi absolute
nwemfosil, kchilangan dinamika. Ditainbah lagi, partsi-partai Islam  tidak  berhasil
membangun image positil dan simpatik. Lihat Nurcholish Madyd, Istem, Kemoderian, dan
Kemdonesinan, (Bandung: Mizan, 1989), hal. 205.
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bukan (ujuan. Jadi berdirinya negara dan pemerintah tidak lain hanya
sebatas antuk menciptakan ruang dan waktu sebagai tempat bagi sctiap
manusia untuk mengembangkan kelagwaannya kepada Tuhan” Doktor
lulusan Chicago ini menambahkan bahwa perkataan seperti “negura Islam”
sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah. jtu menunjukan bahwa persoalan
kenegaraan tidak menjadi bagian integral dari [slam. Dan gagasan tentang

negara Islam, menurut Cak Nur, tidak lain hanyalah merupakan

kecenderungan apologetis.®

Senada dengan Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardio
berpandangan bahwa al-Quran pada dasarnya mengandung cita<cita
kemasyarakatan, bukannya negara. Untuk mewujudkannya memang
diperlukan kekuasaan sebagai instrumen. Adapun bentuk kekuasaan itu
adalah syura (musyawarah)} dan ta’uwun (kerja sama) yang didukung oleh
anggota masyarakat (gl-tommah) yang memerlukan kebebasan dalam

mengembangkan dirinya, melaivi ibadah kepada Allah, guna mencapai

2

derjat atau memiliki kualitas tagwa.

“Lihat wawancara Nurcholish Madjid, “Khilaish dan Perkembangannya”, dalan
Nuansa, Desember 1984, hal. 28

*'Nurcholish Madjid juga menawarkan prmikiran tentang per'iinya ke munggalan
keislaman daa keindonesiaan {wralelisnn . Pandangan ini berangkat dari kenyataan
berupa walak Islam yang universel dan mkfusil, Dengan dasar ini, simbo!simbol Islam
juga harus terbuka dan dapat dimengerti, baik oleh kalangan Muslim maupun non-
Mushm vany berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Lewat pengertian ini, bukan
berarti Nurcholish Madjid bermaksud melakukan kompromi dan meninggalkan idealisme
“Ielam tingei”. Namun dimaksudkan untuk menckankan metode dakwah dan artikuiasi
politik vang berorientasi pda al-hiknuh (kearifan), manidhalt hasanah, dan wa jaadiioon
billati ltiya ahsan {lewat disconrse vang baik} sesual dengan petunjuk al-Quran. Lihat
Nurcholish Madjid, fstam, Doktrin, dan Peradaban, (Jakarta: Paramading, 1992, hal. iv-vi.

“*Dengan background pemikirannva, tidak heran apabila Dawam Rahardjo secara
tegas menolak teori-teori politik “negare Islan™ yang ditavarkan Abul A’la al-Maadudi,
vang menurutnya merupakan salah satu jenis konstruksi ideal vang bersifat fotaliter dan
clitis, Selain itu, kemunculannva juga semala-mate didorong oleh keinginan unduk
moengimbangi kansep Baral modern tentang negara. Dalam konsep seperdt ilu, clite-nva
adalah mereka yang dinilai paling mengetahui hukum-hukinn Tuhan, Mercka vang
berkuasa cenderung bertindak atas nama Tuhan, sepertinva mereka mengambil-alib
kokuasaan Tuhan, vakni dengan menaganakan kekuasaan negara, memikul tugas frilafan.
Dengan pemahaman ini, Dawam Rahardjo ingin menghindarkan umat Islam dori sikap
fornudistik dalam memahami teori kenegaraan. Lihat dalam M. Dawarn Rahardjo,
“Mencart Bentuk Negara vang Emansipatoris”, dalam Nrorsa, Dosember 1984, Il 73-77.
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Achmad Sv fi'1 Ma'arif juga berpendapal bahwa kekuasaan politik
alau negara hanyalah scbagai sarana bagi agama, bukan suatu
persambungan. Karenanya slogan “Islam adalah agama dun negura” hanyalah
mengaburkan hakekat misi kenabian Muhammad dan bersikap tidak adil
terhadap ajaran al-Qur'an. Bahkan perkataan danlah yang berarti negara
sama sekali tidak dijumpai dalam al-Qur'an® Pejabat Ketua PP.
Muhammadiyah ini menambahkan bahwa al-Qur'an tidak tertarik pada
teori khas tentang negara yang harus diikuti oleh umat Islam. Perhatian
utama al-Qur'an adalah agar masyarakat ditegakkan atas dasar moralitas
dan keadilan. Maka atas dasar nilai-nilai etik al-Qur'an-lah, bangunan
politik Islam wajib ditegakkan. Tapi karena al-Qur'an tidak menegaskan
bentuk khas suatu negara, maka model dan struktur kenegaraan dalam
Islam bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah.*”

Senada dengan Achmad Syafii Ma'arif, Abdurrahman Wahid
berpandangan bahwa dalam lslam, negara diposisikan sebagai hvkum (al-
fiukmie), dan sama sekali (sdak memuliki bentuk negara. Alasannya, Islam
tidak mengenal konsep pemerintahan definitif” Abdurrahman Wahid
menambahkan, dalam persoalan suksesi misalnya, ternyata Islam tidak
konsisten. Terkadang memakai istikhlaf, bai’at, ataw ahl al-h:ll wa al-agd.
Padahal, soal suksesi adalah masalalh vang cukup urgent dalam masalah
keregaraan. Kalau memang Islam men"qpunyai konsep tentang negara,
tentu tidak terjadi demikian.

Amien Rais yang selama ini identik dengan cendekiawan Muslim

formalistik, juga mempunyai pandangan yang sama. Ketua Umum DPP

TPandangan A. Syafit Ma‘arif tentang Islam dan negara, lihat dalam, "Islam, Politik,
dan Demwokrasi di Indonesia”, dalam Bosco Carvallo, Dasrizal, Aspirasi Umat Islam
indonesia, (Jakarta: LEPPENAS, 1983), hal. 45,

*Lihat dalam A, Svafi'i Ma'arit, fstim dan Maselalt Kenegaraan; Studi fentang
Percatrran dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1996}, hal. 18. Disinggung juga dalam A.
Syafii Ma'arif, “Islam, Politik, dan Demokras: di Indonesta”, dalam Bosro Carvallo,
Dasrizal, Aspirasi Umat Islam Inidonesia, (Jakarta: LEPPENADS, 1983), hal. 37-03.

¥Lihat Abhdurrahman Wahid, “Meruwanuskan Hurbungan ldeologi Nasional dan
Agama”, dalam Anly, Mei 1685,
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PAN ini berpandangan bahwa imnamal secara tekstual tidak terdapat dalam
al-Qur'an. Akan letapi kalau iimamarn dimaksudkan sebagai sebuah bentuk
kepemimpinan yang harus diikuti oleh wmat Islam, hal 1tu memang
tercantum dalam al-Qur'an” Amien Rais menambahkan bahwa negara
Islam juga tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Karenanya
tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan berdirinya suatu
“negara lslam” >

Dari berbagai pemikiran politik di atas, tampak jelas bahwa mereka
yang tergabung dalam “pemnikiran baru” sebenarnya mencoba untuk
mencari varian “jalun tengah”. Mereka tidak menyepakati penafsiran yang
formal-legalistik, dan skriptualistik,” terhadap watak holistik Islam,
sebagaimana ditawarkan Aoul A’la al-Maududi. Dalam teori politik Abul
A’la al-Maududi disebutkan bahwa negara merupakan bagian integral dari
Islani. Menuruinya Islam mempunyai konsep tentang negara dan sistem
pemerintahan yang lengkap.” Bagi mereka, teori yang ditav-arkan al-
Maududi memiliki kelemahan yang mendasar. Al-Maududi tidak
mengakui bahwa Islam sesungguhnya tidak menawarkan bentuk negara
Islam atau sistem politik yang tegas, termasuk di dalamnya mengenai

suksesi kepemimpinai, <¢bagai bagian pentiiig konstruksi dalam

pemerintanan negara. MILIK
PERPLSTARAAN

: UNIVERSITAS AIRLANGUA
SURABAYA

*Dikutip dalam Panji Masyarakat, Nomor 379, Tahun 1982, Lihat juga Agus Edi
Santoso, Tidak Ada Negara dstan; Surat-Surat Pelitik Nurcholish Madjid-Muhammad Roem,
(Jakarta: Djambalan, 1997), hal. 2-3. Terbilnya buku ini meropakan respen atas tulisan
Amicn Rais tentang “wegam Islam” sobagaimana dimuat dalam Panji Masyarakat, vang
kemudian mengithami terjadinya surat-menyurat andara Nurcholish Madjid dan Mr.
Mohammad Roem.

ibid.

“Skriptualistik, meminjam istilah vang ditawarkan Bahtiar Elfendy dalam, Ishent dan
Negaru: ... Op. Cit, hal. 187, Istilah ini dikulip kembali olch William Liddle, Lihat R
William Liddle, "Skriptualisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik
Massa®, dalam Ul Qnr‘an, Nomor 3, Volume TV, Tahwn 1993, hal. 53-54. Tulisan vang,
sama, lihat dalam R. William Lidd!e, tshon, Politik, dan Moderstisasi, (Jakarta: Sinar
Harapan, 1997, hal, 100-132.

“Lebih jauh tentang teori politik [slam vang ditawarkan Abul ATy al-Mandudi,
hat, [k dase Konstitus Sistem Pelitik shaon, (Bandung: Mizan, 1995),

TESIS NEGARA DAN ISLAM MA'MUN MUROD



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

[
'

Mereka jug. menolak pemikiran politik dari “sekuleris Islam”, Ali
Abd al-Raziq, yang mengusulkan adanya separasi secara in-fofo aniara
Islam dengan politik (negara).” Bagi mereka, pemikiran politik Ali Abd al-
Raziq juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang mendasar. Dalam
pandangan Ali Abd al-Razig, negara sebagai instrumen politik harus
dipisahkan dari semua ajaran agama (Islam). Gagasan ini tidak saja
menolak kaitan yang mungkin antara lslam dan negara, tapi juga
mengabaikan be.gitu saja aspek-aspek normatif Islam dalam proses politik
dan mekanisme pemerintahan negara.

Mereka lebih sepakat untuk tidak melakukan formalisasi dan
legalisasi Islam. lal terpenting adalah bagaimana bisa menyikapi dan
merefleksikannya secara etis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ini
juga dimaksudkan untuk mencegah agar umat Islam tidak terperangkap
pada fanatisme golongan sekalipun diproporsikan sebagai nilai yang
mengadvokasi bagi seluruh umat manusia.

Akhirnya perlu dit.gaskan bahwa studi ini sendiri secara spesifik
mengkaji pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais dalam
konteks hubungan agama dan negara. Adapun aspek yang dikaji hanva
dibatasi pada aspek ideologi, negara demokrasi, dan civil socrety.
Pembatasan aspek kajian inj setideksnya dilandasi oleh pertimbangan
babwa concern pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais
lebih dokat pada keempat aspek tersebut.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemikiran politik keduanya
dalam soal ideclogi, negara, demokrasi, dan civil society, relatif tidak ada
berbedaan  yang  significani.  Perihal ideologi, katakanlah Pancasila,
Abdurrahman Wahid melihatnya sebagai “aturan main” sekaligus tujuan
final kaum Muslim Indonesia. Pancasila juga dilihatnya scbagai syarat bagi

terciplanya proses demokratisasi dan perkembangan Islam spiritual yang

“Lebih jauh lentang pemikiran poliiik Ali Abd al-Raziq, Jihal dalam Khilafili dan
Premerintidun... On. Cit.

TESIS NEGARA DAN ISLAM MA'MUN MUROD




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 14

sehat dalam konteks nasional. Sementara Amien Rais melihatnya tukan
pada perspekti{ normatif dan f{ilosofis-nya, tetapi lebih pada
pelaksanaannya. Amien Rais juga berpandangan bahwa Pancasila
merupakan hadiah terbesar umat Islam bagi bangsa Indonesia.

Abdurrahman Wahid dan Amien Rais juga bersepakat menjadikan
demokrasi sebagai preferensi final bagi sistem politik atau kenegaraan.
Hanya saja yang membedakan, Abdurrahman Wahid Jebih menghendaki
demokrasi sebagai penjaga pluralisme bangsa, terlebih dalam hal agama.
Dengan begitu, pluralisme bangsa tetap bisa terjaga, tanpa ada superioritas-
mayoritas atau superioritas-minoritas. Sementara Amien Rais mendasarkan
demokrasi pada konsep politik representasi Islam sebagai umat mayoritas.
Dalam pandangan Amien Rais, demokrasi tidak akan pernah tercapai
tanpa adanya politik representasi.

Soal civil society, Abdurrahman Wahid menawarkan sebuah konsep
“sasyarakat Indonesia yang di dalamnya wmat Islon kuat”, dalam artian
berfungsi dengan baik. Abdurrahman Wahid menambahkan, bila
masyarakal I[ndonesia menginginkan terciptanya civil society yang
demokratis, maka aspirasi politik masyarakat tidak boleh disalurkan lewat
agama. Sementara Amien Rais memandang bakwa perjuangan umat Islam
untuk membangun masyarekat yang lebih baik, tidak ada iain kecuali
lewa! demokrasi. Umat Islam hanya akan bisa aman untuk membangun
masa depanrya kalau lewat demokrasi. Meskipun begitu, Amien Rais
berkeyakinan bahwa dengan demokrasi bukan berarti mayoritas harus
diunggulkan di atas minoritas, apalagi disertai adanya kecenderungan
untuk sewenang-wenang,.

Sepintas dari pemikiran politik di alas, tampak keduanya
mempunyai persamaan sekaligus perbedaan dalam memandang ideologi,
negara, demokrasi, dan civil society. Persamaan dan perbedaacn  ini,
scbagaimana disebul di atas, memang, tidak terlalo sigrrficant, namun

menjadi sesuatu yang menarik, karena keduanya, secara riil masing-
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masing melapunyai basis dukungan yang cvkup besar, dan selama ini,
keduanya juga sering, dipersepsi “berbeda” oleh masyarakal. Persamaan
dan perbedaan pemikiran politik keduanya inilah yang menjadi bahan

kajian dalam studi ini.

Studi Pemikiran Politik

Sebagai pendukung dari studi ini, berikut ini akan dipaparkan
beberapa.studi pendukung tentang discourse pemikiran politik Islam yang
berkembang di Indonesia. Pertama rasanya layak untuk menyebut karya
Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, Merambah Jalan Baru lslam.™® Buku ini
termasuk terlengkap di zamannya yang mencoba memotret wajah
pemikiran politik Islam di Indonesia pada dasawarsa 1930-an. Dalam buku
ini disebutkan empal corak pemikiran politik yang berkembangan dJi
kalangan intelektual Muslim Indonesia. Pertama, intelekiual bertipe neo-
modernisine, yaitu pemikiran yang mencoba menggabungkan dua faktor
penting, yaitu modernisme dan tradisionalisme. Abdurrahman Wahia, dan
Nurcholish Madjid masuk dalam kategori ini. Kedua, intelektual bertipe
sosialisme demokrat, yaitu intelektual Islam yang mencoba melihat cita-cita
keadilan sosial dan demokrasi sebagai unsur pokck Islam. Masuk dalam
kelompok ini di antaranya cendekiawan Muslim <eperti M. Dawam
Rahardjo, Adi Sasono, dan Kuntowijoyo. Kefiga, intelektual bertipe
nmiversalisme, yaitu intelektual Muslim yang memandang Islam sebagai
ajaran universal. Masuk dalam kelomnpok ini M. Amien Rais, Jalaluddin
Rakhmat, dan A.M. Saefuddin. Keempat, intelektual berlipe modernisme,
yaitu gerakan pemikiran yang mencoba melibatkan Islam ke dalam
persoalan-persoalan sosial-politik yang lebih luas. Penganutnya Djohan

Effendy dan A. Syafi'i Ma'arif.

YLihat dalam Fachry Ali, Backtiar Effendv, Merambali Jalan Baru dstam, (Bandung:
Mizan, 1986).
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Berikutnya William Liddle. Dalam Politics and Culture in indonesia,™
Ahli politik Indonesia asal Amerika Serikat ini dengan menggunakan
pendekatan politik, membagi tiga tipologi pemikivan Islam di Indonesia.
Pertaina, pemikiran indigenist, yaitu pemikiran yang percaya akan
keuniversalan Islam, akan tetapi dalam praktek Islam tidak dapat
dilepaskan dari budaya setempét. “pribuminisasi Islam” dan “kontekstua-
lisasi” doktrin Islam merupakan gagasan yang mencoba ditawarkan.
Gagasan ini dimaksudkan untuk mempertemukan Islam dengan nilai-nilai
lokal. Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan Munawir Sadzali
masuk dalam kelompok ini. Kedia, pemikiran bertipe sosial-reformis, yaitu
gerakan yang siressing-nya pada pemikiran dan aksi guna mengatasi
berbagai ketimpangan sosial dan kemiskinan yang masih melanda umat
Islam Indonesia sebagai akibat kebijaksanaa pembangunan yang bersifat
top-down. Kelompok ini bisanya menggabungkan diri dengan Lembaga
Swadaya Masyarakat {L5SM). Kelompok ini diwakili Adi Sasono, Dawam
Rahardjo, Moeslim Abdurrahman. Ketiga, pemikiran bertipe nuniversalisme,
yaitu kelompok pemikiran yang percaya bahwa Qur'an dan Hadits yang
dibawa Muhammad SAW, sudah sangat sempurna dan dapat diterapkan
langsung di masyerakat. Masuk dalam keiompok ini adalah Amien Rais,
Jalaluddin Rakhmat, A.M. Saefuddin, yai Endang Saefuddin Anshary.

"- Moeshim Abdurrahman dalam tulisannya, Baguimanm: [ndonesia
Dibaca Pemikir Islam: Sebuah Resensi Pemikiran,” juga mencoba membuat
peta pemikiran Islam di Indonesia. Moeslim membaginya ke dalam tiga
tipologi. Pertama, pemikiran bertipe modernisasi Islam, yaitu pemikiran yang
bertolak dari usaha mengembangkan pesan Islam dalam konieks

perubahan sosial. Cara yang dilakukannya, lewat liberalisasi pemikiran

Lebih jauh lhat dalam R, Williamy Liddle, Politics and Cilbire in Indoitesta, {Ann
Arbor: Centre for Polibea Stadies Institnte for Social Research The Universitv of

Michigan, 1988), hal. 11-14.
“Lihat tulisan Moceshm Abdurrahman dalam Muniaha Azlari, Abdu! Mun'in Salel.,

(£2d.), tstant bidonesia Meaaiap Masa Depan, (lakarta: 1722M, 1989, hal. 215-226.
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yang ber: kap adaptif terhadap kemajuan zaman. Kedia, pemikiran bertipe
islamisasi, yailu pemikiran yang cenderung menggali teks dalam upaya
perubahan sosial. Kefigs, pemikiran bertipe teologi transformatif, yaiit
pemikiran yang menaruh perhatian besar terhadap persoalan keadilan dan
ketimpangan sosial yang muncul dalam proses pembangunan bangsa saat
ini, sebagai akibat strukiur yang tidak adil.

Sementara M. Syafi'i Anwar dalam bukunya Pemikiran dan Aksi Ishun
Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru,™ juga
mencoba memetakan pemikiran cendekiawan Muslim yang berkembang,
selama Orde Baru. Dia membaginya ke dalam enam tipologi. Pertama,
pemikiran bertipe formalistik, yaitu model pemikiran yang mengutamakan
peneguhan dan ketaatan yang ketat pada format-iormat ajaran Islam.
Bentuknya bisa berupa negara Islam, partai lIslam, masyarakat politik
Islam, budaya Islam, dan idiom Islam lainnya. Masuk dalam tipologi ini
Arien Rais, A.M. Saefuddin, dan Jalaluddin Rakhmat dalam beberapa hal
masuk dalam kel.mpok ini, sebab dia terkadang berpikiran “realistik”.

Kedia, pemikiran bertipe substantifistik, yaitu pemikiran yang
beranggapan bahwa substansi ‘atau makna iman dan peribadatan lebih
penting daripada formalitas dan simbolisme keberagamaan serta ketaatan
vang bersifat literal kepada teks al-Qur'an (waliyu Tuban). Sementara
pesan-pesan al-Quran dan Hadits yang mengandung esensi abadi dan
bermakna universal mencoba ditafsirkan kembali berdasarkan runtut dan
rentang waktu generasi kaum Muslim serta mengkontekstualisasikannya
dengan kondisi-kondisi sosial yang berlaku pada masanya. Abdurrahman
Wahid dan Nurcholish Madjid masuk dalam tipologi ini. Pemikiran
substantifistik juga diartikulasikan oleh para pemikir “realistik”, seperti A.

Syaill Ma'arif dan Taufik Abdullah. Pemikiran ini didukung pula oleh

“NL Syafi'i Anwar, Permikirew dan Aksi Ishion Didonesie: Sebwathy Kagian: Pobitik 1 nhing
Cendeknireon Musling Ovdie Baru, (Jakarta: Y ayasan Paramadina, 1995°
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Harun Nasution, KH. Ahmad Siddiq (alm), mantan Rais Aam PBNU, dan
mantan Menteri Agama, Munawir Sadzali.

Ketiqu, pemikiran bertipe fransformatik, vaitu model pemikiran yang
bertolak dari pandangan bahwa misi Islam vyang ulama adalah
kemanusiaan. Untuk itu, maka Islam harus menjadi motivator yang terus-
menerus, dan mentrasformasikan masyarakat dengan berbagai aspeknya
ke dalam skala-skala besar yang bersifat praksis maupun teoritis. Perhatian
utamanya bukan pada aspek-aspek yang doktrinal uaari ajaran Islam, tapi
lebih pada pemecahan masalah-masalah empirik dalam bidang sosial-
ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hak-hak politik rakyat,
dan berorientasi pada keadilan sosial. Masuk kategori ini M. Dawam
Rahardjo, Adi Sasono, dan secara praktikal dilakukan Amin Aziz,
Kuntowijoyo dan Moeslim Abdurrahman.

Keempat, pemikiran bertipe fotalistik, yaitu bentuk pemikiran yang
beranggapan bah'va doktrin Islam bersifat kaffali, serta mengandung
wawasan, nilai, dan petunjuk yang bersifat langgeng dan komplit vang
meliputi semua bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta
melingkupi segi-segi, baik individual, kolektif maupun masyarakat pada
umumnya. Cendekiawan yang cenderung berpikir totalistik adalah Fnad
Amsyaii, dosen Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga.

L' Kelima, tipe idealistik, yaitu bentuk pemikiran yang bertolak dari
pandangan tentang pentingnya perjuangan umat yang berorienlasi pada
tahapan menuju "Islam cita-cita” (ideal Islam), yaitu Islam sebagaimana
yang, lersiral dalam al-Qur'an dan Sunnah yang otentik, {api belum tentu
tercermin dalam tingkah laku sosio-politik umat Islam dalam realitas
sejarah. Pelopor pendekatan model ini ialah A. Syafi'i Ma'arif.

i Dan keenam, tipe realistik, yaitu pemikiran yang berusaha melihat

keterkaitan atau melakukan penghadapan anlara dimensi substantif dari

ajaran atau doktrin agama dengan konteks sosio-kultural masyarakat

pemeluknya. Taufik Abdullah termasuk cendekiwan dalam kategori ini.
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Ber'kutnya tulisan Arief Affandi, Islam dan Negara: Demokrasi Atas
Bawah,” yang kemudian memicu dan membuat polemik panjang di Harian
Jawa Pos selama beberapa minggu, ini juga mencoba memetakan strategi
perjuangan umat Islam. Dalam pandangan Ariefl Affandi, sekarang ini
selidaknya ada dua strategi perjuangan umat Islam yang paling dominan.
Pertana, Islamisasi masyarakat melalui jalur kekuasaan atau menggunakan
pendekatan struktural. Pola ini menjadi smainstreamn pemikiran para tokoh
Islam yang kini berada di ICMI, dan direpresentacikan oleh Amien Rais.
Isu utama dari kelompok berupa representasi poiitik. Kedua, Islamisasi
scbagai bagian dari proses pembangunan bangsa. Kelompok ini berusaha
menempatkan perjuangan umat sebagai bagian dari perjuangan demokrasi
dan pengembangan budaya politik. Pendekatan vyang digunakan
cenderung berbau kulturalis. Salah satu cendekiawan Muslim yang gigih
memperjuangkan pola ini adalan Abdurrahman Wahid.

Dedi Jamaluddin Malik dalam tesis-nya, Zaman baru Islam [ndonesia:
Pemikiran dan Aks. Politik Abdwrralunan Wafid, M. Amien Rais, Nurcholish
Madjid, Jalaluddin Raklmat," juga mencoba memberikan lebel pada keempat
cendekiwan Islam yang menjadi subyek kajiannya. Abdurrahman Wahid
diberinya lebel sebagai “pengembang humanisme Laru”. Sementara Amien
Rais sebagai “penyuera keedilan”. Nurchelish Madjid diberi predikat
“pengembang moralitas politik”, dan Jalaluddin Rakhmat sebagai sosok yang
dipandang mampu untuk “menjembatani kesenjungan antar-madzhab”.

Sementara Bachtiar Effendy dalam buku terbarunya, Islam dun
Negara:  Transformasi Pemikiran  dun  Praktik  Politik islam di  Indonesia,™

mencoba memetakan cendekiawan Islam dalam tiga kategori aliran

“Lihat Ariel Affandi, Istam Denokrasi Atas Bawoah: Polemik Strategi Perjuangan Untat
Maodel Gus Dur dau Amien Rais, (Yogyakarta; Pusiaka Pelajar, 1990).

¥Dedi Jamaluddin Malik, Idi Subandy fbrahim, Zaman Barn fslam hidonesia:
Pemikiran win Akst Politik Aledurralunan Wakid, M. Amien Rais, Nurcholih Madjid, Jalalvdidin
Rikhipat, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 19€8).

YBachtiar Etfendy, Istam dan Negara: Transformast Penikivan dan Praktik Politik tslam di
Dadiesin, (Jakarta: Paramadina, TUOR),
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pemikiran. Pertama, aliran pembaruan teologi yang berusaha melakukan
desaklarisasi, reaktualisasi, dan pribuminisasi Iclam. Penganut aliran ini
adalah Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Munawir Sadzali,
Ahmad Wahib, dan Djohan Effendy. Kedua, aliran reformasi politik atau
birokrasi. Aliran pemikiran ini berusaha menjembatani jurang ideologis
antara Islam politik dan negara. Penganut aliran ini antara lain, Dahlan
Ranuwihardjo, Sulasiomo, Mintareja, Binloro Tjokroamonito, Mar'ie
Muhammad, dan Sya'adilah Mursyid. Ketiga, aliran transforimasi sosial.
Aliran pemikiran ini berusaha untuk memperkaya makna politik Islam.
Penganut aliran ini adalah Adi Sasono, dan M. Dawam Rahardjo.

Douglas E. Remage dalam beberapa tulisannya tentang, pemikiran
politik  Abdurrahman Wahid,” mencoba untuk menyimpulkan bahwa
pemikiran politik Abdurrahman Wahid sebenarnya lebih didasarkan pada
visi politik Indonesia yang demokratis, sekuler, dan nusionalis. Remage
bahkan menilai Abdurrahman Wahid sebagai cendekiawan Muslim yang
lebih sering menggunakan ideologi Pancasila ketimbang Islam untuk
melegitimasi  partisipasinya dalam  wacana politik dan dalam
mengekspresikan gagasan-gagasan kunci pemikiran polilikaya.

Begitu halnya Greg Barton,' memberi penilaian bahwa keberadaan
Abdurrahmai. Walid semenjak rnienjadi Ketua Umum PBNU, 1984,
retorikanya tampak semakin /liberal dan progresif. Abdur-ahman Wahid

banyak bersikap positif dan fleksibel dalam merespon modernitas. Barton

“Remage juga menjadikan liga peristiwa penting; Rapat Akhar N1J 1993, pendirian
ICMI, dan kepemimpinan Gus Dur di Forum Demokrasi sebagai alat bantu guna
menggambarkan pemikiran politik Gus Dur mengenai masyarakat yang dicila-citakan;
masyatakat yang demokratis dan sckuler secara politik. Lihat dua tulisannya, Docglas E.
Remage, “Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penvrapannya dalam
Era Paska Asas Tunggal”, dalam Ellyasa KH. Dharwis, Gus Diir, NUL dan Muasyarakat Sipil,
(Yogyakarta: LKiS, 1994}, hal. 101-124; “Demokralisasi, Toleransi Agama, dan Pancasila;
Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid”, dalam Greg Fealv, Greg Barton, Tradisionalisme
Radikal: Persinggungan Naldlatul Ulama-Negara, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hal. 194-219,
scbagai lerjemahan Aari Neluilatul Ulama, Traditional Istam, and Modern Hy i bulonesia,

"Greg Barton, "Liberalisme: Dasar-Dasar Progresifitas Pemikiran Abdurrahman
Wahid", dalam Greg Fealy, Greg Barton (Ed), Trudistonalisie Radikdd: .. O i, hell 162-
193,

TESIS NEGARA DAN ISLAM MA'MUN MUROD




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

menar ibahkan bahwa terhadap sumber-sumber pemikiran Islam yang ada,

Abdurrahman Wahid mampu menggabungkan sinlesis yang canggih dari

apa yang terbaik dalam nilai-nilai modernitas dan komitmen terhadap

rasionalilas dan keulamaan maupun kebudayaan tradisional.*

Buku Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia,” boleh dibilang

studi pertama, yang meskipun serba singkat membahas pemikiran politik

Abdurrahman Wahid. Pada bab Il secara spesifik membahas pemikiran

politik Abdurrahman Wahid, baik tentang ideologi, negara, kekuasaan dan

masyarakat serta umat Islam dan NU.

Berangkat dari paparan di atas, maka state of art dari studi ini

mengkaji secara mendalam pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan

Amien Rais dengan scgala perubahan orientasi pemikiran politiknya

dalam konteks hubungan negara dan agama. Ini mengingat beberapa hal.

Pertama, kajian tentang pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien

Rais yang ada saal ini masih bersifat universal sekali. sehingga kesannya

kurang mendea!am. Kedue, selama ini belum ada studi vang mengkaji secara

khusus lagi mendalam pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien

Rais secara bersamaan.” Dengan studi ini, setidaknya bisa menambah

perbendaharaan kajian pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amier.

Rais. Dan kefiga, kenvataan bainwa subyek dalam penelitian ini,

vaiuo

Abdurrahman Wahid menjadi Ketua Umum PBNU, dan Amicn Rais

mantan Ketua PP. Muhammadiyah, sebelum akhirnya menjadi Ketua

Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Lebih menarik lagi, keduanya

dari segi usia relatif sebaya. Ini tentu sejarah tersendiri bagi NU dan

Muhammadiyah, di mana dua orang yang usianya relatif scbaya, dan

"1”»‘1}4'.

"Liha! dalam A, Gaffar Karim, Metamorfosis NU dan Politisasi Il Indonesia,

{Yogvakarta: LKIS, 1995).

MUmarnddin Masdar Misalnya hanva mengkaji pemikiran politik Abdurrahman
Wahid dan Amien Rais dari sisi demokrasi, Lihat dalam Membaca Pikinan Gus Dur dun

Antnr Raits tentang Demokrasi, (Yogvakarw: Pustaka Pelajar, 1999),

TESIS NEGARA DAN ISLAM

...

MA'MUN MUROD




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
U

mempunyai watak pemikiran vang hampir sama, “nyleneh”, kontroversi
dan vokal, pernah secara bersamaan menjadi fop feader.

Lebih dari ity, studi ini juga diharapkan hisa bermanfaat bagi semua
pihak yang bermaksud ingin mengetahui lebih jauh pemikiran politik
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais. Sementara bagi mereka yang
mencoba melihat fokus kajian yang sama, namun dalam skala yang lebih
luas lagi mendalam, studi ini tentunya juga bisa dimanfaatkan. Selain itu,
tidak tertutup kemungkinan hasil dari studi ini nantinya juga bisa
dikembangkan lebih lanjut dalam spektrum yang lebih luas dan
mendalam.

Bagi keluarga besar juwt'iyall NU dan Muhammadiyah, studi ini
tentunya juga akan sangat bermanfaat. Letak manfaatnya tidak hanva pada
bentuk deskripsi dari studi ini. Namun hal yang lebih penting dari itu
adalah mengetahui letak persamaan dan perbedaan pemikiran politik di
antara keduanya. Ini merupakan tantangan bagi kcluarga besar jam’iyah
NU dan Muhammadiyah. Apalagi keduanya selama ini sering dipersepsi
“berbeda”.  Apakah dengan mengetahui, terlebih letak perbedaannya,
keluarga besar jam’iyah NU dan Muhammadiyah akan lebih bersikap
terbuka (inkln:if) terhadap kenvyataan perbedaan pemikiran ini, atau

scbaliknya, akan semakin bersikap e, tutup (vksklusif)?

Rumusan Magalah

Alas paparan di atas, dalam studi ini kami mencoba memaparkan
secara menyeluruh pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien
Rais dalam konteks hubungan negara dan agama. Beberapa permasalahan
yang mencoba dijawab, penulis dirumuskan sebagai berikut
1. Apa pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais dalam

konteks hubungan negara dan agama?

o

Apa persamaan daa perbedann pemikiran nolitik Abdurrahman Wahid

dan Amien Rais dalam konteks hubungan negara dan agama?
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3. Dxn bilamana terjadi perbedaan, apa yang menjadikan perbedaan
terscbut?

4. Adakah kemungkinan terjadi inkonsistensi pemikiran politik?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan  atas latarbelakang pemikiran maupun rumusan
permasalahan scbagaimana telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari
penelitian ini peneliti paparkan sebagai berikut :
1. Menggambarkan sedetail mungkin pemikiran politik Abdurrahman
Wahid dan Amien Rais dalam konteks hubungan agama dan negara.
2. Mengetahui  persamaan  dan  perbedaan  pemikiran politik
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais dalam Lonteks hubungan agama

dan negara.
5

3. Suatu pengetahuan cksplanasi tentang penyebab perbedaan pemikiran
politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais. D
5 U
Manfaat Penelitian o ';- o

Penelitian ini diharapkan bisa menambah discourse atau khasanah
keilmuan berkenaan dengan pemikiran politik tentang bubungan negara
dan agama, tentunya dalam perspektif Abdurrahman Wahid dan Amien
Rais. Diakui bahwa penelitian atau studi tentang hubungan agama dan
negara relalif cukup banyak, namun yang secara spesifik membahas
pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tampaknya belum
ada. Penelitian ini setidaknya akan menjadi perbendaharaan tersendiri
bagi penclitian yang berkenaan dengan pemikiran politik Abdurrahman
Wahid dan Amien Rais di masa mendatang,

Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak
yang bermaksud ingin mengetahui lebih  jauh  pemikiran politik
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais. Semenlara bagi peneliti lain yang

mencoba melihat fokus kajian yang sama, namun dalam skala yang lebih
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mzs lagi mendalam, penelitian ini tentunya juga bisa dimanfaatkan. Selain
ite, tidak tertutup kemungkinan hasil dari penelitian ini nantinya juga bisa
dikembangkan lebih lanjut dalam  spektrum vang lebih luas dan
mendalam.

Bagi keluarga besar NU dan Muhammadiyah, penelitian ini tentu
juga akan sangat bermanfaat. Letak manfaatnya tidak hanya pada bentuk
deskripsi dari studi ini. Namun yang lebih penting adalah mengetahui
letak persamaan dan perbedaan pemikiran politik di antara keduanya. Ini
merupakan tantangan bagi keluarga besar NU dar Muhammadiyah.
Apakah dengan mengetahui, terlebih letak perbedaannya, keluarga besar
NU dan Muhammadiyah akan lebih bersikap inklusif atau sebaliknya akan

semakin eksklusif?
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BABI
KERANGKA KONSEFTUAL

Sebagai studi yang memfokuskan pada kajian pemikiran politik
tentang hubungan negara dan agama, maka di bawah inj akan dipaparkan
kerangka konseptual dari studi ini, yang di dalamnya meliputi, pertamu,
konscp tentang agama. Kedua, konsep tentang negara. Ketiga, tipologi
hubungan negara dan agama. Dan keempuat, aspek-aspek tentang hubungan
agama dan negara.

Hanya saja perlu ditegaskan bahwa dalam studi ini penulis tidak
bermaksud untuk memberikan konsep-konsep yang bersifat spesifik.
Selain karena terlalu rumit dan luasnya konsep-konsep yang berkenaan
dengan studi pemikiran politik, pemberian konsep-konsep secara spesifik,
juga dikhawatirkan justru hanya akan menciptakan distorsion. Karenanya
konsep-konsep yang penulis dipaparkan berikut ini tidak lebih hanya

sekedar sebagai tambahan public discourse.

Kongep Tentang Agama

Sebagai dasar pijakan, bersama ini akan kami uraikan agama dalam
kerangka normatif (teoritis). Parsudi Suparlan,' memandang agamn
sebagai sistem keyakinan yaig dianut dan  tindakan-tindakan yang,
diwujudkan suatu kelompokiatau masyarakat dalam menginterpretasi dan
memberi respon {erhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu
yang ghaih dan suci. Sementara menurut Emile Durkheim,? agama pada
umumnya memiliki satu ciri yang sama, yaitu berupa penggolongan
mengenai segala sesuatu yang baik, nvata, dan ideal mengenai apa yang,

"Lehih jauh Jihat daiam  Parsudi Suparlan, “Kala Pengantar”, dalam Roland
Roherston, (Ed), Agama; dalam Analisa dan Interpretuss Sesiologi, (Jakarta: Rajawali Pers,
19883, hal, -1,

“Pand ingan keagamaan Durkheim, Jikat “Dasar-dasar Sosial Agama”, dalam 1hid,,
hetl. 55-01. Baca juga dalam Anthony Giddens, Kapitaltisane dan Teorr Sosial Modern; Swatu
Aunalisis Kyt Tulis Marxy, Durkheim, dan Max Webier, (Jakarla: Universitas Indonesia Press,
1980), nal. 81-146.
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dipikirkan manusia ke dalam dua golongan yang saling berlentangan yang
ditandai oich dua istilah vang berbeda yang olch Duwkheim disebui
dengan, perfaing, sebagal sacred, yang di dalamnya berisikan unsur
distinctive pemikiran agama, seperti dogma, tentang hal yang suci,
kepercayaan, termasuk di dalamnya mitos-mitos. Dan kedua, sebagai
profane yang di dalamnya berisikan sesuatu yang lebih bersifat duniawi.
Mircea Elliade’ mendefinisikan agama sebagai seperangkat nilai,
ide, atau pengalaman yang berkembang dalam acuan kultural. Sementara
Jalam Islam, agama disebuinya dengar. ud-Din (the religion).! Ad-Din hanya
dimiliki oleh agama lIslam, sedangkai agama lainnya disebutnya dengan
ad-Dyan (religions) atau din (a religion).” Agama Islam, sebagaimana agama
samawi lainnya adalah wahyu Allah, bukan buah dari pemikiran manusia,
bukan pula hasil pemikiran Nabi Muhammad. Agama Islam adalah
Wadl'un [lahiyyun, karenanya berbeda dengan ideologi sebagai hasil
ciptaan manusia. Dan Islam sendiri bila ditinjau secara efimoligis (lughat),
berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata kerja (verba) salima atau kata kerja
keempat, aslamua. Dari kata kerja aslama ini kemudian diturunkan kata
Islam, yang berarti tunduk atau damai. Dua kata ini merupakan kunci dalam
pengertian Islam secara efimologis di «tas. 1Jan pengertian semacam ini
banyak dijumpai pad: literatur studi-stud: Islam, baik di kalangan
orientalis maupun kalangan Muslim sendiri. Marcei Boisard dalam
Humunisme del Islam  misalnya, mengartikan Islam  sebagai tunduk,
menycrah dengan percaya, aklif, dengan kemerdekaan. Selain itu islam

juga berarti damai lahir batin.”

Mircea Elliade, The Encyclopedin of Religron, X, (London: Collier MacMillan, 1987),
hai. 284,

‘Lihal dalam Q8. 3; 19 dan 3; 3.

"Muhanumad Tahir, Azhary, Negare Hukn: Suatie Stds tenharg Prinsip-privsipnya
Dulihat dari Segi Hukum Ishum, Implementasi pada Periode Madinadt dan Masa Kii, (Jakarta:
Bitlan Bintang, 1992), hai 27-28.

"Abu Nahid, (Ed), Pemikinm .. Op. Ci, hal. 107,

“Lihat dalam Abdul Axziz Thahe, !sfanr duan Negara dalanr Politik Orde Baru, (Jakarta:

CGoma Insaai Press, 1496), hal, &9
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Max Weber lewat bukunya yang berjudul, “The Profestant Ethic and
the spirtt of Capitalism”" menyebut adanya keterkaitan antara ajaran
Protestan Calvinisme dengan kapitalisme. Dalam pandangan Caivinisme,
terlebih sekte puritanisme, kerja dilihatnya sebagai beruf atau panggilan,
yaitu sebuah konsep agama tentang tugas yang diberikan Tuhan. Kerja
bukan sekedar pemenuhan kebutuhan, tapi suatu tugas suci.

Sementara Karl Marx secara ekstrim memandang agama sebagai
“candu” atau “racun” bagi masyarakat. Dalam pandangan, Marx kekayaan
material, status duniawi, dan kekuasaan, dilihatnya sebagai sebuah
kesadaran agama yang ilusi, fana, dan sangat berbahaya urniuk
kescjahteraan rohani individu serta pahalanya bagi kehidupan kelak, maka
kemiskinan kemudian diubahnya menjadi kebajikan, sebaliknya kekayaan
diubah menjadi kemiskinan rohani. Dari pandangan inilah kemudian Marx
menyindir agama sebagai “candu” bagi masyarakat.”

Frederick Nietzshe juga memandang agama secara “ekstrim”,
dengan menyebut sebagai “pengajaran budak-budak”, Tuhan dianggapnya
telah mati, karenanya dia merasa tidak perlu untuk taat pada Tuhan dan
hukum-hukum-Nya." Dalam pandangan Sigmund Freud, agama dianggap
mempunyai pengaruh yang represif dan mengecewakar kebudayaan."

L.B. Tylor dalam bukunya, Primitioe Culture,"” mengemukaan apa
yang  disebut dcngan" “definisiminimym”  tentang  agama. Dia
mendefinisikan agama sebagai “kepercayaan terhadap adanya wujud-

wujud spiritual”. Definisi yang ditawarkan Tylor ini banyak mendapat

*Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Terj. Talvott Parson,
(London-Sydney: Unwin Paperbacks, 1985).

"Pardangan Marx ini lihat di antaranya dalam Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologs
Klasik danr Modern, (Jakarta: Gramedia, 19943, hal. 135136,

“Brian Morris, Authropological Shudies of Religion; un Indroductory Texs, (New York:
Cambridge University Press, 1987), hal. 161.

"Lihat Syamsuddin Abdullah, Agarma dan Masyarakat: Pendekaian Sosiofogi Agama,
Vakarta: Logos Wacana Hmu, 1997;, hal. 19.

“Pandangan E.B. Tvlor dalam Primitive Culture ini sebagaimana dikulip dalam Beity
R. Schart, Kajian Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1995), khususnya
hal. 30.
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kritik, karena tampaknya definisi ini lebih berimplikasi bahwa sasaran
sikap keagamaan selalu berupa wujud personal, padahal bukti antropoligis
yang semakin benyak jumlahnya menunjukan bahwa wujud spritual »un
sering dipahami sebagai wujud impersonal.

Sementara menurut pandangan A. Radcliffe-Brown, dalam Refigion
and Society,"” agama di mana pun merupakan ekspresi dari suatu bentuk
ketergantungan pada kekuatan diluar kita sendiri, yaitu kekuatan yang
dapat dikatakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral.
Menurutnya, ekspresi penting dari rasa ketergantungan ini adalah
pertbadatan. Menarik dari pandangan ini, Radcliffe-Brown menekankan
kepastian tentang beberapa peribadatan, dan mengenai kewajiban sosial
untuk  melaksanakannya, sebagai lawan dari ketidakpastian  dan
kemungkinan berubahnya kepercayaan-kepercayaan terhadap beberapa
sasaran ibadah. "

Selain definisi di alas, dalam realitas empirik, kita juga mengenal
ishlah seperti teologi pembebasan (theology liberation) yang timbul di
kalangan umat Katholik Amerika I.atin."* Sesuai dengan namanya, teologi
pembebasan  berusaha  membebaskan  masyarakat  dari segala
keterbelakangan dan kemiskinan, baik secara ekonomi, sosial, dan politik,
melalui cara-vara damai, dan bila perlu Jewat cara-cara kekerasan dengan
merujuk pada tafsir Kitab Suci (Injil) sebagai panggilan keterlibatan gereja

dalam menegakkan keadilan sosial bagi masyarakat yang tertindas.™ |lal

"Pandangan A. Radclitfe-Brown,sebagaimana dikutip dalam thid., hal. 30.

“Pandangan  Radcliffe-Brown  ini hampir  mendekati - pandangan-pandangan
keagamaan vang, ditawarkan Durkheim, vang lebih menckank.an peda aari kolektit atan
sosial dalom mendelinisikan agama,

YLihal Ji anlaranya dalam Daniel FL Levine, “Asses<ing ihe Impoct of Liberafion
Theology in Latin America”, dalam Review Polities, Valiime 30, Namor 2, 1088, hal. 241-
263

"Roy B Zawk selagaizmana dikutip dalam William Chang, “Kekerasan di Peru, Buah
Teolegs Pemyebasan?”, dalam Konpnes, 11 ol 1ue7,
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yng sama terjadi juga dalam masyarakat jepang yang oleh Robert N.
Bellah discbut dengan Religi Toktigawa.”

sementara  Notlingham mencoba memilah agama dalam dua
bentuk, yaitu “agama ghaib” (supernaturalisme) dan “agama sekuler” (non-
supernaturalisie).'” Nottingham menyebut Yahudi, Kristen, Islam, Hindu,
Budha, sebagai “agama ghuib”, di mana kesemuanya lebih menekankan
pada hal-hal yang bersifat sakral. Selain itu, Notiingham juga melihat
adanya pergerakan-pergerakan yang kuai di dunia modern vang tidak
menekankan aspek supernaturalisme, tetapi memiliki sebagian besar ciri-ciri
agama. Pergerakan ini mempunyai kepercayaan dan upacara-upacara
keagamaan, simbolisme dan kelompok-kelompok pemeluk yang taat dan
ditkat oleh nilai-nilai moral bersama. Pergerakan-pergerakan ini
disebutnya sebagai “againu sekuler”. Faham-faham seperti nasionalisme,
sosialisme, fasisme, komunisme oleh Nottingham dikategorikan sebagai

“agama sekulder”"

Kongep Tentang Negara

Apabila ditelusuri secara mendalam kedudukan negara dalam
sejarah pemikiran politik, maka secara teoritis, konsep negara seberarnya
sudah diperbincangan semenjak zaman Yunani Kuio. Hal ini setidaknya
tercermin dari pemikiran politik Plato dan Aristoteles tentang negara.
Kedua ilmuwan Yunani Kuno ini memandang tentang perlunya negara
mempunyai kekuasaan yang dominan. Dominasi kekuasaan negara ini
lidak lain dimaksudkan untuk mencegah setiap kepentingan individu
yang akan bertindak liar® Plato tidak menafikan (entang perlunya

kesclurasan antara kepentingan individu dengan kepentingan negara atau
b4 S g b

"Lihat datam Robert NL Bellah, Religi Tokugarn; Akar-akar Brdaya Jepane, (Jakarta:
Gramoedia, 1992),

*Flizaberth K. Nottineham, Aguma dun Musyarakat: Saatn Pengantar Sosiologi Aganta,
(Jakarla: Rajawali Pers, 19673, hal, 26,
™ihid,, hal. 26-27.
"Doliar Noer, Pemikivan Politik di Negeri Barat, ‘Bandupg: Mizan, 1997}, hal. 8-9.
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masyarakat. Akan tetapi keselarasan ini bukan berarti harus menyamakan
kepentingan negara atau masyarakat dengan kepentingan  individu.
Melainkan kepentingan individu horus menyesuaikan  diri dengan
kepentingan negara atau masyarakat.

Begitu halnya dengan ilmuwan seperti Karl Marx, Max Weber, dan
Thomas Hobbes, juga sepakat bahwa negara harus mempunya: kekuasaan
vang besar atas rakyatnya. Karl Marx misalnya menganggap tentang
perlunya negara memiliki kekuasaan yang lebiih besar ketimbang
rakyatnya untuk merealisasikan sebuah “masyarakut sosialis”, sebagaimana
menjadi cita-citanya.” Begitu juga dengan Max Weber,? yang mengartikan
negara sebagai suatu masyarakal yang mempunyal monopoli dalam
penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sementara
Thomas Hobbes berpandangan bahwa kekuasaan harus ada pada negara,
kalau tidak, masyarakat akan saling berkelahi dalam memperjuangkan
kepentingun-kepentingannya. Hobes juga berpandangan tentang perlunya
diangkat seorang raja yang mempunyai keknasaan mutlak.2*

Di lingkungan Islam sendiri, tentang siapa yang harus mempunya,
kekuasaan yang lebih besar, apakah negara atau rakyat, masih menjadi
perdebatan. Dalam paradigma Syi'ah yan- memandang adanya kesatuan
agama dan negara dan sebagai konsekwensinya negara bersifat teokratis,
hal tersebut tidak membawa masalah. Sebaliknya bagi kalangan Sunni,
yang berpegang pada hubungan simbiolik (timbal balik yang seling
memerlukan) antara agama dan negara, karenanya negara bersifat
demokratis, hal ini tentu mengandung masalah.

Permasalahan inilah yang telah menimbulkan polemik di antara
teoritikus politik Swmni, yang kemudian melahirkan dua kutub. Kutub

pertama, yang diwakili al-Bagillani (wafat 1013 M), memandang bahwa

TLikat Aricf Budimar, Teori Negarr: Negara Kokwasoan, van tdealogi,  (Jakarta:
Gramodia, 1949), hal. 7.

“lind., hal. 2-3

T, hal 13
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kadaulatan berada di tangan rakya'. Para pernguasa adalah abdi rakyat
yang dapat diganti atas kchendak rakyat. Menurut al-Baqillani, rakyat
memiliki legilimasi untuk menurunkan penguasa dari kekuasaanny:.,
karena beberapa alasan, antara lain berpaling dari keimanan, Zalim, dan
korupsi, terlibat tindak pidana dan gila.

Kulub kedua, yang diwakili Ibnu al-Rabi’, memandang bahwa
kedaulatan berada di tangan penguasa (negara). Segenap rakyat
mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada penguasa
(negara).” llmuwan yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Plato ini
memandang negara dengan ilustrasi bahwa Allah menciplakan manusia
sebagat makhluk dengan watak yang cenderung untuk hidup
bermasyarakat. Sebagai jaminan kerukunan masyarakat, Allah meletakkan
segala peraturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing
anggota masyarakat sebagai rujukan yang harus dipatuhi. Allah pun
mengangkat penguasa untuk melaksanaka.. peraturan tersebut guna
menjaga ketertiban dalam masyarakat, karenanya rakyat pun wajib untuk
tunduk dan patuh kepada penguasa.

Pertanvaannya, apakah negara mampu menjamin bahwa dirinya
baik, mampn bers%ikap adil, dan sekaligus bijaksana terhadap
masyarakainya? i’lato menawarkan pemikirannya tentang perlunya negara
dikuasai oleh para ahli pikir (filsif;.*" Hal senada juga diutarakan oleh Ibnu
Abi Rabi’ yang memandang perlunya figur seorang pemimpin berasal dari

seorang yang termulia (fflosof) di megaranva. Namun dalam hal bentuk

*'Lihat dalam Dien Syamsuddin, “IHak-hak Rakyat Warga Negara dalam Perspoektif
Scjarah Kekuasaan Negara Agama (Kasus Istam Masa Pra Modern)”, Makalah, rada
Hilgaht (Sarasehan) 1lak-hak Rakyat Dalam Perspektif Ajaran Agama, olch PAM dan
Rabithale Ma'ahid Ishvniyalt (RMD, 6 Mei 1993, di Takarta. Makalah-makalah dari [Halquh ini
telah dibukitkan dengan Masdar Farid Mas'udi schagai Editor. Adapun judul bukunya,
Agimna din Hak Rakyat.

“Lihat Tbnu al-Rabi’, Suluk al-Malik i Tadbir al-Mamalik, schagaimana dikutip dalam
id., 1ol 26,

“Lihal Munawir Sjedzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pensikivan,
{Jakarta: Universitas Indonesia Pos, 1993), hal. 44-45.
“Deliar Noer, Penrikiran Politih . O Cit, hal. 11413,
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pemerintahan, Tbnu al-Rabi’ tampaknya lebih tertarik pada monarchi
sebagai benluk yang terbaik. [a menolak bentuk-bentuk pemerintahan
seperti aristokrasi, oligarki, demagogi, termasuk demokrasi. Alasan utama Ibnu
Abi Rabi’ adalah kenyakinannya bahwa dengan banyak “kepalu”, negara
jusiru akan mengalami kekacauan (chaos) terus-menerus dan sukar untuk
membina persatuan.

Sementara Hobbes dalam  karyanya, Leviathan® memandang
tentang perlunya memberikan semua kekuasaan dalam masyarakat
kepada satu orang atau pun pada sebuah dewan yang terdiri dari sejumlah
orang yang dipandangnya representatif bagi semua kehendak atau aspirasi
dalam masyarakat, dengan kemajemukan suara menjadi hanya satu
kehendak saja.

Sebagai seorang pemikir yang sering dipandang sebagai “urakan”
dan mempunyai kecenderungan mengabaikan nilai-nilai moral, Niccolo
Machiavelli,” juga menawarkan tentang perlunya pemerintahan yang
didasarkan atas rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Bagi Machiavelii,
suara rakyat konon merupakan suara Tuhan. Karenanya, pendapat ua.um
lebih berharga daripada pendapat seseorang, sehirgga langkah yang akan
diamb.l lebih baik bergantung pada kehendak umuvm. Begitu halnya dalam
pengangkatan  penguasa  {emir), Machiavelli berpandangan tentang
perlunya pengangkatan terscbut  diserahkan pada pilihan rakyat.
Menurutnya, pemerintahan rakyat lebih baik daripada bentuk monarchi
atau pemerintahan satu orang,. ™

Montesquieu lebih menyoroli negara dari sisi pemiisahan (bukan

pembagian!) kekuasaan. Untuk menjaga terjadinya kesewenang-wenangan

"Sebagaimana dikutip dalam A, Rahman Zainuddin, Kekwasaan dan Negara . Op.
i+, hal. 148-149,

“Machiavelli misalnya mersajarkan bahwa kekerasan dan kekejoman merupakan
cara yang bisa saje diprkai oleh penguasa. Selain ita penakinkan terhadan musuh-musuh
dinilainva sebagai kehajikan. Musuh hagi Machiavelli tidak perlin diberi kesemypatan
untuk hangkit, hahkan kalau perlu jangan dipertakukan sebagai manusia. Machiavelli
juga mengajarkan tentang perhinya penguasa bersikap seperli binatang hi.as.

MLihat “The Prives”, dalam Detiar Noer, Pesaikivan Politik .. (Y ek, hal, 87-91,
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vang dilakukan oleh penguasa, menurut Monterquieu diperlukan adanya
perimbangan kekuasaan dalam negara 1Jalam karyanya, “The Spirit of the
laws”,  Montesquicu menulis  bahwa untuk  dapat menghalan-si
penyalahgnnaan kekuasaan, satu hal yang harus dilakukan adalah
“kekuasaan harus dibatasi kekuasaan”. Tawaran Montesquieu ini kemudian
terkenal dengan sebutan Trias Politica, yaitu pemisahan kekuasaan yang
terdiri atas tiga macam, yaitu cksekutif, legislaiif, dan yudikatif.' Lewat
pemisahan kekuasaan ini, maka akar terjamin proses pembuatan tata
perundang-undangan oleh legislatif, begitu juga pelaksanaan undang-
undang oleh yudikatif, dan pelaksanaan pekerjaan negara yang bersifat
rulinitas oleh eksekutif.

Sementara Al-Farabi dalam perbincangannya seputar negara, mula-
mula  membagi “masyarakat sempurny”  dalam tiga tipologi, yaitu
“masyarakat sempurna besar”, “sempurna sedang”, dan “sempurna kecil”,
Bentuk masyarakat ketiga, “sempurna kecil” ‘ni, kemudian disebut dengan
“negura”. Al-Farabi kemudian membagi negara dalam lima bentuk, yaitu
“negara wtama”, “neguara rusak”, “negura sesat”, “negara merosot”, dan
“rumput-rumput jaliat "% Al-Farabi juga membagi masyarakat berdasarkan
kelas. Ini tentu kontras sekali dengar. konsep dasar Islam vang tidak
membag! manusia berdasarkan kelas apa pur, melainkan aas dasar iman

atau ketagwaannya kepada Allah. Dalam pandangan Al-Farabi, tidak

"Lihat Monteseuict dalam #hid., hal, 135-147.

““Negara wtama” dipandang seba_ai negara ideal di mana semua masvarakatnva
fungsional. "Negara bodol ™, yaitu negara vang rakyatnya tidak tahir akan kebahagioan dan
tidak terhayang akan kebahagisan. Bila dituniun idak man mengikiati, dan kalan
diberitahu tidek mau mempercayainva. “Negara rusuk”, vailu negara vang rakvainva tahu
akan kebahagiaan, ietapi mereka hidup dan berperilaku seperti haliva jada masyarakat
negara bodoh. Mercka tahu akan hal vang baik, tetapi mercka melakukan hal vang hina.
“Negara merosot”, vaitu negara vang rakvainya mempunvai pondangan hidup  dan
perilaki yang sama dengan masyarakat negara utama, tapi kemudian tererumus ke
perbuatan keji. “Negant sesat”, vaitu negara yang diliputi oleh kesesatan, perupuan, dan
kesowbongan. Rakvat tidak lagi percava pada Tuhan dan pemenintahonnva  juga
melakukan menipuan terhadap rakvatnva, Dan te1akhir “runput-riemput gahat”, vaitu
orang-orang atau unsur-unsur yang rendah budi pekertinya, manusianya berwatax liar
dan tanpa budava, vang dapat mengganggu keserasian pada masvarakat negara utama,
Lihat dalam Munawir Sjadzali, Istam dan Tata Megura .. Op. Cit, hal, 82-53, 57-58,
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Semua warga negara mampu memimpin negara. Yang dapat dan boleh
menjadi pemimpin hanya anggota masyarakal atan manusia yang paling
sempurna (kelas tertinggi) dengan d*bantu orang-orang pilihan dari kelas
yang sama.

Sementara Abu Hasan al-Mawardi dalam bukunya yang terkenal di
kalangan Muslim Sunni, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah,"
memandang negara sebagai lembaga politik dengan sanksi-sanksi
keagamaan yang menekankan syari‘ah. [Dalam konsep al-Mawardi, syari’ah
menempati posisi sangat sentral. Untuk menertukan bentuk negara, al-
Mawardi tampak begitu hati-hati, dia tidak mau terjebak pada bentuk
monurchi, demokrasi, atau lainnya. Sikap ini dapat diartikan, baik dari
sumber awal praktek politik Islam maupun fakta sejarah, dia memang,
tidak menemukan bentuk pemerintahan yang baku yang dapat dikatakan
sebagai bentuk pemerintahan yang Islami.

D:zlam pandangan al-Mawardi, peiaerintahan (khilafah ataw imamah)
sebagaimana  yang  ditawarkannya, hendaknya  berdiri dengan
berlandasankan atas perjanjian kontrak (‘ahd) antara pemimpin regara
(imam, khalifah) dengan rakyatnya (jama ‘ah) yang Jdipimpinnya.* Sementara
dalamn prosesi pemilihan pemimopin negara (imam, khalifah), ilmuwan Sunn
terkemuka ini mengusuikan untuk dilakukan oleh beberapa orang atau
katakanlah seperti “dewan rakyat” sebagaimana ‘erjadi pada pemilihan-
pemilihan “khalifal empat” (khidafa-u al-rasyiddin) sepeninggal Rasulul'ah
Muhammad. Hal lainnya yang disyaratkan al-Mawardi, dalam pemilihan
tersebut  diperlukan adanya perjanjian untuk bersikap setia  (buai’ah).

Pemilihan oleh beberapa orang ini dalam teori politik Islam sering, disebut

YAha Hasan Al-Mawardi, Al Ak Al-Sadthamiviedy wn al-Wilayat - ab-Dnziyals,
(Baitur; Dar ol-Kaisth al-ltmivyah, 1978), has. 5
“Mohd Kamal Hasan, “Pemikiran Politik Islom”, dolam Y. Motiscor Marican, (Ed.,
Dasczr th Politik, (Kuala T ompur: DBP Fementerion Pelajar Malivsie, 19823, hal. 115117
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dengan ahl al-hall wa al-agd (mereka yang mempunyai kuasa untuk
mengingal atau merombak). ™

Dalam konteks yang sama, Ibnu Khaldun, sebagaimana disebut
dalam Mugaddimalr,* menawarkan satu tawaran menarik, yailu berupa
“teori siklus” lentang negara atau teori jatuhnya negara. Dikatakan bahwa
perkembangan sebuah negara setidak-tidaknya akan selalu mengalami
lima fase. Pertama, fase saat mengalahkan musul atau lawannya. Pada fase
ini penguasa menjadi model pengikutnya, dan penguasa juga tidak
menjauh dari pengikutnya. Kedua, fase di mana pemerintah memerintah
dengan cara otokratik dan mulai menjauhkan diri dari pengikutnya. Pada
fase ini mulai diciplakan pengikul baru untuk melemahkan posisi para
ashabiyah (perasaan satu kelompok atau lebih bersifat kesukuan) dan
keluarga dekat yang mengklaim sebagai sejajar dengannya dalam
memerintah negara.

Ketiga, fase bersenang-senang yang ditandai oleh kecenderungan
hidup mewah dan gemar membuat monumen-monumen. Penguasa
bersikap dermawan terhadap pengikutnya sesuai dengan posisisnya
masing-masing. Juga menginspeksi terhadap pasukan-pasukannya dan
memberikan limpahan materi kepadanya. Ini merupakan fase ierakhir di
mana menguasa memerintak  dengan  cara  otokratik da:n membuat
keputusan secara sendiri. Keempat, fase bahagia (damai), bahkan dengan
pihak musuh sekalipun. Ini merupakan klimaks dari sebuah perjalanan
kekuasaan. Dan kelima, fase pemborosan dan kemewahan, di mana
penguasa menghancurkan apa yang telah dibangun para pendahulunya

demi mengikuli nafsu dan kesenangan. Fase ini dikelilingi teman-teman

FANRL al-hall wa al-agd merupakan saloh bentuk sistom pemilihan vang pernah
berlaku dalam sejarah kepolitikan Jslam. Kajian lebih lanjut tenlang hal ini lihat i
antarenya dalam Mumiaz Ahmad, (54, Masalal-ntasalalr Teors Potitik Il (Bandung:
Mizan, 1903), khususnva tilisan Hakim Javid Igbal ”I(nn«up Nogara dalam Ilam”, Faths
Osman, “Bay'ah al-Imam: Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara islam”.

“Lihal dalam M. Svali'i Ma'arit, v Khatdun dadam Pamdavgun Penulis: Burat dun

Ty, (Jakarta: Gema Insani Press, 19490), bal, 34-35.
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palsu dan orang-orang jahat vang dipercayai untuk menangani tugas-tugas
negara. sedangkan mercka tidak becus untuk melaksanakannya. Orang-
orang jujur dan ternama Lelah menjauh dari lingkar kekuasaan. Keseliaan
lentara semakin merosol. Akibatnya negara menjadi hancur yang hampir-
hampir tidak ada obatnya.

Sementara bila ditilik dari perkembangan dan akar ideologi yang
melingkupinya, negara setidaknya dibagi dalam enam lipologi, vaitu
pertama, tipe negara forinal, di mana negara diposisikan sebagai lembaga
formal dengan sudut pandang yarg normatif dan yuridis.” Negara dikaii
dari sudut dus sollen atau apa yang scharusnya dilakukan negara, dan
bukan dari sudut pandang das sein atau apa vang senyalanya dilakukan
oleh negara. Negara model ini menurut pandangan Miriam Budiardjo
merupakan bagian dari pendekatan tradisional ™  atau pendekatan
institusional, menurut pandangan David Apter.™

Kedua, tipe negaru kapitalis klasik. Merupakan pertemuan antara dua
pandangan, yaitu kapitalisme kiasik milik Adam Smith dengan inuvisible
hand-nya,” dengan demokrasi konstitusional tentang negara <ebagai
“penjaga malam """ Di sini negara dipandang sebagai organ kemasvarakatan
dengan peran vang kecil. Fungsi negara juga didefinisikan secara umum,
vaitu  hanya schagai agen pelavanan masyarakat. Ketiga, tipe neqara

korporatis,* di mana negara memiliki kemandirian cukup besar, tapi negara

“Likat dalam R. Eep Saitullah Fatah, “Teor Negaa dan Negara Orde Barn’, dalam
Prispni, Nomor 12, Desember 1994, o, R7.

"NMariam Budiardjo, “Pendekatan-lendekatan dalam Hang Polink”, calam Jurnal
o Politik, Volume 1, 1986,

"David E. Apler, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 133-205,

"Lihat Ariel Budiman, “Sislem Perckonontian  Pancasila, Kapitalisme,  dan
Sostalisme”, dalam Prisse, Nomaor 1, Jaraari 1982, hal. 14-25,

"Sehagai lavaknya “penjuga malam”, negara mempunyai ruang gerak vang sangat
sempit, tidak saja dalam bidang politik, lapi terudama dalam bidang ckonomi. Negara
model ini sering discbut juga dengan istilah Hegurd ko MMasik.

“Dapat disebut juga sebagai megara otoriter. Dalam negara oforiter jaringan-jaringan
korporalis juge menjadi sangat sentral, trutame: dalam upava mengonsolidasikon
kebuatan vang mampu penyingkirkan massa. Negarnr horporatis dapat juga diartikan
sebagai  suatu sislem penvingkiran  scktor  massa lewat PUNgawasan-pengawasan,
depalitisasi, serta tokanan-lehanan vang memungkinkan terciptanva stabilitas Jangka
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mengikutkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, melalui
wakil-wakilnya di lembaga pemerintahan atau lembaga legislatif. Di sini
perwakilan masyarakat bisa berperan sebagai pihak tempal negara untuk
berkonsultasi. Sangat disayangnya mercka terkadang begitu elilis dan
lebih selia pada negara ketimbang rakyat yang diwakilinya.

Keempat, tipe negura organis,” di mana negara mempunyai
kemandirian yang cukup besar dan bukan merupakan cerminan dari
tuntutan dan kepentingan dalam masvarakat. Negara berperan aktit dan
mengambil keputusan dengan sangat tidak dJdemokratis. Dalam negara
model ini, konsep “dari, oleh, dan wuntuk rakyat” tidak berlaku. Negara model
ini dalam perkembangannya akan berubah menjadi sebuah negara
totaliterisme. Kelimu, tipe negara marxis Flasik Dalam negara model ini,
keberadaan negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri
(dependent} dan juga tidak memiliki kepentingannya sendiri. Negara hanya
berfungsi sebagai manajer pengelola kepentingan dari kelas borjuis.
Negara lebih banyak memainkan peranan “tidak pe:ting” dan sek:ligus
menjadi alat bagi kelas vang berkuasa. Lewal posisinya ini, fungsi negara
berubah menjadi alat pemaksa sekaligus penindas kelas dominan terhadap
kelas proletar.

Keeram, tipe negara pluralis,” di mana negara berfungsi sebagni
institusi atau alat, yang netral dari aktor-akior sosial-politik  yang

menguasai atau mempengaruhi  negara. Keberadaan negara juga

pendek dan memungkinkan stabilitas jangka panjang vang bisa diperkirakan dalam
hubungan-hubiingan sosial vang diperlukan oleh pola-pola baru nntuk mentnjang
periumbuhan ekonemi. Lihal Muhommad AS. Hikam, Demokemd dan Ciril Socirty,
{Jakarta: LT3ES, 1990), hal 1147, Juga Arief Budiman, Negara dan Pembangnmn: Shids
tentang Indonesia dan Korea Selatin, (Jakarta: Padi dan Kapas, 1991), hal. 1-1/.

YKonsep negura orgs muncul dari hasil pemikiran George W.F. Hepel yang
mendukung dilegakkennva negara vang kuat. Pemikiran Hegel ini tidak lepas dari
pengaruh dua filosof Yunani, Plato dan Aristoteles lentang pentingnya negara untuk
menumbuhkan moralitas baru dalam suatu masvarakal.

"Bagi kaum Marxis persoalan utama sebenarnva bukan lagi menyangkuot masalah
pembatasan kekuasdan negara, tapi lebih dari i, yaiu penghagusan negara untuk
mencapai kedanlatan ralivat sejati. Lihat Arief Budiman, “Sistenr.. Op. Ci.°, hal. 31233

“Libat Arief Budiman, “.Negara dan Pembangiemar .. Op. Cit.”, hal. 7.
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merupakan pencerminkan  pluralitas  masyarakat  dan  melaksanakan
kebijakan juga scjalan dengan keragaman kepentingan masyarakat. Dan
yang lebih penting lagi, dalam negara model ini, semua komponen
masyarakat secara bersama-sama mempengaruhi dan mengendalikan

negara sebagai alat yang netral.

Tipologi Hubungan Agama Dan Negara

Sepanjang sejarah  peradaban manusia, agama dan negara
merupakar dua institusi yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi
manusia. Hanya untuk kedua institusi ini, terkadang manusia rela untuk
mengorbankan dirinya, apakah itu untuk memperoleh gelar sahid atau
syubada dalam pandangan agama, atau untuk memperoleh gelar sebagai
pahlawan atau patriot, dalam pandangan negara.

Dengan kckuatan dan pengaruh sama kuat ini, tidak jarang di
anlara keduanya terjadi, pertama, rivalitas di antara keduanya dalam kurun
waktu tertentu, di mana masing-masing berusaha untuk saling
meniadakan. Hubungan yang terjadi bersifat begitu antagonistik. Turki
pasca tumbangnya Khilufah Utsimaniyah, 1924, dalam banyak hal lebih
mencerminkan  model yang pertama  ini. Kedwa, scbaliknya  terjadi
“perkoncoan” atau “kolusi™ atau “lndhungan simpiotik” antara azama dan
negara, di mana antara agama dan negara biasanya ingin zaling
memanfaatkan dan pada saat tertentu ingin memperalat. Model kedua

terjadi pada masa Kerajaan Majapahit, di mana secara bergantian terjadi

“Istilah “kolusi” ditawarkan Eka Dharmaputer -, dalam “Agama dan Negara: Aspok
Spritual, Moral, dan Etik dolam GBEN 1993, Suatu Telaah Kritis Hubungan Agama-
Negara dalam Perspekiif Negara Pancasila,” Pentonhin, Vol. 3, No. 11, Apri] 1047,

Flatilah “hnbrorgnn simdviotik” ditawarkan  Abdurreahman Wahid, dalam “Relasi
Knasa Agama-Nugara: Perspokiit Historis  don Sosiologis”, Santrr, Nomor 04/11/
Seplember 1990, Tulisan ini awalnva merupakan prasaran vang disampaikan pada {2iskis
Panel,  “Elsistensi Agama  dan Aliran Kepervayaan  dalam Kuoasa Negara dan
Pumbangunan”, 12 Agustus 1949, Jdi Hotol Sehid Surabava, Universilas Surabava dengan
eLSAD Surabaya. Tulisan vang sama dimuat dalam Komaruddin Hidaval, Ahmad Gans
AF.(Ed), Passing Goer: Meltasi Batas Agama, Uakarta: Paramadina-Cramedia, 19498),
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pemberian legitimasi antara agama dan negara.* Silih berganti pemberian
legitimasi juga terjadi pada masa Kerajacn Mataram, tepatnya ketika
Walisanga memegang peran dominan di kerajaan. ™

Namun selepas berakhirnya “kekuasaan” Walisanga, peran Islam
sebagai agama negara mulai berkurang. Islam bahkan hanya menjadi
semacam agama “pinggiran”. Islam menjadi tidak pernah lagi diterima
secara tolal oleh pusat kekuasaan kerajaan Mataram. Islam hanya diambil

sisi seremonialnya saja ditambah beberapa bagian dari ajaran Islam.™

“Kerajaan Majapahijt Jahir lantaran agama memberikan legitimasi  kepadanya,
schaliknya agama juga dilindungi negara. Di kemudian hari titik legitimast sering kali
terjadi perpindahan: adakalanva datang dari negara dan adakalanya dari agama. Kerajaan
Majapahit pertama berasal dari Hindu, pamun dalam perkembangannya, dominasi
kerajaan berpindah ke Wangsa Svailendra (Budha). Pada saat inj terjadi perpindahan
legitimasi dari Hindu ke Budha. Perpindahan legitimasi lenjadi lagi ketika lerjadi titik
lemu (penggabungan) nilai-nilai ajaran Hindu dan budha, di mana Budha menerima
Ketuharan Syiwa (Hindw). Ini terjadi pada masa Dharmawangsa berkuasa. Di siny ada
perkembangan menarik, di mana agama mepberikan legitimasi pada negara, dan negara
juga melindungi agama. Lihat dalam Ihid.

"Awal berdirinva kerajaan Mat.zam digambarkan, dominasi peran Walisanga vang
begitu berpengaruh. Dan’pengaruh ini bukan sebatas pada kerajaan Mataram, tapi sampai
di Juar Jawa, vaitu Makasar dan Ternate. Bahkan kerap kali seorang raja seakan-akan bary
merasa sah atas kerajaannva, setelah raja bersangkutan mendapat pengakuan dan
dibeckahi Walisanga (Sunan Giri). Dari sini torjadi legitimesi agama atas negara. Peran
Jominan ini pernah menganiarkan Sunan Giri sebagai raja “peralian” Mataram selama 40
hari, yaitu sclepas Majapahit runtuh 1478 M. Datam keadaan vakum dan darurat yang
sangat memerlukan pemimpin pengisi kekosongan kedaulatan itu, Sunan Giri tampil
sebagai raja. Selepas itu Sunan Giri menverahkan kedaulatan pada raja lslam permanen,
Raden Fatah. Pilihan ini dilandasi alasan bahwa dalam diri Raden Fatah mengalir darah
raja Brawijava Kertabhumi. Lihat R. Sockmono, Pengantar Sefarah Kewdayaan Indonesia,
Jiliad 111, hal. 49, (tanpa penerbit dan tahun), dan Widji Saksono, Mengrsinmbkan Tanah Jaroa:
Telaah atas Metode Dakwonl Walisongo, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 115-1533,

“Posisi Jslam misalnya digambarkan olch tradisi perkawinan dilingkungan Kraton
yang masih menggunakan cara Islam, mati diupacarakan secara lslam, don kalan lahir
diatur secara Islam. Begitu halnya tanggal satu sywro disesuaikan dengan tanggal satu
Muhavram, lalu ada sckaten. Tapi kalau Raja atau Snilan mau jumenengan, kawinnva
dengan “Nyai Rore Kidul”. Ui sini tampak Islam diterima, tapi pada posisi “pinggiran”. Hal
lain vang menarik adalah bangunan alun-alun, di mana di scbelah baratnya selalu
terdapat Masjid dan di situ ada penghulunya vang menjadi penanggungjawab sekaligus
meajadi pegawai bupati. Di sini Islam (lembaga) dit-mpatkan dalam posisi periferal
dalam hubungannya dengan negara. Likat dalam Abdurrahman Waihi, “Pendahuluaa”,
dalam  Muhammad  Naajih, (Ed.), Demokrsi dalam Perspektit Buding Nusantara,
(Yogyakarta: LKI’SM, 1996), hal. 4-13.
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Sementara Taufik Abdullah,™ melihat hubungan agama Jdan negara
dalam kontecks keindonesiaan klasik dengan membagi empat tipologi.
Pertama, tumbuhnya kerajaan Islam dari kampung-kampung kecil. Seperti
di Perelak, dan Samudera PPasai di Aceh. Di daerah ini pada awalnya tidak
terdapal komunitas agama selain Islam. Di kerajaan ini hukum negara
adalah hukum agama. Ini mengingat hukum agama memang sudah
berlangsung scbelumnya di kampung-kampung kecil. Dengan demikian
tidak terjadi konflik di antara keduanya.

Kedua, adanya pertarungan antara hukum agama dengan hakum
adal. Ini terjadi di Sumatera Barat, di mana hukum Islam vis 4 ©/s hukum
adat f(costumery law). Ini disebabkan tidak adanya pusat kekuasaan atau
kerajaan besar yang bisa memenangkan vang adal atau syari’ah. Perang
Paderi merupakan puncak dari pertarungan hukum Islam dan hukum
adat. Di sini tampak ada permasalahan yang problematik, di mana hukum
Islam hendak dijadikan hukum negara tetapi masyarakat menolak,
mengingat mereka sudah mempunyai hukum adat tersendiri. Akhir dari
semuanya disepakati bahwa keduanya sama-sama diakui. Xesepakaian ini
terkenal dengan Kkata-kata, “adaf bersendi syara’ dan  syara’  bersendi
Kitabullah”.  Artinya eksistensi hukum adat diakui selama tidak
bertertangan dengan  hukam  agama. Akan  telapi  kesepakaian  ini
tampaknya tidak cfcktif. Buktinya dalam pembagian waris mercka
cenderung bertentangan dengan hukum Islam. Ini menandakan syuri‘ah
Islam hanya menjadi Iip seroice saja.

Ketiga, pola dalam Kerajaan Goa, di mana ada kerajaan yang kuat
yang menggunakan adat istiadal dan hukum seria tata cara dan hukum
pra-Islam. Kemudian datang hukum Islam melalui pedagang, para ulama
vang memasuki keraton secara bertahap melalui perkawinan dan aliansi-

aliansi ckonomi. Dari sini kemudian limbul kerajaan-kerajaan  yang

Mlihat dalam Tanfik Ahdullah, sk dae Mosanikal: Pantolan Seppraht Indenesia,
Nakarta: LIP3ES, 19877,
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diislamkan secara berangsur-angsur dengan tidak mematikan unsur-unsur
pra-lslom yang sudah ada.

Keempat, pola yang terjadi di Kerajaan Jawa, ketika Panembahan
Pasopati secara sadar memberikan lempat kepada tradisi pra-islam dalam
bentuk Hindu-Budha yang digabung dengan sistem kepercayaan sebelum
Hindu datang. Dengan kata lain ada agama bayangan disamping agama
formal. Di sini masyarakat tidak harus ikut-ikutan. Mereka jadi santri
dipersilahkan dan berbeda dengan raja pun bukan persoalan. Tuntutan
mereka juga sederhana, yaitu tunduk pada raja, asal diperbolehkan jadi
Muslim yang santri dan raja mau pergi ke masjid dua kali dalam setahun
dan mau sekatenun.

Sementara selain tipologi hubungan agama dan negara sebagaimana
dipaparkan di atas, kita juga mengenal beberapa tipologi relasi atau
hubungan antara agama dan negara. Setidaknya ada empat tipologi
hubungan agama dan negara. Pertama, lipe necara sekularistik atau “separasi
mutlal.”, yaitu tipe negara yang menghendaki pemisahan mutlak agama
dan negara. Di sini negara tidak mengurusi agama dan agama pun tidak
mengurusi negara.” Bisa juga diartikan juga sebagai negara yang,
menganggap sepi adanya agama-agama dalam masyarakat. Apama
dipandang tidak berbeda dari perkumpulan dan organisasi svoasta lainnya
yang dibentuk olch: warga masyarakat. Agama tidak ditindas, tidak
didukung, dan juga tidak diikut-sertakan dalam kebijaksanaan-
kebijaksanaan negara. Negara diselenggarakan seolah-clah tidak ada

agama-agama dalam masyarakat.™

YLihat Ahmad Tafsir, “Negara Sckular vang Mementingkan Agama”, dalam ‘Al
Abd al-Raziey, Khitafalt dan pemerinkithan dalam sham, (Bandung: Pustaka, 1983), hal, v.

MLihat Franz Magnis-Suseno, £tka Politik: Primsip-prinsip Moral Dasar Kewegarann
Meodern, (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 355-356: Kovwarddin Hidaval, “Tiga Model
Hubungan Agama dan Demokrasi”, dalam Elza Peldi Taher, (Ed), Demokratisasi Poliik,
Rudaya, dan Fhoomi- Pevgilanun Tndonesia Masa Onde Baru, (lakarta: Parsmadina, 1994),
hal. 189-200.
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Kedua, tipe negara totaliter atawn subordinasi agama oleh negara. Dalam
negara model ini, posisi agama berada di bawah bayang-bayang negara.™
[Di sini negara hampir-hampir menj~di makhluk vang raksasa, yang
memiliki kewenangan, kekuatan, dan klaim yang hampir tak terbatas.
Dengan keberadaan negara yang demikian kuat, sudah tentu agama
menjadi tidak bisa berkembang dan terpasung eksistensinya. Negara
model ini bisa disebut juga sebagai negara atheis, di mana agama dipandang
sebagai candu bagi masyarakat.™

Ketiga, tipe negara aguina atau subordinasi regara oleh agama, yaitu
negara yang mendasarkan pad» salah satu agama tertentu, atau negara
vang menurul Magnis-Suseno,™ diatur dan diselenggarakan menurut
hukum agama tertentu. Akan tetapi karena agama mempunyai pandangan
vang berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan, maka negara
agama dengan sendirinya selalu merupakan negara yang dikuasi oleh
salah satu agama tertentu. Negara tidak 1aungkin dikuvasai oleh agama
pada umumnya, melainkan hanya oleh satu agama tertentu saja. Dan ini
dapat pula diartikan bahwa agama-agama lain dikucilkan dari pengeruh
atas penyelenggaraan negara.

Dan keempat, tipe negura sekular yang mementingkan aganne  atau
negara di mana terjadi relasi timbal balik antara agama gan negara. Dalam
negara model ini, keberadaan agama tidak saja direntingkan, dipelihara,
tapi  juga dikembangkan. Hal ini mengingat negara melihat
herkembangnya agama pada tataran tertentu akan semakin memperkual
kedudukan negara. Karenanya negara berkepentingan pada agama. Dalam
konteks keindonesiaan, “negara Pancasila” merupakan bentuk lain dari

negara sckuler yang mementingkan agama.”™

YLihat dalam Eka Dharmapedora, “Agama dan Negara: Aspek Spivitual .. Op. Cit., hal,
RS

“Alanad Thfsir, “Negare Sekeder . Op. Cit, hal v

“Franz Magnis-Saseno, Elka Politih Oy, Ci, hal. 357-363

“Lihat Ahnwsd Talsir, “Negora Sekuler . Gpo CREL e, v Koma, uddin Hidavat,

“Thew Model.. O Cit7 hal, TU7-198, vang menvebutnva negara seketlar “mabie-nudu”.
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Bagi bangsa Ind mesia, dua tipologt hubungan agama dan negara
vang, disebut terakhir, negara aguma dan negura sekuler yang mementingkun
agamd, tentunya mempunyai arti khusus. Mengingat dalam sejarah politik
Indonesia, terlebih sclama masa Orde Baru, hubungan antara agama
(Islam) dan negara dalam kurun waktu tertentu, acap kali berjalan tidak
harmonis, dan cenderung bersikap saling memusuhi (antagonistik).
Hubungan seperti ini berlangsung semenjak berkuasanya rezim Orde
Baru. Hubungan ini terjadi lantaran adanya ketidak-sesuaian antara umat
Islam di satu pihak, yang menginginkan adanya institusi-institusi politik
yang, berlebel “Islam” dengan pemerintah di pihak lain, yang justru mulai
mengontrol kekuatan Islam.

Sementara dalam kurun waktu lainnya, ada kalanya hubungan
agama dan negara berjalan secara resiprokai-kritis, di mana antara agama
dan negara, masing-masing saling mempelajari posisinya masing-masing.
Ini tergambar dari sikap ormas dalam merespon konsep asas tunsgal
Pancasila  yang ditawarkan rezim. Konsep asas tunggal sendiri
mengundang pro dan kontra. Hampir semua ormas Islam meresponya
dengan sangat hati-hati, sebelum akhirnya mereka “dipaksa” oleh rezim
untuk menerimanya.

Dan ada kalanya iuga, hubunganiiya bersifat fleksibel, ahomodaif.
Hubungan ini ditandai dengan perubahan stkap umat Islam yang mulai
bisa menerina segala kebijakan rezim, terlebih yang berkenaan dengan
hubungan agama dan negara. Tipe hubungan yang terakhir ini tampaknva
lebih  merupakan pencerminan dari sebuah negara sekuler yang
mementingkan agama atau disebuinya juga sebagai “negura Pancasile”, di
mana antara agama dan negara terjalin hubungan yang saling memberi
dan menerima (simbiotik). Ini berbeda dengan hubungan yang bersifat
“sekuler” atau "separasi mutlak” atau “masa bodoh”, di mana antara agama
dan negara tidak mempunyai kelerkaitan satu dengan lainnya, dan bersifay

nafsi-nafsi, sendiri-sendiri.
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Tipologi Bubungan Agama dan Negara

@

Moadel Negara Sekularistik alau Separasi Mutlak

Model Negara Totaliler, Atheis atau Subordinasi Agama Oleh Negard

Model Negara Agama atav Subordinasi Negara Oleh Agama

Agama

Model Negara Sekular Mementingkan Agama, Relasi Timbal Balik, Pancasila

Dirancang berdasarkan tipologi yany
ditawarkan Ika Dharmaputera, dan
Ahmad Talsir.
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Aspek-A pek Hubungan Agama Dan Megara
Banyak aspck yang dapat dikaji dalam studi pemikiran politik,
terlebih dalam konicks hubungan agama dan negara. Namun dalam studi
ini, penulis merasa perlu untuk meinbatasinya. Adapun aspek yang akan
dikaji dalam studi ini meliputi aspek ideologi, aspek negara, aspek
demokrasi, dan aspek civil society. Dengan pertimbangan bahwa concern
pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais. lebih banyak

berkisar pada aspek-aspek sebagaimana di atas.

Aspek ldeologi

Dewasa ini, ideologi sering dimengerti secara berbeda-beda. Karena
banyaknya pengertian ini, maka ketika kita mencoba memperbincangkan,
satu hal yang harus dilakukan adalah menjelaskan terlebih dahulu apa
“ideologi” yang dimaksud. Bila hal ini tidak dilakukan, maka yang akan
terjadi hanyalah salah pengertian dalam memandang ideologi.

Alfian misalnya mengartikan ideologi sebagai suatu pandangan
atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan
dipegang suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu
secara moral dapat dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku
bersama dalam berbagai segi kehidupar.™ Dengan pengertian ini bukan
berarti - Alfian menafikan adanya kelompok masyarakat yang juga
mempunya: pandangan atau sistem nilai tertentu yany mereka pegang
sebagai  landasan  dalam usaha untuk memajukan  kepentingan-
kepentingan mereka yang bersifal spesifik. Pandangan atau sistem nilai
seperti ini oleh Alfian disebutnya sebagai “sub-ideologi”. Dengan demikian
dalam suatu ideologi tertentu bisa tercermin berbagai sub-ideologi.

Alfian  menambahkan, bila ideologi dimengerti  seperti itu,

sctidaknya ideologi  mempnnyai  tiga  dimensi.  Pertama, scbagai

TLihat dalam Alfian, Pemikingn dan Perbobon Polivk btonesia, Qakarta: Gramedia,
1402, hal. 187,
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pencerminan dari realita yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi
itu berada. Atau dengan kata lain, ideologi merupakan pepcerminan
bagaimana masyarakat memahami dirinya sendiri. Kedua, kemampuan
memberikan harapan kepada berbagai komponen masyarakat untuk
mempunyai kehidupan bersama secara lebih baik dan untuk membangun
masa depan lebih cerah. Dimensi ini bisa disebut sebagai unsur “idealisme”
dari ideologi. Dan ketiga, pencerminan dari suatu ideologi dalam
mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan
dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.™

Dengan pengertian ini, satu hal vang harus dipunyai suatu ideologi
tetap relevan dan digandrungi masyarakal adalah sikap fleksibilitasnya.
Ideologi tidak boleh bersikap “kakn” terhadap perkembangan dan peruba-
han yang terjadi di masyarakat, dan jangan dipanggap sebagai sesuatu
sakral, sehingga keberadaannya tidak boleh diubah alau dikoreksi.

Sementara Vilfredo Parete. mengartikan ideologi sebagai sarana
untux melindungi  sckaligus membenarkan  sualu kelompok  dalam
“perjuangan”  kemasyarakatan demi kekuasaan. Pareto menambahkan,
sebagai persepsi tenlang kebenaran, ideologi kemudian memang sulit
menghindarkan dirinva untuk menjadi d.ogmatis, Jusiru karena sifatnya
sebagal alat perjuangai. Dengan demikian, urgensi Jeologi sulit dibantah.
Selain it ideologi juga dapat menjadi alat yang penuh daya untuk
membangun integrasi suatu bangsa, ini sangat terganlung bagaimana
ideologi disosialisasikan.”

Antonio Gramsci, yang mengembangkan teori tentang “kekiasaan
hegemonik”, perpandangan bahwa untuk memperoleh kekuasaan negara
yang hegemonik dapat diperoleh melalui ideologi. Di sini dominasi

budaya berjalan secara lidak adil, dominasi serla penindasan politik

“ihid, hal 187-188,

"Pandangan Vilpredo Parcto ini sehagaimana dikutip Budiono Kusimohamidjojo,
“Regerorasi Kepemimpinan dan Politik Asia Tenggara,” dalam Prisia, Nomor 8, Aguistus
148, hal. 4-10
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menjadi terlegitimas 1. Masyarakat dijinakkan, schingga secara “suka rela”
menerima tatanan stafis guo dan hubungan yang tidak adil lersebut. Dan
proses hegemoni ini dilakukan melalui berbagai cara.” Berangkat dari
pemahaman ini, maka lembaga keagamaan, pendidikan, kesenian,
termasuk pers, bisa discbut sebagai bagian dari negara, bila ia ikut serta
dalam memproduksi atau setidaknya mensosialisasikan ideologi negara.
Di sini tampak bahwa ideologi mempunyai pengertian cukup luas.”

Franz Magnis-Suseso,”’ mencoba membagi pengertian ideologi yang
berkembang dewasa ini dalam dua pengertian, yaitu pertama, “ideologi
terbnka”, yaitu bentuk ideologi ini mendasarkan penyelenggaraan
kehidupan masyarakat pada nilai-nilai dan cita-cita tertentu tentang
martabat manusia, yang biasanya lermuat dalam undang-undang dasar
negara bersangkulan. Beberapa negara di kawasan Eropa Barat yang
berlandaskan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi, merupakan
representasi  dari “Rdeclogi terbuka”. 1deologi dalam pengertan ini
memberikan  kebebasan pada semuan  komponen masyarakat untuk
menentukan kehidupannya sendiri, memberikan kebebasan beragama, dan
berpandangan politik. Rumusan ideologi ini disebutnya sebagai “ideologi
terbuka”, karena memang di dalamnya hanya berisikan mengenai orientasi
dasar dari sebuah ideologi, sedang penerjemahannva daiam realitas
kehidupan selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan prinsip-
prinsip moral dan cita-cita masyarakatnva. Di sini tampak bahwa “ideologi
terbuka” bersikap sangat luwes, terbuka (inklusif) terhadar adanya beragam

penafsiran, dengan demikian penafsirannya tidak tunggal.

“Lihat dalam Bates T., “Gramsci and the Theory of Hegemony”, datam Jorrnal of
Jistary and 1deas, Nomor 2, April-lune 1975; Femia [, “Hegentony and Cosciusness in the
Thought of Antorio Cramsci”, dalam Pelitical Stiddies, Nomor 1, March 1975,

“Arif Budiman, Trors Negara . Op. it hal. 72-77; “Bentuk Neganr idan” et
h.l]. 3.

“‘Frany Magnis-Suseno, Filsafat sebigai Himie Kritis, (Yogvakarta: Kanisins, 1493 hal
232037,
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Kedua, ideclogi dalam arti penuh atau “ideologi fertutup”, karena
isinya memang tidak boleh dipertanvakan lag:, kebenarannya tidak boleh
diragukan lagi. Isinva dogmatis dan a-priori bahwa ide~logi tidak dapat
dimodifikasi berdasarkan pengalaman. Salah satu cirinya bahwa ia tidak
diambil dari masyarakat, tapi merupakan pikiran sebuah elite vang harus
dipropagandakan dan disebarkan pada masyarakat. Franz Magnis-Suseso
menambahkan, “ideologi tertutup” tidak mendasarkan diri pada nilai-nilai
dan pandangan moral masyarakat, melainkan sebaliknya, baik-buruknya
nilai-nilai atau pandangan-pandangan masyarakat dinilai dari sesuai atau
tidaknya dengan ideologi itu. Karenanya, “ideclogi fertutup” itu selalu
harus dipacu oleh sebuah elite ideologis, ia sering memeriukan paksaan,
sifatnya otoriter, dan cenderung totaliter.” Lebih lanjut Magnis-Suseso
mengatakan, bila ideologi ini sudah mendominasi kekuasaan, maka ia
akan segera merebut dan menguasai sepenuhnya bidang-bidang yang bisa
dijadikan sebagai tempat ponyebaran ideologi ini, misalnya, lembaga
pendidikan, pers, lembaga keagamaan.”

Murxisme-Leninisie dapat dikategorikan sebagai “ideclogi tertutup”.
Meskipun bersifat teori, yaitu menyangkut hakekat recalitas selurulinya,
berisi materialisme, diclektis, dan ateisme; makna sejarah, menuju
masyarakat tanpa kclas, berisi norma-nornia ketat tenlang bagaimana
masyarakat seharusnya ditata secara “sosialis”, tanpa hak milik, seli;uh
kehidupan pribadi ditetapkan oleh negara; adanya monopoli sekelompok
orang (partai komunis) atas masyarakat, Marxisme-Leninisme dapat
dikategorikan “ideologi tertutup”, mengingat keberadaannya yang bisa
meneniukan tujuan-lujuan atau norma-norma politik dan sosial, sckaligtts
mengklaim diri sebagai kebenaran vang tidak boleh dipersoatkan lagi,
melainkan yang sudah jadi dan karenanya harus ditaati dan dilaksanakan

oleh semua masyarakat.

Y1 ihat thid., 234,
“Franz Magnis-Susesne, Eta otk o 044, hal, 2002271,
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J.antas | agaimana dengan ideologi Pancasila, dapatkan discbut
sebagai bentuk dari “ideologi tertuttp”, yang bersifat eksklusif, di mana
masyarakat tidak diberi kebebasan untuk menafsirkan, yang ada hanyalah
“tafsir tunggal” atau “ideologi terbuka”, yang bersifat inklusif, di mana
masyarakat bebas menafsirkan secara terbuka tanpa ada rasa ketakutan
dianggap subversif?

Duas solen atau secara normatif, Pancasila merupakan “ideologi
terbuka”, mengingat kelahirannya juga dibidani oleh berbagai komponen
masyarakat yang cukup wewakili (representatif) keseluruhan dari bangsa
Indonesia. Namun senyatanya (das sein), dalam perkembangannya,
Pancasila cenderung menunjukan dirinya sebagai “idreologi terfutup”.
Kenyataan ini bisa diruntut dari sejarah perjalanan Indonecsia merdeka,
terlebih semasa rezim Orde Baru berkuasa, pada saat mana penguasa
mulai membangun hegemoni kekuasaan dengan formulasi ideologi
Pancasila <ebagai tiang utamanya. Sementara scbagai pcaveimbang,
hegemoni kekuasaan Grde Baru ditentukan lewat sebuah ideologi yang
oleh Liddle disebut dengan “populisme birokrasi”

Pada masa inilah kekuasaan negara hampir tidak bisa dijamah oleh
siapa pun. Ini lantaran kekuasaan negara telah begitu menggurita, nyaris
tidak ada rung kosong yang lepas dari kekuasaan negara. Alau dalam
hahasanya Masdar Farid Mas'udi,” digambarkan bahwa kekuasaan negara
han.pir-hampir lidak terbantah sebagai “makhiul:” yang paling berkuasa,
memiliki kewenangan, kekuatan, dan klaim yang hampir tak terbatas.
Nyaris tidak ada lagi satu ruang kehidupan yang tidak bisa diacak-acak
oleh kekuasaan negara. Di hutan belantara, forum  diskusi, tempat

pengajian, rumah ibadah, dan banyak lagi, kekuasaan negara selalu ada di

“Sehagaimana dikutip- dalam Michael van Langenberg, “Negara Orde Baro: Bahoasa,
ldealogi, Hegemoni”, datem Yadi Latid, Idi Suhandv Thrahim, Rahasa dan ¥ ekuasom: Politik
Wacana di Panggeng Politik Orde Bari, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 225,

“Masdar Farid Masudi, “Negara ()7, dalam Abdelwahab El-Affendi, Masyarakat
Tk Bermegara Keitik Feori Palitik Istam, (Yogvakarta: LKiS-Pustaka Pelejar, 19923, hal, vovi,
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sana. Banvak <ekali alasan, namun yang paling umum adalah alasan
keamanan.

Perumpamaan Masdar ini tampaknya tidak terlalu berlebihan.
Kenyataan menunjukan bahwa hampir tidak ada satu pun ruang
kehidupan yang benar-benar bebas dari pengaruh kekuasaan negara, dan
juga tidak ada satu pun “sesuatn” yang tidak bisa dijadikan sebagai tempat
persemaian dan penghampiran bagi kekuasaan negara dalam hal ini
“ideologi negara”. Partai politik, organisasi kemasyarakatan Jan pemuda,
termasuk kemahasiswaan, lembaga-lembaga keagamaan, discourse bahasa,
semuanya hampir tidak lepas dari intaian “idenlogi negara”. Pengamanan
terhadap “rdvologi negura” pun kesannya berlebihan. Abdurrahman Wahid
mengatakatan bahwa scbagai upaya untuk menghindari “saluh penafsiran”,
negara senantiasa mengambil bentuk penguasaan aparal pemerintahan
dan kelengkapan negara dan mendayagunakannya bagi perumusan
penafisran yang benar atas ideologi negara.™

Dalam pandangan yang sama, Yudi Latif dan 1di Subandy Ibrahim
menambahkan bahwa untuk pengamanan ideologi bukan saja dibutuhkan
adanya penggelaran aparat negara yang kelewal represifl sebagal upaya
untuk mengontrol dar. mengandalikan oposisi, tetapi tak kalah hebatnva
adalah upaya-upaya mengendalikan dan memanipulasi  sistem-sistem
reproduksi ideasional dengan menggunakan apa vang disebutnya cobagai
“hegemont maina”.™

Lewat “hegemani makna” ini, naka sebuah ideologi negara bisa
ditanamkan lewat kata-kata kunci yang biasa disampaikan secara berulang,
kali olch elite-clite penguasa, dan ini secara langsung fungsional bagi
upaya penguasa untuk  mempertahankan  “hegemoni kekuasiaan"-nya.,

Sependapat dengan penegasan inj, Jalaluddin Rakhmalt, yang mengartikan

“Lihat Abdurrahman Wakid. "Agama, 1deologi, dan Pembangunan,” dalam Prisea

Nomor 11, Nopember 19480, hal. 14
Tlihat “Prolog”, dalam Yudi Latit, Idi Subandy [brahiny, Bohase dir Kehwasian:

Potetsh Watcana di Pavoguns Policik Orde Barg, (Bandvng: Mizan, 1990), hal, 27.78.
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ideologi scl agai serangkaian preferenasi vang dimilki bersama olch
komunitas  sosial, nengatakan  bahwa  dalam  merumuskan  dan
menyebarkan ideologi, paranan bahasa akan sangat menentukan,
karenanya tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa ideologi membentuk
dan dibentuk oleh bahasa.™

Selain ilu, negara juga menggunakan jargon-jargon politik, seperti
kestabilan politik, politik, no; ekonomi, yes, orde pembangunan, stabilitas nasional,
ancaman nasional, wawasan nasional, disiplin nasional, wawasan nusantara, dan
banyak lagi, yang kesemuanya dijadikan secbagai jargon bagi jaring
pengaman ideologi negara sekaligus pendukung pembangunan.™

Untuk meminimalkan  konflik  dalam  masvarakat, dengan
menggunakan hegemoni ideologi, penguasa melakukan berbagai tindakan
korporatisme (state corporation} dan berbagai konsensus politik. Di bawah
Orde Baru, semua kekuatan sosial dan politik secara ketat dikontrol lewat
berbagai peraturan, akibatnya mereka menjadi kexkuatan  yang
termarjinalkan (musradz'afiin). gila pada pemilu 1971 masih diikuti oleh 10
partai politik, selepas penguasa Orde Baru melakukan depolitisasi partai
politik, pemilu 1977 hanya diikuti tiga partai politik.

Selain ifu, upaya membumikan ideologi Pancasila juga dilakukan
melalui jalur pendidikan. Penataran P4 merupakan contoh program negara
untuk mendidik anak didik memahami ideologi sesuai dengan “tafsir
negara”. Penataran P4 semakin memperkuat dugaan bahwa negara tidak
menghendaki adanya tafsir lain atas ideologi. Negara juga menerapkan

konsep floating mass, sebagai upaya untuk memarjinalkan peran sosial dan

Malaluddin Rakhmat, “Komunikasi dan Perubahan Politk Ji Indonesia”, dalam
Yudi Latif, 1di Suhandv Thrahin, Balwsa dos Kehvuasann: Polittk Wacana oJi Pangguag Politik
Onde Barn, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 3,

Lihat misalnva dalam Danie) Theodora Sparringas, “Nasionalisme Orde Barn dan
Globalisar i: Sehuah Taksonomi Sesiologi Politik Intelekiial indonesia®, Makalah, Saninar
Sehart “Nasionalisme dalam Kondeks G'sbalicasi”, oleh Pusham Ubava dengan AT
Surabava dan indijava, Surabava, 22 Nopember 1997; Aricl Hervanto, “Balasa dan Kuoasa:
Tatapan Posmodernisme”, dalam. Yuoai Lalis, 1di Subandy Ibrahim, Bahasa dan Kehwasaan:
Politsk Wavana di Panggung Politik Orede Baru, (Bandunys: Mizan, 1944), hal. €3-103,
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politik masyarakat “arus bawah”, dan melarang pemakaian ideologi selain
72
yang

sebelumnya menjadi cin politik Orde Lama. Dalam pandangan Hikam,

Pancasila, ini sckaligus menandai berakhirnya “politik aliran”,

pengikisan habis “pofitik aliran”, yang lebih mencerminkan ideologi
pluralis, tidak lebih karena negara melihatnya sebagai konsep Barat dan
dianggap sebagai sumber pertentangan politik, karena cenderung
dimanipulasi oleh kepentingan kelompok yang saling bertentangan.”
Penguatan ideologi ini semakin kokoh sejalan  dengan
diberlakukannya I’ancasila sebagai asas tunggel pada 1985. Sejak itu setiap
warga negara yang mengabaikan Pancasila atau organisasi sosial-politik
yang menolak asas tunggal kontan akan dicap sebagai penghianat atau
penghasut. Akibatnya, “cap durhaka” ini telah meluas tak hanya sekedar
tuduhan subversif, sebagaimana kerap dialamatkan pada komunisme atau
ide berdirinya negara Islam, melainkan mencakup semua yang tidak
sependapat dengan idvologi nasional. Tuduhan seperti subversif, Gerakan
Pengacau Keamanan (GPK) dan Organisast Tanpa B~ntuk (OTB) sering
dialamatkan terhadap berbagai komponen masyarakat yang secara

kebetulan berbeda ideologi dengan negara.

Aspek Demokrasi
Memasuki tiga dasawarsa terakhir dipenghujung abad ke-20, ada
satu feromena manarik di tengah-tengah masyarakat dunia, vyaitu
menguatnya tuntutan akan demokratisasi. Menguatnya tuniutan ini
lantaran demokrasi dipandang sebagai sistern yang mampu mengantar
masyarakat ke arah transformasi sosial politik yang lebih ideal. Demokrasi

dinilai lebih mampu mengangkat harkat manusia, lebth rasional, dan

“Tentang “politik aliran” di Lidonesia, Jihat Herbert Feith, “Pemikiran Pohiik
Indonesia 1945-1965: Suatu Peagantar”, dolom Miriam Bodiardjo, Partisipess dan Partin
Polstsk: Selwath Bungir Ranpai, {Jakarla: Gramedia, 19823, hal. 201-228.

Lihat dalam Mohammad AS, Hikam, Demokeasi din Cleid Society, (Jakarta: LIPAES,
C1990), hal, 136-137.
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rcalistis, un uk mencegah munculnya suatu kekuasaan yang dominan,
represif, dan otoriter.

Secara harfiyah, demokrasi dapat dimengerti sebagai suatu sistein
politik di mana semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan
dipilih dalam pemilu yang diadakan secara periodik dan bebas, yang
secara efeklif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti
elite yang memerintah. Ini setidaknya menurut Ulf Sundhaussen.”™
Demokrasi juga bisa dipahami sebagai suatu “pelity” di mana semua warga
negara menikmati kebebasan untuk berbicara, kebebasan berserikat,
mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan kebebasan untuk
menjalankan agama yang dipeluknya. Meskipun begitu, Ulf Sundhaussen
meyakini bahwa tidak semua manifestasi-manifestasi tentang demokrasi di
atas pernah dijalankan sepenuhnya, bahkan dalam suatu sistem yang
demokratis sekalipun.”

Sementara Robert Dahl”™ berpendapat bahwa untuk mencapai
demokrasi yang idedl, setidakiiya harus terpenuhi lima hal. Pertama, dalam
membuat keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat, hak istimewa
setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara seimbang dalam
menentukan keputusan terakhir. Kedua, dalam selurub proses pembuatan
keputusan secara kolektii, moka setiap warga negara harus mempunyai
kesempatan sama untuk menyatakan hak-hak politiknya. Ketige, adanya
cembeberan kebenaran. Di sini setiap warga negara harus mempunyai
peluang yang sama melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil

yang diinginkan.

iLihat dalam Ul Sundaussen, “Demokrasi dan Kelas Menengah; Refleksi Mengenai
Pembangunan Politik”, Prisma, Nomor 2, Feohruari 1992, hal. 64.

i,

“Robort 1Dahl beranggapan hahwa fanpa lerpenuhinya kelima ariteria ind, maka
rakyat akan sangat kesulitan untuk mendapatkan keagungan dari demokrasi. Lihat dalam
Robert A Dahl, Difenra Demokrasi Plaralis; Antara Ofonomi dan Kontrof, (Jakarla: Rajawali

Bors, 1985}, hal, 10-11.
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Keempat, adarya kontrol terakhir terhadap agenda. Di sini
masyarakat juga harus mempunyai kekuasaan eksklusif  untuk
meneniukan mana yang harus dan tidak harus aiputuskan melalui proses
yang memenuhi ketiga hal di atas. Ini untuk menghindari adanya
keputusan-keputusan yang dibuat lewat cara-cara yang tidak demokratis.
Kelima, pencakupan atas semua elemen masyarakat yang meliputi semua
orang dewasa dalam kaitan dengan penegakan hukum.

Sebagai ilmuwan politik terkemuka di Amerika Serikat, Robert
Dahi” sangat menyakini bahwa sistem aemokrasi lebih unggul bila
dibanding dengan sistem politik lainnya. Keunggulan demokrasi ini
menurul Robert Dahl sekurang-kurangnya dalan tiga hal. Perfama, proses
demokrasi lebih mampu meningkatkan kebebasan yang dimiliki warga
negara jika dibanding dengan sistem lainnya. Kebebasan di sini
menyangkut kebebasan menentukan nasib sendiri secara individu maupun
kelompok, kebebasan dalam tingkat otonomi moral, dan dukungan
terhadap kebebasan-kebebasan lain.

Kedua, proses demokrasi dapat meningkatkan pengembangan
masyarakat, sekurang-kurangnya dalam mengembangkan kemampuannya
untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri, otonomi moral, dan
pertanggung-jawaban terhadap pilihan yang dilakakan. Dan ketigu, proses
demokrasi merupakan cara yang paling pasti, meskipun bukan yang
paling sempurna, yang dapatl digunakan manusia untuk .aelindungi dan
memajukan kepentingan dan kebaikkan yang sama-sama mereka miliki
dengan morang-orang, lain.

Demokrasi juga sering dimengerti sebagai pengakuan bahwa
kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. i sini demokrasi
sebagaimana dimengerti  Abraham Lincoln  mengandung  maksud,

“pemerintahan dari rakyal, oich rakyat, dan untuk rakyat (gevermment ¢/ the

“Lebih jauh dthet dalam Robert AL Dahl, Deswoksasi dan Para Pengritikmga, Whid 1,
(Jakarta: Yayasan Obor, 1992), hal. 1oz -168.
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people, by the people, and for the people)”. Dengan demikian, demaokrasi
memungkinkan tersalurnya aspirasi dan partisipasi masyarakat, baik
langsung maupun tidak langsung, dalam ikut membuat keputusan atau
kebijaksanaan. Demokrasi juga berarti mentolerir adanya perbedaan
pendapat atau dalam pengertian tertentu disebut dengan konflik. Konflik
yang dimaksud di sini tentunya bukan konflik yang dapat merusak sistem
politik yang sedang berlangsung.™

Sementara David E. Apter,”” dalam perbincangannya tentang
demokrasi;, menawarkan beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi
sebelum melangkah ke jenjang demokrasi. Persyaratan yang dimaksud
oleh David Apter, pertama, adanya penghargaan terhadap privast individu
sebagai perwujudan adanya lahan yang terlindungi dari intervensi politik.
Dalam bahasa lain, adanya segmen individual yang harus netral dan
sentuhan-sentuhan politik. Kedna, masaiah-masalah kekuasaan harus
diubah menjadi masalah-masalah keadilan nyata yang dapat dirasakan
langusng oleh r.asyarakat, dan prosedur politik secara teralur terus
menerus meninjau kembali definisi keadilan. Karena dalam format
demokrasi, keadilan lebih utama ketimbang kemakmuran. Hal ini
diperlukan guna menemukan pola yang paling dikehendaki oleh rakyat.

Ketiga, adanya sumber keancka-ragaman informasi secara umum.
Bebas untuk melahirkan keyakinan bahwa semua bentuk paksaan harus
dibatasi, dilarang, dan semua itu inkonstitusional. Dan  keempat,
menyangkut cara-cara untuk mempertahankan keadilan, rasa tanggung
jawab, dan realisme praktis. Ini bisa dilakukan melalui penerjemahan yang,
terus-menerus dari konflik nilai ke konflik kepentingan, adanya kontrol
yang baik atas eksekutif, adanya oposisi yang sah dan bersifat formal yang

dikuatkan oleh prinsip-prinsip perwakilan, dan adanya satu definisi yang

FLihal Aliian, Pemikiran dun . Op. Cit., hal. 230; Ramlan Surbakti, Mennduane i
Politik, (Jakarta: Grasindo, 1992), hal, 228.

™ ihal dalam David B, Apter, The Politie of Modernization, Terj, (Jakarta: Gramedia,
TURT).
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kedaulatan umum yang dicerminkan dalam hak memilih bagi semua, dan
pemilu yang berlangusng secara periodik.

Samuel Huntington hanya menyoroti demokrasi dari satu sisi, yaitu
pelaksanaan pemilu. Menurut Huntington, suatu sistem dapat dikatlakan
demokratis apabila para elile pemerintahan diseleksi secara periodik
melalui sebuah pemilu yang berjalan jujur, fair, di mana para kandidat

bersaing secara bebas untuk mendapatkan suara.™

Sementara Yusril Thza Mahendra,” mencoba menyoroti demokrasi

dari dua sudut pandang, yailu pertama, demokrasi sebagai suatu ideologi,
biasanya akan sangal sulit dicari kesepahaman di antara individu atau
kelompok yang mempunyai kepentingan. Mengingat demokrasi dalam
pengertlian ini sudah menyangkut keyakinan-keyakinan politik. Sebagai
suatu keyakinan, betapa pun ia terbuka untuk didiskusikan, pada akhirnya
tergantung kepada pencrimaan subyektif yang tidak dapat diganggu gugat
pihak lain. Kedna, demokrasi dilihat sebagai suatu nekanisme atau proses
dan tata cara dalam pengambilan suatu keputusan. Jika demokrasi
disempitkan dalam pengertian ini, menurut Ketua Umum DPP Pariai
Bulan Bintang, maka masalahnya akan menjadi “sederhana”, letapi
bermanfaat secara praktis dalam kehidipan bernegara.™

Palam filsafat politik kontemporer, yang mengkaji polit,k secara
yuridis-formal, merumuskan demokrasi dari sudut pandang sumber
kewenangan untuk memerintah. Salah satu lokohnya adalah John Locke.
Asumsi dasar yang digunakan John locke adalah bahwa manusia
merupakan makhluk individu yang memiliki hak dan kebebasan yang

setara. Untuk bisa menjamin hak dan kebebasan individu ini, maka semua

MSebagaiman dikitip Ramlan Surbakdi, “Perkembangan Mutakhir llnur Politik”,
dalam Mariam Budiardje, Tri Nuke Puadiiastoti, Teari-Teors Polith Dewvise by, (Jakarta:
Rajawali Pers, 19%9), hal, 10.

Yueri) Thza Mahendra, “Demokrasi”, Makaloh, disampaikan pada Saraschan Politik
Nasional, dengan tema, “Indonesio Masa depan dalam Perspektil,” oleh [partemen
Hikmah (Politix) DPL IMM Lawas Timor, 12 April 1997, di Auditorium Bank Jalim,
Surabava.

T
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wa:pa negara bersepakat untuk menyerahkan sedikil kedaulatannya
kepada negara.®

Sementara paradigma positifistik memandang demokrasi dari segi
proses, sehingga keberadaanya dapal diobservasi dan diukur. Konsep
demokrasi ini diperkenalkan ]. Schumpeler, yang merumuskan demokrasi
sebagai kompetisi yang fair di antara kandidatl untuk menyakinkan warga
negara yang perhak memilih untuk memilih mereka yang menduduki
jabatan puncak di pemerintahan. Kompelisi ini hanya akan bisa berjalan
bila sejumlah kebebasan politik warga negara dijamin.*

Pandangan senada, artinva demokrasi dipandang sebagai suatu
proses (demokratisasi) datang dari Nurcholish Madjid.*® Hanya saja,
Doktor Iulusan Chicago ini mencoba melihatnya dalam konteks
keindonesiaan. Dalam hal ini alumni Pesantren Darussalam Gontor,
Ponorogo ini menawarkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendesak
untuk bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Menurutny 4, ini merupakan konsekwensi dari demokrasi sebagai sebuah
proses yang mesti harus terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.
Prinsip-prinsip ~ vang - dimaksud,  pertama, prinsip  keselarasan
kemajemukan. Prinsip ini secara jelas meagemukakan bahwa suatu litik
{emu bersama sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita ketargsaan
bersama. Artinya masyarakat yang dengan icguh berpegang pada
pandangan hidup vang demokratis, harus dengan sendirinya memelihara
dan melindungi ikatan-ikatan kemajemukan yang sudah tumbuh, dan

sekaligus mengembangkannya untuk tujuan kebersamaan yang lebih

“Lihat dalam Ramlan Surbakdi, “Sejarah Pemikiran dan Teori Demokrasi”, Makelah,
disampaikan pada Training dan Lokakarya Demokrasi Bagi Pimpinan Kelompok Strategis
di Jatim, oloh SPEKTRA-Snrabava bekerjae sama dengan LP3ES, Tanggol 15-19 Desember
1607 i 1lode] Delta Permai, Surabava,

BUDid,

®Lihal Nurcholish Madjid, “Transisi ke Demokrasi®, dalam Tekad, Nomor 16, Tahun

1, 13-21 Pebruian 1999
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{inggi. Prinsip ini menuruinya merupakan saiah satu pilar penting dari
demokrasi.

Kedua, prinsip tentang perlunya per-didikan demokrasi. Pendidikan
politik merupakan hal yang paling mendasar dalam upaya melakukan
demokratisasl. Apalagl kenyataan menunjukan bahwa demokrasi di
indonesia masih berkutat pada teori atau hal-hal yang lebih bersifat
normatif, belum sampai pada penerapan nilai-nilai demokrasi. Sebagai
suatu proses, demokrasi bukanlah sesuatu yang akan terwujud bagaikan
jatuh dari langit, melainkan menyatu dengan pengalaman nyata, usaha,
dan eksperimentasi kita sehari-hari.* Di sinilah demokrasi membutuhkan
adanya rumusan ideologi yang bersifat terbuka. Karena demokrasi tidak
mungkin hidup dalam kondisi yang serba tertutup. Demokrasi akan terus
berproses. Demokrasi bukanlah keadaan sosial politik yang sudah selesai,
sekali untuk selamanya.

Ketigu, rrinsip permusyawaratan. Permusyawaratan sendiri berasal
dari bahasa Arab, syura yang berarti musyawarah. Prinsip ini menuntut
adanya kedewasaan dalam mengemukakan pendapat, menerima adanya
perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat vang lebih
baik. Frincip musyawarah ini juga menentang adanva monolitisme dan
avsolutisnie. Kecmpat, prinsip cara haruslah sejalan dengan tujuan. Prinsip

". ini mengemukakan dasar bahwa suatu tujuan yarg baik haruslah
diabsahkan dengan kebaikkan cara yang ditempuh untuk meraihnya.

Alumni Gontor ini mendasarkan pada perkataan Albert Camus,
Indeed the end justifies the means. But what justifies the end? The means!.
Maksudnya, demokrasi akan hancur kalau ada pertentangan antara cara

*“Nnrcholish Madjid menghendaki agar demokrast dilihat sebagat sestatn vang
dinamis, yang menyalu pada masvorakal dalam hentuk prroses-nroses vang propresif
mengikull garis yong  konlinom. Bagi Nurcholish Madjid, snain masvarakat  hisa
dikalakan tidab demekratis jika di dalamnya fidak ada proses demok.asi. Sebaliknya,
cukuplah masyarakat disebut demokratis, jika di dolamnva lerdapat proses demokrasi
vang lestari dan konsisien Lihat Nurcholish Madjid, “Cita-Cila Politik Kia”, dulam Bosca
Carvallo, Dasnizal, Aspirast Umal Tslam Indonesu, Qakarta: LEPPEN AS, 1983), hal. 20
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~@n lujuan, seperti dalam istilah. “tujuan menghalalkan segala cara”.
Penerapan prinsip ini memang menuntut adanya suatu standar moral
vang linggi. Dengan kata lain, demokrasi tidak terbayang tanpa adanya
akhlak. IDemokrasi juga memerlukan tingkat kepercayaan diri yang linggi,
yang membebaskan seseorang alau kelompok dari kekhawatiran yang
berlebihan lerhadap orang atau kelompok lain.

Kelima, prinsip permufakatan yang jujur. Ini merupakan buah dari
permusyawaratan yang jujur dan sehat. Dengan begitu, prinsip ini
sebenarnya menolak jenis-jenis permufakatan yang sesungguhnya hanya
curang, culas, cacat, dan sakit, bahkan mengkhianati nilai dan semangat
demokrasi itu sendiri, yang menuntut adanya ketulusan dalam proses
sosial, di mana perlu adanya pembebasan diri dari vesfed interest atau
egalsnte yang sempit.

Pernyataan Nurcholish Madjid ini sctidaknya menjadi semacam
warning bagi semua orang vang terlibat dalam pengambilan keputusan
atau kelijakan, yang selama ini sering menjadikan “arena permusyatoaratun”
sebagai simbol adanya demokrasi. Padahal kenyataan mercka melakukan
permusyawaratan dengan ketidakjujuran, dengan watak keculasan.
Mereka terkadang dengan tidak meiasa “berdosa” mengatas-naimakan
kepentingar rakyet, hanya sekeder unluxk mencepai tujuan politiknya. Ini
merupakan bentuk pérnmsyawaralan yang naif, bodoh, dan jauh dari
cerminan nilai-nilai demokrasi.

Keenam, prinsip pemenuhan kehidupan ekonomi dan perencanaan
sosial budaya. Prinsip ini menurut Nurcholish Madjid sangat penting guna
mendukung  terealisasinya kehidupan yang demokratis. Ada  indikasi
langsung antara kemakmuran dengan kehidupan yang demokratis. Karena
itu penting sekali suatu perencanaan pemenuhan kehidupan ckonomi
rakyat, dan pemenuhan hak-hak sosial polittk yang, check-list-nya adalah
nilai-nilai kemanusiaan yang bersifal universal. Mantan anggota Komnas

1AM ini menyonritohkan Deklarasi Universal FHak Asasi Manusia.
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Dan ketujuh, adanya prinsip kebebasan hati nurani (frecdom of
conscience). Ini merupakan prinsip dasar dalam politik, yang merupakan
nilai-nilai asasi dalam demokrasi. Prinsip meneguhkan egalitarianisme dan
tingkah laku penuh percaya diri pada iktikad baik orang dan kelompok
lain. Dengan demikian, prinsip ini meneguhkan pandangan mengenai
manusia yang positif, dan optimis vang akan mendorong kerjasama
antarwarga masyarakat dan saling mempercayai iktikad baik masing-
masing, kemudian jalinan dukung-menduxung secara fungsional antara
berbagai unsur kelembagaan dalam masyarakai, yang merupakan segi
menunjang efisiensi untuk demokrasi. Atas dasar pemahaman ini, maka
demokrasi sebenarnya menolak masvarakat yang terkotak-kotak, yang
saling mencurigai satu sama lainnya. Dalam pandangan Nurcholish
Madjid, demokrasi tidak akan mungkin tumbuh dalam masyarakat yang
terkotak-kotak.

Fahmi Huwaydi,¥ mencoba n.elihat demokrasi dari = sisi
substansinya. Menurut Huwaydi esensi dari demokrasi menghendaki
masyarakat untuk memilih seorang pemimpin vang akan mewminpin
mereka, serta mengatur urusan mereka, dan tidak menghendaki mereka
mem:lih seorang pemimpin atau sistem vang meroka tidak sukai. Huwaydi
nenambahxan, dalam acuiokrasi masyarakat juga harus memiliki hak
untuk untuk meminta pertanggung-jawaban kepada penguasa apabila ia
melakukan kesalahan, dan  menurunkannyva apabila  melakukan
penyelewengan. Inilah  vang discbut substansi demokrasi yang
pelaksahaannya diinstitusinalisasikan dalam bentuk pemilu yang bebas,
adanya prinsip mayoritas, sistem multi-partai, hak minoritas untuk
beroposisi, serla adanya kebebasan pers, independensi lembaga peradilan,

dan sebagainya.

YFahmi Howaydi, Demokrasi, Opossst, dan Masyarakat. Madini: Isoa-Isi Besar: Politik
Wi, (Bandunyg: Mizan, 19600, hal. 212,
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Dari beberapa definisi di atas kiranya dapal disimpulkan bahwa
demokrasi merupakan sosok “makhluk”  yang paling menarik dalam
pemikiran politik. Karenanya tid ak mengherankan bila dipenghujung abad
20, hampir semua negara selalu berusaha mengklaim dirinya sebagai
negara demokrasi atau sekedar meletakan nilai-nilai demokrasi, meskipun
dalam berbagai bentuk. Di Barat di kenal demokrasi liberal, Eropa Timur
dikenal demokrasi sosialis, ada juga demokrasi rakyat, demokrasi sosialis-arab.
Dalam sejarah politik Indonesia, kita selidaknya mengenal tiga macam
demokrasi, yaitu demokrasi (liberal) parlementer, demokrasi terpimpin, dan
demokrasi Pancasila.

Demokrasi berarti pula menyangkut dua aspek penting, yaitu
“institusi politik” dan “perilaku politik masyarakat”. Dua aspek ini harus bisa
berjalan secara beriringan. Mengingat, demokrasi sebagaimana dimengerti
Moechtar Masoed,* merupakan mekanisme politik yang dianggap bisa
menjamin bahwa penguasa akan terus-mcnerus bersikap tanggap terhadap
preferensi van keinginan masyarakatnya. Dengan demikian, demokrasi
tidak cukup hanya menuntut hadirnya institusi-institusi politik, seperti
legislatif. parpol, birokrasi, juga menuntut adanya maksimalisasi peran
dari lemhaga—lerhbaga tersebut, termasuk di dalamnya adalah partisipasi
politik aktif dari masyarakat.

Hal penti}lg lainnya adalah adanya kemauan politik (political will)
dan aksi politik (politicai act) dari elite penguasa untuk bersikap
demokratis” Ini konsekwensi berdemokrasi yang memang menolak keras
adanya praktek-praktek otoriter, di mana penguasa ditempatkan pada

osisi vang sangal dominan dengan sifat intervensionis dalam menentukan
B

&5\ pochtar Mas'oed, Negara, Kapital, dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1¢94), hal, b4.

Malam konteks Indonesia, dua hal ini, vaitu political will Gan political act tampaknva
sangat urgent unhik dilrksanakan. Menginga! demckrasi di Indonesia senyatanva bharu
schatas pada retorika-retorika belaka dari para clite penguasa. Sementara demokrasy
sebagai scbuah proses, sangat membutuhkan adanya keseriusan untuk melaksanakaniva.

_ Tanpa adanva keseritsan, maka terciplanva iklim demokratis hanvalah stopia helaka.
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dan melaksanakan kebijaksanaan negara, sehingga potensi dan aspirasi
rakvat tidak teragregasi dan terartikulasi sccara proporsional. Posisi
dominan negara i terkadang mengakibatkan tidak maksimalnya peran
dari institusi-institusi politik, scperti parpol dan lembaga legislatif.
Lembaga yang disebut terakhir terkadang menempatkan dirinya sebagai
lembaga yang menjadi subordinasi lembaga eksekutif.

Dalam scjarah Indonesia merdeka, dua praktek politik, yaitu
demokrasi dan otoriter ini pernah sama-sama tampil dalam pentas politik
nasional. Periode 1945-1959, yang tampil adalah politik demokrati dengan
demokrasi liberal scbagai cirinya. Pada periode ini ditandai oleh kehadiran
banyak partai polilik yang mempunyai peran penting dalam pembuaten
kebijaksanaan negara. Periode ini berakhir bersamaannya dengan
dikeluarkannya Dekril Presiden, 5 Juli 1959, sekaligus menandai tampilnya
prakick politik yang otoriter, dengan presiden sebagai pemegang sentral
kekrvasaan. Dalam politik otoriter .ni Soekarno tampil menjadi aktor
utama. Semua partai polilik (kecuali PKI), sebagai ciri demokrasi, nyaris
tidak mempunyai peran yang berarti. Periode ini oleh Meas Ilikam,
digambarkan sebagai masa di mana partai politik dan juga civil society
mencapai litik yang paling parah dan mengalami penyusutan terus-
menerus, sementara i gara menempati posisi yang sangat kuat.™ |

Tumbangnya rezim Orde Lama uniuk “emudian diganti oleh rezim
Orde Baru, telah membawa dampak terhadap praktek demokresi dan
otoriterisme. Setidaknya semenjak Orde Baru berkuasa sampai dengan
akhir 1960-an, menunjukan adanya praktek-praktek demokrasi.”’ Namun
ketika logika pembangunan mengalami perubahan, dengan menitik-
beratkan pada bidang ekonomi dengan berorientasi pada pertumbuhan,

terjadilah perubahan ke arah praktek-prakick ke arah oforiteriunisme. Ini

"Linal dalam Meohammad AS. Fikam, Demokrasi dan C/eil Op. Cii., khosnsnya hal
1-8.

Moihal dalam Daniel S0 Loy, Hukwm don Politih di Indonesi, (Jakarta: LIP3L1ES, 1990,
hal. 407-403.
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setidaknye ditandai dengan keberadaan negara yang semakin kuat,
merosoinya  partisipasi  politik masyarakat, terlebih dengan adanva
depolitisasi  partai politik, menjadi hanya tiga pariai polit’k, dan
kebiiaksanaan floating rass. Selain itu, juga semakin melemahnya peran
dan fungsi lembaga legislatif, yudikatif, lahirnya organisasi-organisasi
koorporatis (state coorporation).” Praktek-praktek politik masa Orde Baru
ini kemudian oleh beberapa leoritisi mencoba dijelaskan dengan beberapa
teori. Ada yang menyebut sebagai negara “Oforiter Birokratik-Rente”,”

“Bureaucratic  Authoritarian””  "Oforiterisme Birokratik”” “Bureaucratic

ur

Polity”,” dan “Birokratik Otoriter Korporatis”

Agspek Jivil Society
Istilah civil  society  atau  masyarakat  kewarguan dan  sering

disepadankan dengan asyarakat madani”™ atau Fakih menyebutnya
P & : y y

*Urcian tentang hal ini, lihat juga dalam Ichlasul Amal, Samsu Risal Pangabean,
“Politik Kepartalan Orde Baru”, dalam Riza Noer Arfani, (EQ.), Demokrasi Indonesia
Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal. 146-139.

"Konsep Otoriter Birokratik Rente ditawarkan Arief Budiman. Dalam pandangan Arif
Budiman, konsep vang ditawarkannva ini berbeda dengan Otoriterisme Birckvatik milik
O'Donnel. Lebih jauh, lihat dalam Arief Budiman, Nogara dan Pembangioman ... Cp. Cit.

“"Konsep Bureaucratic Autheritarian ini ditawarkan Dwight Y. King, vang mengambil
konsvp yang semul: digunakan Juan Linz dalam studi empiric nva fentang Spanyol di
bawah Jenderal Franco. Lihat dalam Manuel Kaisiepu, “Dari Kepolitikan Birokratik ke
Kerporatisme Negara: Birokrasi dan Polilik di Indonesia Era Orde Baru,” dalam Jurimi
fhmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1987}, hal. 20,

“Konsep Otriterisme Birokratik dilawarkan O'Donnel. Lihat misainva dalam,
“Pengantar Kasus-tasus Amerika Latin®, dalam Guillermo O'Donnel, {et. al.), Transisi
Memuju Demokrase: Kasus Amerika ! atin, (Jakarta: LP3ES, 1993).

“Konsep Bureaucratic Polity ditawarkan Karl D. Jackson. Lihat Manuel Kaisiepo,
“Drri Kepolitikan Birokratik ... Op. Cit., hal. 26.

“Konsep Birokratik Otoriter Kerporatis ditawarkan Moechtar Mas'oed  dengan
memodifikast konsep ODonnel dan paham korporatisme negara iuilik Philipe Schmitter.
Lihat dalam Moechtar Mas'oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde baru 1966-1971, (Jakarta:
LP3ES, 1989, hal. 8-14.

"Sesuai namanya, mmsyarakat madani mengacu pada kehidupan masvarakat di
Yatsrib (sekarang Madinah} semasa Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah.
Meski pun begitu lidek berarti ada dikotomi antara Makah dan Madinah, vang tentu bagi
umadt (Muslinn #tidak sah memilah sirah Nobi terbatas pada kehidupan kemasvarakatan
Nabi sewaktn di Madinah. Memang benar, dibanding dengan surat-surat madaniyyah,
makiyvah sarat-surainva pendek-pendek dan lebih berhubungan dengan ajaran moral,
serta keimanan. Tapi perlu diingat bahwa dalam ajaran dasor tslam, kehidupan pribadi

TESIS NEGARA DAN ISLAM MA'MUN MUROD




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
04

dengan crvil socfety organized,” tampaknya semakin mendapat tempat
dalam discourse-discanrse politik kontemporer di Indonesia, meskipun di
sana sini masih mengardung pengeriian yang sangat beragama,
bergantung dalam konteks apa civil society didefinisikan.'"” Sebagai sebuah
konsep, civil society berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. la muncul
bersamaan dengan proses modernisasi, utamanya pada saat terjadinya
transformasi Jari masyarakat feodal agraris menuju masyarakat
industrialis kapitalis. Civil soviefy sebagai gagasan bisa dikatakan sebagai
anak kandung dari filsafat pencerahan (enlightenment) yang merentas jalan
bagi munculnya sekularisme yang menggantikan peran agama, dan sistem
politik demokrasi sebagai pengganti monarchi.""

Ditilik dari akar perkembangannya, kemunculan istilah croil society,

setidaknya dapat diruntut mulai dari Cicero atau bahkan lebih ke belakang

tidak bisa dilepaskan dari kehidupan se<ial. Iman tidak bisa diceraikan dari tingkah laku,
serta cita<ita ideal (Makald dari realitas sosial, Dengan kata lain, kita tidak hisa
mengatakan Makah sepi dari kehidupan sosial vang ideal. Nab beserta umainya memang
minoritas tertindas dalam periode Makah, tapi lewat periode ini sebenarnya mengandung
makna yvang mendasar dan luhur, yaitu Nabi adalah scorang memuompan yang anti
kekerasan, penvabar, pemaaf, penyavang, dan humanis. Begitu juga keadilan merupakan
salah satu ajaran vang dipefjuangkan semenjak periode Makah, bukan monopoli
kehidupan Nabi di M-dinah. Lihat dalam Abdurrahman Mas'ud, “Menyoal Istilah
Masvaiak it Madani”, dalawy Swara Merdeka, 23 Januari 1999, Sebagai acuan uwsyrrakai
madmiti adalah Piagnr Madinadt (Madinght Ciarter); herisi rumusan tentany, prinsip-prinsip
kesepakaan antara kaum Muslimin Madinah di bawah pimpinan Nabi dengan berbagai
kelompok bukan Muslim untuk membangun me- yarakat politik bersama. Dalam piagam
ini juga dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperts
kebebasan meragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidupn—a sestai dengan
keyakinannva, kemerdekaan hubungan ckonomi antar golongan. Tetapi juga ditegaskan
adanyva suatu kewajiban umuny, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama Jdatam
menghadapi musuh dari luar. Lihat dalam Nurcholish Madjid, “Cita-cita polilik Kita”,
dalam Bosco Carvallo, asrizal, Aspirasi Unat Istam Indonesin, (Jakarta: LEPPENAS, 1983),
hal, 1-36.

“Civit society wrganized merupakan sebutan bagi masyarakat vang bergerak secaro
terorganisir, seperti di LSM (NGO). Mansour Faqih, Musyarakat Sipil sniuk Transfornims
Sostal: Pergolakan ldvologt 1.SM hidonesia, (Yogvakarta: Pustaka Pelajar, 19963, hal. 38,

""hMeskipun begitu, sebagian penulis ada vang berpandangan bahwa ketiga istilah:
civil socicty, masyarake! kewwrgaan, asydrahal madoni, termasuk pentherdayann masyarakat,
mempuny i ari vang berdekatan. Lihat Larry Diamend  “Rethinking Civil Society:
Toward Democratic Conselidation”, dalam Joserne! of Doy, Volume V, Nomor 3 Juli
1494, hal_ 5,

"ikat dalam Muhammad AS. Hikam, Demoxrasi a0 Op. Cit., khususrya

“Upava Islam dalam Membangon et Society”, hal 223-224,
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sampai ke Aristoteles. Hanya saja Cicerolah yang memulai menggunakan
istilah societis civilis dalam filsafat politiknya."” Dalam tradisi Eropa sampai
dengan abad ke-18, pengertian civil society dianggap sama  dengan
pengertian negara (the siafe), yaitu suatu kelompok atau kekuatan yang

1 Jadi pada masa itu

mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain.
istilah-istilah seperti kofnonia politike, societas civilis, societe civile, buergerliche
gesellschaft, dan civil sociefy dipakai secara bergantian dengan polis, civitas,
etat, staat, state, dan stato. Karena adanya pengertian yang sama ini, lidak
heran kalau J]. Rousszau kemudian menggunakan istilah so-istes civile dan
dipahaminya sebagai negara, di mana salah satu fungsinya adalah
menjamin  hak milik individu, kehidupan, dan kebebasan para
anggotanya.'™

Baru memasuki paruh kedua abad ke-18, civil society dimengerti
sebagai entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial
(sncial formdﬁon) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa
sebagai buah dari pencerahan dan modernisasi dalam mengh~dapi
persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-
rezim absolut.™

Dalam perkembangannya, civil saciety juga pernah dimengerti secara
radikal, vaitu dengan menekankan aspek kemandinan dan perbedaan
posisinya sedemikian rupa, sehingga menjadi antitesis dari negara (stafe).
Pemahaman seperti ini kontan mengundang berbagai rekasi dari para
pemikir kala itu. Hegel misalnya segera mengajukan “gugatan” tesis yang
berintikan bahwa ciwil society tidak bisa dibiarkan bebas tanpa adanya

kontrol. Civil society menurut pandangan Hegel justru membutuhkan

adanya berbagai macam aturan dan pembalasan-pembatasan  serta

Wi, hal. 1.
"hid., hal. 1.
I, hal. 1.
"Di antera lokoh vang mempelopori pemisahan negare dan masyarakat adalah
Johann Forster, Adam Ferguson, Tom Hodkins, Emmanuel Sioves, dan Tom Paine. Lihal

thid. hal. 2.
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penyatuan dengan negara lewat kontroi hukum, administrasi, dan politik.
Bagi ilegel, negara adalah sebuah aktualitas yang lahir karcna dalam
masyarakat selalu terjadi konflik, sehingga kemerdekaan sejati tidak akan
pernah timbul dalam masyarakat. Dalam negara-lah kemerdekaan itu
terwujud." Pandangan Hegel ini tampaknya banyak dipengaruhi oleh
pemikiran Aristoteles tentang negara, yang memandang perlunya negara
mempunyai kekuasaan yang lebih atas warga negaranya.

Meskipun begitu, dalam narasi besarnya, civil society tampaknya
selalu akan dimengerti dalam dua kutub besar, yaitu perfama, kutub
marxian-sosialistis, yang, meletakkan civil society pada dataran basis material
dari pola hubungan produksi kapitalis, dan karenanya keberadaan croil
society di sini disamakan dengan kelas borjuisi, di satu sisi, dan posisi
negara yang kuat di sisi yang lain. Dalam pandangan Marx, negara dilihat
sebagai kompensasi dari ketegangan dalam masyarakat yang murncul
karena pembagian kerja atau konflik kelas. Mengingat negaralah yang
dipandang mampu mengatasi konflik kelas di masyarakat yang saling
berlawanan."” Pandangan Marx inilah yang kemudian menempatkan
negara dalam posisi yang kuat, sebagai vkuran terakhir, dan pemilik ide
universal. Hanya pada daiaran negara, politik bisa berlangsung secara
murni dan utul, <chingga poisisi dominan negara menjaci bermakna

positif.™ Pandangan ini dalam pengertian tertentu sebenarnya (elah

WKuntowtjovo, “Agama dan Demokrast di Indonesia”, dalam Riza Noer Arfani,
(Ed.), Demokrasi Indonesia Kentemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 19903, hal. 29,

"Pandangan Marx ini diilhami dua pandangan sebelumnya. Pertaina, pandangan
tentang perbedaan negara dengen cieil society. Dalam pandangan Marx, manusia
dibedakan selain sebagai makhluk individu dengan segala kepentingan egoistisnys, jugn
sehagai makhluk sosial vang memiliki “rueeaor hidiup”, Negara dalam pandangan Marx
mewakili “rungun hidup” manusia dalam bentuk obvektinya. Karena dualisme sital
manusia inivang terkadang saling bertentangan, negara kemudian dipandang sebaga
sesuatu yang dapal memberikan individu hak-hak terlentu sebagai warga negara, Di simi
negara “seolali-clal” dipandang, sehagai bordiri sendini lepas dari anggote masyarakal
sehagai pembentuknva. Kedun, pandangan Marx vanyg mengatakan hahwa stjareh dan
scmua masyarakat vang ada hingga saac ini adalah <cjarah perjuangan kelas. Lihat
misalnya dalam Dovle Paul Johnson, Teort Sosiologi Klusik dun Modern, (Jakarta: Gramedia,
1994), hal, 134-147.

"t hid.
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menimbulkan persoalan, karena mengabaikan keman lirian individu vang
sebenarnya menjadi inti dari civil society. Apalagi dalam perkembangan-
nyva, negara ternyata hanya melindungi kepentingan dari kelas vang
dominan, borjuis, dalam masyarakat.'”

Kedua, kutub liberalis-kapitalistis yang cenderung elitis mengenai
kesadaran hukum yang legal-formalistik. John Stuart Mill, sebagai penganjur
liberalisme terkemuka mengatakan bahwa ciri masyarakat liberal-
kapitalistik didasarkan pada penghormatan kepada hak-hak yang dimiliki
setiap individu. Menurut Mill, setiap individu bebas menentukan pilihan
jalan hidupnya masing-masing. Negara melalui aturan hukumnya harus
memberikan kesempatan agar hak-hak tersebut semaksimal mungkin
dapat terlaksana. Satu-satunya kewenangan negara dalam membatasi hak
individu adalah mencegah agar masing-masing individu tidak melanggar
nak individu lainnya.

Dengan kata lain, salah satu prinsip etika dalam masyarakat liberal |
adalah kewajiban bagi setiap warga negara untuk menghormati hak-hak
warga negara yang lain sebagaimana ia sendiri ingin menghormati hak-
haknya, dan negara baru berhak melakukan intervensi ketika dalam
menjabarkan hak-haknya tersebut, warga negara tersebul melanggar hak-
hak warga negara lain Juga ncgara atau sicpa pur juga tidak berhak
memaksa atau menginlervensi agar warga negaranya menganut nilai
moral terleniu.

Dalam perspektif aliran filsafat eksistensialis, yang mengenal dua
macam kebebasan, yaitu “bebas duri” dan “bebys untuk”, kebebasan dalam
masyarakat liberal tampaknya lebih dekat pada “bebas dari”. Artinya
kekebasan dimengerti sebagai keadaan di mana campur tangan dari Juar
yang akan membatasi kebebasan itu dicegah. Dalam pengertian ini,
individu meminta supaya kebebasannya tidak dicampuri pihak luar,

tentunya sepanjang lidak mengganggu kebebasan individu lain. Bebas di

““:hf-ﬂ‘r., h(” 147,
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sini adalah bekis dari campur tangan pihak luar. Kebebasan dalam
pengertian “bebus duri” cenderung bernuansa negatif. Mengingat kenyataan
menunjukan bahwa tidak ada satu pun individu yang benar-benar hidup
sebagai individu. la akan selalu terkait pada suatu masyarakat. Karenanya
kebebasan individu sebagaimana digambarkan Mill hanya akan bermakna
filosofis, tetapi tidak pernah ada dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks keindonesiaan, kehadiran civil society setidaknya
dapat diruntut semenjak terjadinya proses pembentukan masyarakat baru
melalui proses industrialisasi, urbanisasi, modernisasi, dan terbentuknya
organisasi sosial modern. Fenomena civil society ini semakin jelas saat pra
dan pasca kemerdekaan, yang ditandai dengan lahirnya organisasi
modern, baik yang bersifat keagamaan maupun bersifat nasionalis.
Lahirnya sistem multi-partai setidaknya semakin memperkokoh
persemaian cioil sociefy di Indonesia.

Disayangkan, memasuki akhir 1950-an, pergerakan -rvil society
terhambat oleh sikap otoriter Soekarno yang memberlakukan Demokrasi
Terpimpin, di mana Soekarno menjadi simbol kekuasaan yang nyaris
tanpa batas. Kondisi seperti ini berlangusng hingga tumbangnya rezim
Crde Lama. Harapan baru akan tumbuhnya kembal civil seciefy tidak
sesuai dengar. harapan. Cive! sociefy hanya sempat “nidip” pada awal Orde
’aru sampai akhir 1960-an. Selebihnya sampai dengan tumbangnya rezim
Orde Baru, 21 Mei 1998 keberadaan civil society begitu terpasung.

Menurut Lukman Scetrisno,'"" ada heberapa  penyebab
“keterpasungan” civil society. Pertamng, kehadiran organisasi-organisasi yang,
lebih memposisikan diri sebagai organisasi “otorom-negara”. Padahal
semestinya kehadiran organisasi-organisasi lersebut bisa menjadi
persemaian bagi cioil society. Namun karena keberadaannya yang lebih

memposisikan sebagai “alat negara”, menjadikan cioil society tidak bisa

W jhat Lockman Sutrisno, Meniju Masyarakat Partisipatif, (Yogyakarta: Kanisius,

~ 1905} hal. 4¢6.
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hidup. Kedua, salah salu ciri penting cieil soctett adalah adanya toleransi
dari pemerintah terhadap “pikiran alternatif” yang datang dari rakyat,
termasuk kritik terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.
Semenlara di lingkaran elile penguasa Indonesia, masih cukup sedikit,
kalau tidak dikatakan langka, yang mau memahami makna pentingnya
“pemikiran  alternatif” dan  krittk dalam mencapai keberhasilan
pembangunan.

Ketiga, lemahnya peranan partai politik dan lembaga pers sebagai
wahana masyarakat untuk ikut serta dalam menyampaikan aspirasi bagi
proses pengambilan keputusan. Lemahnya kedua lembaga ini selain
lantaran scringnya terjadi pertentangan pada tingkat internal lembaga,
juga karena terlalu campur-tangannya penguasa dengan kebijakan-
kebijakannya yang memang ditujukan untuk memasung parpol dan pers.
Misalnya diberlakukannya undang-undang politik tentang kepartaian, dan
masih seringtiya ada pencabutan SIUPP.

Semenlara Soetandvo Wignyosoebroto mengartikan civil society atau
diz menycbutnya “muasyurakat warga” sebagai suatu model masyarakat
yvang tercipta berkal partisipasi yang penuh kebebasan oleh sejumlah
mar.usia vang masing-masing, dalam kedudukan yang bersamaan derajat,
berkomitmen untuk membangun bersama suatv komunitas polilik yang
disebut negara.'"' Dalam perkembangannya yang sekarang, menurut Garu
Besar Unair ini, “masyurakat warge” visa juga juga disebut sebagai suatu
komunitas politik translokal. Dalam komunitas yang seperti ini, partisipasi
warga negara bukan lagi sebatas pada hubungan yang bersifat politis, tapi
juga partisipasi dalam konteks hubungan yang “sudah mengandiung unsur-
unsur kultural” '

] "wmla;ui_v_o ;.’\'ign.l_‘\;as;-hmlu, "Masvdrakal Warga:  Prasyaral  Terwujudnya
Kehidupan Demaokratis dalam Bernegera”, dalam KOMPAS, 31 Maret 1998, iulisan yang
sama dimnat dalam Amien Rais, el al., fika Rakymt Beknasa: Upayr Memtbangan Musyarakut

Musdant dodant Keeltur Feadal, (Qakarta: Pustaka Hidavah, 1999, hal. 273-277.
" thid,

|
|
|
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Nurche lish Madjid mengartikan civil socicty atau dia menyebutnya
masyarakaf madani sebagai masyarakat yang berbudi lukur atau berakhlak
mulia, masyarakat yang berperadaban, yang bercirikan pada persamaan,
(egaliter), penghargaan terhadap seseorang berdasarkan prestasi, bukan
sebaliknya, prestise, seperti keturunan, kesukuan atau kedaerahan, ras,
dan lain-lain, keterbukaan partisipasi seluruh masyarakat, dan penentuan
pemimpin melalui pemilihan.'?

Nurcholish Madjid menambahkan bahwa pengertian masyarakat
madani juga mengacu pada kualitas civility, yang tanpa-nya, lingkungan
sosial akan hanva terdiri dari faksi-faksi, klik-klik, serikat-serikat rahasia
yang saling menyerang. Civility mengandung makna toleransi, kedediaan
pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan
tingkah laku sosial, dan juga kesediaan untuk menerima pandangan yang
sangat penting bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar atas suatu
masalah. Dan masyarakat madani inilah yang disebutnya sebagai “rumnah”
untuk berseminya demokrasi.'”

Pandangan senada datang dari Maswadi Rauf, yang mengartikan
masyarakat madani sebagai masyarakat yang mandiri, bebas, sukarela, taat
pada peraturan yang berlakuy, dan berfungsi sebagai alat pengawasan
terhadap negara. Masyarakat madani juga dimengerti Guru Besar llmu
Politik Ul sebagai masyarakat yang lterlepas dari kendali negara (penguasa
politik) sehingga negara tidak mendikte masyarakat untuk berbuat sesuai

dengan keinginan penguasa politik belaka. Sebaliknya masyarakat mampu

Nrurcholish Madjid, "Menuju Masyarakat Madani®, dalam Lhannd Our'an, Nomor
2, Tahnn VII, 1996,

"N urcholish Madjid, “Potensi Budava Nasional bagi Reformasi Sosial-FPolitik Mase
Doepan”, Mukclah, pada Seminar Nasional Majelis Wilayah KAHM] Jatim, dengan Tema,
“Orde Baru dan Visi Masa Depan’, Tanggal 21-22 Agustus 1996, Suravaya. Tulisan vang
sama dimual dalam Amicn Rais, ot. al., Jika Rakyat Bekuasi: Upaya Membangun Masyarakat
Madaai dalam Kultur Feodal, (Jakarta: Pustaka Hidavah, 1909), hal. 257-277, dengan Tudul,

. “Budaya Nasional, Masverakat Madani, dan Masa Depan Bangsa”,
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menentukan  keinginannva  sendiri sesual dngan  pandangan  vang
berkembang di kalangan warga masyarakat.'”

Semenlara  Mohammad [iasbi  Ash-Shiddicqy, mengartikan
musyarakat mudani scbagai masyarakat yang bersatu, yang dibina atas dasar
persamaan, kebersamaan yang saling tolong-menolong, mengedepankan
nilai atau prinsip keadilan, perdamaian, dan permusyawaratan dalam
setiap hal yang dihadapinya, sebagaimana masyarakat yang dibina Nabi.'™

Ernest Gellner, menyebut society madani atau masyqrakat madani
sebagai “varian tengah”.'" Pembenarannya, Barat dipandang telah gagal
dalam mencari pemecahan ketegangan antara pusat keagamaan dengan
arus reformasi dipinggirnya, yang kemudian berakhir pada jalan buntu.
Barat iuga dipandang terlalu individualistik dan cenderung mengabaikan
nilai-nilai sosial individu. Begitu juga masyarakat sosialis dipandang telah
gagal dalam membangun umat yang memeluk suatu ideologi dan
berusaha membeniuk masyarakat idamar, tapi hanya berakhir pada
pembentukan pemerintahan yang monolitik dan akuirnya gagal pula
membangun sebuah civil society yang ideal.

Selain itu, Ernest Gellner melihat civil society sebagai masyarakat
yarg memnunyai fungsi ganda. Perrama, membantu untuk memahami cara
kerja masyarakat lertenty, Jan apa perbedaarnva dengan dengan benluk-
bentuk organisasi sosial alternatif. Civil sociefy juga dimengerti sebagai
masyarakat yang memandang seca:a terpisah antara negara di satu sisi
dengan ckonomi di sisi lain. Negara di sini menjadi instrumen yang dapat

dan memang mengendalikan kepentingan individu yang ekstrim, dan

Maswadi Rout, “Masyarakat Madani (Civil Soviety): Akar Demokrasi di
Indonesia”, Makalah, vang disampaikan pada Seminar dan Workshop Schari, Strategi
Penguatan Civil Socicty, oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1 Okilober 1998,
di Holel Cemara, Jakarta.

"Pandangan  Mohammad Hashi  Ash-Shid dieqy  sebagaimana  dikutip - dalam
Nourouvzaman Shiddiqi, Figh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, (Yopyakarla: Postaka
Pelajar, 1997), hal. 156-157.

Mlihat Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil. Prasyarat Menajir Kebebasin,
(Handung: Mizan, 1949%4),
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pada giliranava negara dikendalikan oleh institusi-institusi yang berbasis
ekonomi. Ciofl sociefy sebagaimana dimengerti Ernest Geliner ini memang
mempunyai basis ckonomi yang cukup kuat. Dengan demikian tidak
memungkinkan adanya ideologi yang dominan. Ini koniras dengan
pemikiran Karl Marx, yang memposisikan negara sebagai sentral,
sementara individu-individu dibiarkan terpasung oleh negara.

Kedua, pada saat yang sama, civil society juga bisa membantu untuk
menjelaskan norma-norma sosial dalam masyarakal, menerangkan apa
yang semestinya harus didukung, dan mengapa mesti tertarik untuk
mendukungnya. Dalam konteks ini, menurut Ernest Gellner, civil society
sepertinya terlihat telah mengungguli gagasan seperti “demokrasi”, yang
meskipun dapal menyotori fakta bahwa kita lebih menyukai konsensus
ketimbang pemaksaan, tidak banyak mengungkapkan parakondisi-
prakondisi sosial-masyarakat bagi terciptanya keefektifan konsensus
umum JGan partisipasi.'™*

Sementara  Kunlowijoyo menyebut  masyarakat  madani  sebagai
sepadan dengan masyarakat etis (ethical society), yaitu masyarakat yang
dibentuk oleh kesadaran etis, bukan oleh kepentingan bendawi. Masyarakaf
etis ini olech Kuntowijoyo disebutnya sebagai pentahapan setelah cieil
sociviy. Dengan kata lain, ethical society tingkatannya lebih tinggi ketimbang,

cioil society.!”

20

Masyarakat madani juga dimengerti A. Munir Mulkhan,™ sebagai

masyarakat yang mempunyai kesadaran hukunm yang relatif tinggi karena

berperadaban tinggi pula. Munir Mulkhan menambahkan bahwa

"hid., hat, 228-226.
K untowijoyo berpandangan, untuk mencapai peradahan vang tinggi, masvarakat
harus melalui tiga tahapan. Pertamia, tahapan ganda, ketika kila terpaksa memilahkan
antara cieil socicty (masvarakat) dengan pelitical socicty (noparad. Kedua, tahap tunggal,
kotika kila sudah berhasil membangun cizif society (masvarakat sipil. Dan ketiga, tehap
aklir, vaitu ethical socicty (msprrakat ctis Lihat Kunlowijove, Blewtioem Polltik 0 Opo i,
hal, 224-230,

MAbde) Munie Mulkhan, “lslam dan Prasvarat Budava Masyaraket Madam”,

Cdalam Kompus, 25 Januar 1904,
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masyarakat madani adalah masyarakat yang i dalamnya terdapat suatu
mekanisme  induklif vang mencukupi kebutuhan memelihara  dan
menyembuhkan dirinya. Bukan negara atau elite agama, tetapi publik atau
umat itu sendiri yang menentukan apa yang baik dan benar bagi dirinya.
Salah satu bentuk mekanisme itu ialah sistem yang terbuka dan dinamis
yang menjamin hak-hak publik tanpa memandang status atau
latarbelakang sejarah dan primordialisme keagamaan. Seluruh sistem
hukum dan perundangan dibuat dan dijalankan untuk menjamin hak-hak
publik yang setiap saat bisa diubah dan diganti sepandang publik itu
sendiri yang menghendaki.'”!

Cruil society dalam pengertian masyarakat madani ini tampak begitu
ideal. Sebagaimana dimengerti Emnert Gellner, muasyarakat mudani
merupakan “varian tengah” ini, terbilang lebih menghargai nilai-nilai atau
hak-hak individu dengan berlandaskan pada nilai-nilai religius. Dalam
masyarakat liberal-kapitalistik, indiviau memang mendapatkan tempat
yang boleh dibilang “wyak”, namun mercka cenderung untuk
mengabaikan atau boteh dikatakan miskin akan nilai-nilai religius.
Sementara Jdalam masyarakat sosialis, hak-hak warga negara berada
dibawah bayang-bayang atau menjadi subordinasi dari kekuasaan negara,
yang dengan sendirinya hak-hak individvt menjadi terpasung. Negara
dalam perkembangannya bahkan hanya “sekedar” berfungsi sebagai alat

bagi kelas borjuis, yang berkuasa alau pemilik modal.

V.
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BABII
METODE PENELITIAN

Dalam Bab Il ini akan dipaparkan metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini. Beberapa hal yang saling terkait yang
akan dipaparkan berikut ini terdiri dari ruang lingkup penelitian, tipe

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh
tentang pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais dalam
konteks hubungan negara dengan agama. Pemilihan fokus penelitian ini
didasarkan pada kenyataan bahwa Abdurrahman Wahid dan Amien Rais
merupakan bagian dari sedikit cendekiawan Muslim Indonesia yang
sering melontarkan berbagai pemikiran politik, atau katakanlah
pernyafran-pernyataan yang sarat dengan muatan politik. [Di mana dari
pernyataan-pernyataannya tiuak jarang mengundang reaksi dari berbagai
kalangan, baik mereka yang pro maupun kontra. Selain itu, siapapun juga
tidak mengingkari bahwa kedua cendekiawan Muslim ini dalam beberapa
hal cenderung diidentikan mempunyai perbedaan pemikiran politik.

Adapun  setting  penciitian  ini, antara keduaanya ada sedikil
perbedaan. Untuk Abdurrahman’ Wahid dimulai akhir 1970-an hingga
sekarang. Sedangkan bagi Amien Rais setting-nya dimulai semenjak awal
1980-an hingga sckarang,. Perbedaan selting ini bukan tanpa pertimbangan.
Bagi Abdurrahman Wahid, akhir 1970-an merupakan awal karirnva
sebagai “benar-benar” ilmuwan, setelah sekian lama mengembara mencari
ilmu ke Timur Tengah, dan Eropa Barat, yailu di Universitas Al-Azhar.
Universitas Baghdad, Universitas Sorbonne, Perancis. Ini ditandai dengan
berbagai tulisannya di kolom-kolom media massa, seperti Tempo, dan
Kompas. Sementara bagi Amicn Rais awal 198(0-an merupakan awal

kiprahnya sebagai ilmuwan yang “sesungQuimya”, setelah sekian lama
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menimba ilmu di Amerika Serikat, yaitu di Universitas Notre Dame, untuk
program  Magisternya, dan  Universitas  Chicago, untuk program
Doktoralnya. Dengan pertimbangan ini rasanya perbedaan kurun waktu
vang, lidak berbeda lerlalu jauh ini, bukan sesuatu yang penting dalam

penelitian ini.

Tipe Penelitian

Bentuk penelitian ini berupa penelitian deskriptif atau descriptive
reseqrch. Lazimnya descriptive research, penelitian ini hanya bermaksud
untuk mengembangkan konsep-konsep yang tertera dalam penelitian ini.’
Penelitian int juga dilakukan hanya sebatas mengumpulkan fakta untuk
dianalisis, dan tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis.*
Penelitian deskriptif dapat juga diartikan sebagai prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan
subyek atau obyek penelitian: bis. individu, institusi, masyarakat, dan
lain-lain pada saat sekurang berdasarkan fakta-fukta yang tampak atau
sebagaimana adanya.” Ada juga yang mengartikan sebagai penelitian yang
bertujuan memberikan gambaran, deskriptif, tentang suatu masyarakat
alau suatu kelompok orang tertentu atan gambaran tentang suatu gejala
alau hubungan antara dua gejala atau lehih.?

Setidaknya ada empat alasan digunakannya metode deskriptif ini.
Pertama, melode ini dirasa tepat untuk melakukan mengukuran yang
cermat terhadap fenomena sosial,” seperti yang peneliti lakukan. Kedua,

metode deskriptif juga dirasa tepat untuk “memecahkan permasalahan

"Masri Singarimbun, “Metode dan Proses Penclitian”, dalam Masrn Singarimbun,
Solvan Effendy, (Ed.), Metode Penelitian Ssirovy, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 4-5.

“Sanapiah Faisal, formut-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi, {Jakarta:
Rajawali Pers, 1995), hal. 20.21,

Tihat Hadari Nawawi, Metade Pewclition Ridung Sostal, (Yopyakarta: UGM DPross,
1987), hal. 53

Irawan Sochartono, Metode  Penclitian Sosial: - Swuate Tekwik Penelition Ridunyg
Kescpahteraan Sosial dan fin Sosiad Tabmnge, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), Lol 37,

“Lihat dalam Masri Singanmban, "Metede dan Proses . Ope Cit, hal. 14,
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vang ada sckarang”.” Ketige, metode ini telah digunakan secara luas dan
meliputi lebih banyak scgi bila dibandingkan dergan metode penelitian
lainnya. Dan keempat, metode ini juga dipandang banyak memiberikan
sumbangan kepada ilmu pengelahuan melalui pemberian informasi yang
bersifat kekinian.”

Sebagai penelitian deskriptif, yang selama ini terkesan banyak
“diremehkan”, maka dalam peneltian ini nantinya bukan sekedar
mendeskripsikan lewat data-data yang ada, sebagaimana yang menjedi
fokus dalam penelitian ini, tapi juga berusana untuk mengembangkan
lebih jauh metode deskriptif dengan memberikan penafsiran yang
memadali (adeguat) terhadap data yang ada. Dengan kata lain, penelitian ini
tidak sebatas pada pengumpulan dan menyusun data, melainkan juga

berusaha menganalisis dan menginterpretasi tentang arti data yang ada.

Teknik Penqumpulan Data

Sebag~i benluk penelitian deskriptif, maka teknik pengumpulan
data yang akan digunakan: tentunya guna memperoleh data dan informasi
lainnya sebagai landasan untuk menjawab segala permasalahan dalam
penelitian ini, akan dipaparkan sebagai berikut. Pertama, mengumpulksn
data-data primer’ yang dipandang relevan dengan penelitian ini. baik
berupa dokumen, arsip atau terbitan-terbitan seperti Warta NU, Aula,
Taswirul Afkar, Santri terbitan PP’ RMI, atau buku-buku yang telah
diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif wva Nasr, . KPSM NU Yogyakaria, dan Suara

Muhammadiyah, serta publikasi media massa, baik koran, majalah, dan

"I dimaksidkan hanva sekedar sebagai pembeda dengan “penvelidikan historis”.
Lihat dalam Winarno Surakhmad, Dasar dan Tekuik Researcle: Peuganinr Metadologi s,
(Bandung: Tarsito, 1978), hal. 131 .

“Lihat Consuelo G. Sevilla, et. al., Penguntir Motode Penetitin, (Jakarta: U1 Press,
1693), hal. 72-72.

Pada tahapan raccangan penclitian, data-data ini schenarnva kami kelompokkan
sehagai data sckunder, namun lantaran data primer, ocrupa wawancara terbuka, vang
diharapkan bisa kami peroleh, ternvala kami idak memperolehnva. Berbagai alasan akan
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jurnal lainnya. Pengumpulan data mdel ini dirasa perlu. Dari kajian ini,
peneliti tentu merasa terbantu untuk mengetahui gambaran sesungguhnya
dari pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais.

Kriteria yang kami gunakan, pertaina, bentuk penelitian ini berupa
penelitian deskriptif. Untuk memperoleh validitas data, maka data
sekunder (dalam penelitian ini data sekunder berubah menjadi data
primer) menjadi sangat significant. Sebagaimana dimengerti bahwa
keuntungan dari pemanfaatan data sekunder selain peneliti diuntungkan
dengan data-data yang tersedia, juga yang mungkin cukup berarti, peneliti
bisa berhemat dalam hal biaya, tenaga, dan sudah tentu alokasi waktu
penelitian. Kedua, sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa media
yang kami sebutkan. Digunakannya media di atas sebagai sumber data
setidaknya melalui pertimbangan bahwa media inilah yang sering memuat
gagasan-gagasan pemikiran politik Abdurrahman Wahid maupun Amien
Raijs. Tentunya bukan hanya me-lia sebagaimana disebutkan di atas yang
kami jadikan sumber data, media lainnya pun kamu gunakan sebagat
sumber data. Karenanya di atas kami sebutkan bahwa disamping media
sebagaimana disebutkan di atas, data sekunder juga kami peroleh dari
jurnal, majalah, tabloid, koran, dan sebagainya, tentunya dengan menjaga
validitos data.

Kedua, melakulan kajian pustaka. Adapun fungsi kajian pustaka
sebagaimana dikatakan oieh Gay, antara lain (1) menyediakan kerangka
konsepsi atau kerangka teori untuk penelitian yang sedang direncanakan.
(2) menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. (3) memberikan rasa
percaya diri, sebab melalui kajian pustaka semua konstruk yang
berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Dan (4) menyediakan
temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulen penelitian terdahulu yang

dapat dihubungkan dengan penemuan dan  kesimpulan  yang kita
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1. kukan." Dan manfaat lain yang sering dilupakan, melalui penclusuran
dan telaah pustaka, dapat dipelajari bagaimana cara mengungkapkan buah
pikiran sccara sistematis, kritis, sekaligus ekonomis."

Kajian pustaka ini dilakukan dengan maksud bisa membantu dalam
memahami pernyataan atau pemikiran politik yang pernah ditawarkan
Abdurrahman Wahid maupun Amien Rais. Lainnya, sebagai penelitian
deskriptif dengan fokus kajian pemikiran politik, rasanya akan kesulitan
bila tanpa melakukan kajian pustaka, mengingat hampir sebagian besar
pemikiran politik Abdurrahman Wahid maupun Amien Rais telah
dituangkan dalam bentuk buku, jurnal, dan berbagai bentuk kepustakaan
lainnya. Selain itu, dengan Kajian pustaka, peneliti juga berharap bisa
menemukan benang merah pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan
Amien Rais dengan pemikiran politik yang berkembang sebelumnya,
katakanlah seperti pemikiran politik di lingkungan sunni yang banyak
menjadi rujukan cendekiawan Muslim.

K.iiga, pengumpulan data juga sedianya akan dilakukan melaiui
wawancara terbuka, interview guide atau sering disebut juga dengan data
primer,'! dengan subyek utama penelitian, dalam hal ini Abdurrahman
Wahid dan Amien Rais. Wawancara inj dilrkukan dengan maksud untuk
melakukan vecheck atau cross-check atas berbagni pernyataan dan atau
pemikiran politiknya terdahulu, baik dalam bentuk artikel di media massa
maupun dilakukan lewat makalah-malakah atau tulisan-tulisan ilmiah
lainnya. Selain itu juga untuk menguiji data atau sumber data yang tclah
kami peroleh sebelumnya. Wawancara juga dilakukan untuk menanyakan

beberapa hal yang berkenaan dengan realitas politik kontemporer.

"Sobagainmna dikutip dalam Corsuelo G. Sevilla el. al,, Pengantar Metode ... Op. Cit.,
hal. 41-32.

rawati Singarimbun, “Pemantfaatan Perpustakani”, dalam Masri Singarimbun,
Sotyan Eflendi, Metody Penelitian Swuroar.. Op. Cit, nal. 70-71.

"Lihat Koesdjaraningrat, Metode-metode Penelititian Masyirakad, Cetakan Kedua
diperbaiki dan ditambah, (Jakarta: Gramedia, 1981), hal. 173,
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Namun Jantaran berbagai b al, terlebih yang menyangkut kesibukan
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, wawancara terbuka tidak dapat
terlaksana.  Sebagai  gambaran, penulis misalnya sudah berusaha
melakukan wawancara dengan  Abdurrahman Wahid, baik dengan
mendatangi kediamannya di Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan
maupun berlama-lama menunggu Jdi Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta
Pusat. Bahkan untuk hal ini, penulis pernah sampai pernah menunggu
berjam-jam  di Ciganjur, namun juga tidak berhasii menemui
Abdurrahman Wahid. Selain karena kesehatannya belum berar-benar
pulih, juga karena banyaknya tamu-tamu “penting” yang antri untuk
bertemu dengan Abdurrahman Wahid. Begitu Juga terhadap Amien Rais,
penulis sudah berusaha melakukan wawancara, namun juga tidak berhasil.
Penults misalnya sudah berkali-kali datang ke Gedung Dakwah
Muhammadiyah, Menteng Raya, bahkan penulis tidak jarang bermalam di
gedung ini, namun juga tidck berhasil bertemu dengan Amien Rais.
Penulis juga sering bertantang ke PPusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan
(PP’SK) Yogyakarta untuk menanyakan jadwal kedatangan dan kegiatan
Amien Rais ke Yogyakarta lewat sekretaris pribadinya, Mbak Dian, namun
hasilnya juga nihil. |

Penulic tentunya  sargat  memakiumi  akan  kesibukkan
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, mengingat penelit}ian ini difakukan
bersamaan dengan sakiinya Abdurrahman Wahid yang memakan wakiu
cukup lama, dan juga bergulirnya reformasi politik yang ditandai dengan
berdirinya banyak partai politik. Selain itu, secara kebetulan dalam
penelilian ini menjadi orang penting di partainya. Abdurrahman Wahid
menjadi salah satu deklarator PKB. Sementara Amien Rais menjadi Ketua
Umum DPP PAN. Tentu ini semakin menambah kesibukan kedua
cendekiawan Muslim terkemuka ini. Belum lagi pelaksanaan kampanye
yang dirangkai dengan Pemilu 1999 yang juga banyak menguras tenaga,

pikiran, dan waktu dari kedua tokch reformasi ini.
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Tekniz Analisis Data

Sebagai penelitian deskriptif yang didalamnya sudah tentu sangat
membutuhkan berbagai tekhnik pengumpulan informasi, baik melalui
pengujian berbagai arsip, dokumen, dan berbagai data lainnya, maka
teknis analisis yang dirasa tepat dalam penelitian ini adalah teknis analisis
dokumen. Teknik ini sering disebut dengan analisis isi (content analysis).”

Beberapa konsep confent analysis di antaranya dikemukakan oleh
Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln."” Keduanya mendefinisikan content
analysis sebagai salah satu bentuk teknik penelitian untuk keperluan
mendeskripsikan secara obyektif, sistematis, dan kuantitatif tentang

+

manifestasi komunikasi. Robert Philip Weber,”* mendefinisikan content

analysis sebagai metodologi penelitian yang memanfaatkan prosedur untuk
menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen.

Dengan menggunakan confent analysis, laporan penelitian ini akan
banyak berisi kutipan-kutipan data. Ini tidak lain dimaksudkan untuk
memberikan gambaran, deskripsi atas penyajian laporan dalam penelitian
ini. Selain itu, dalam menganalisis data, kami juga akan berusaha untuk
bisa memaparkan sesuai dengan data yang kami peroleh atau dalam
bahasanya Moleong,‘:q sering diibaratkan sebagai orang yang meiajut,
schingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. Dengzan demikian, maka
peneliti tidak bisa n~:0111andang bahwa sesuatu itu memang demikian
keadaannya. Atau dalam konteks penelitian ini, maka apapun beniuk
pemikiran politik yang dimiliki Gus Dur maupun Mas Amien sebenarnya

bukan merupakan sesuatu yang memang sudah demikian adanya.

'3Noeng Muhadjir, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Edisi 1, (Yogvakarta: Rake
Sarasin, 1998), hal. 49.

YEgon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, Lffective Evaluation, (San-Fransisco: Jossey-Bass
Publishers, 19813, hal. 240,

""Lihat Robert Philip Weber, Basic Content Analysis, (Ba verly Hills: Sage Publication,
19863, hal. 9,

"Lexy 1. Moleong, Mdtadolugi Penclitinn Kualitatif, (Bandyng: Remaja Rosdakarya,

- 1995), hal. 6.
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B/BIV
ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS
DALAM SEBUAH BIOGRAFI

Pada Bab IV ini akan dipaparkan secara singkal biografi
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, yang menjadi subyek dalam studi
ini. Dalam paparan ini, di dalamnya akan diuraikan, antara lain latar
belakang keluarga, background pendidikan. Latar sosio-politik  yang
melingkupinya juga termasuk akan dibahas dalam bab ini. Perilaku dan
tindakannya yang “nyleneh” dan vokal sebagai implikasi dari watak
pribadi kedua cendekiawan Muslim berpengaruh ini juga akan

disinggung,.

Biografi Abdurrahman Wahid

“Ini bukan soal marah atau tidak. Sebab kalau scal itu (baca: kasus
Monitor), saya sendiri juga marah kok. Tapi sikap untuk melakukan
kekerasan-kekerasan, tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal, bahkan
sampai pada pencabutan SIUPP, itu semua ‘kan menunjukan sikap yang
tidak wajar, yang nggak bener pada sebagian dari umat kita (Islam). Nabi
kita tidak akan renda® hanya karena diangketkan oleh -Arswendo. Saya
tidak pernah setuju dengan pencabutan SIUIT apa pun. Bawalah ke
pengadilan, itulah penyelesaian terbaik”.! '..

“Saya nggak belain siapa-siapa, saya nggak belain Arswendo,
memang Arswendo juga kurang ajar, kok. Tetapi persoala.nya bukan di
situ. Persoalannya adalah bahwa demokrasi itu tidak bisa menerima
adanya pencabutan SIUPP terhadap siapa pun, ity berarti nggak

s _ar 2
Jdemokratis”.

Woihat wawanears Abdurrabman Wahid, “Kasus Monilor Yang Marah Cuma
14

Sedikit”, dalam Ldiior, 1990,
‘Lihot wawancara Abdurrabunan Wahid, “Sava tidok Menvimpang dari Umat”,

dalam Tiare, Tund 1991,
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So ;ok Kontraversi Nan Ulet
Dalam Membangun Budaya Demokrasi.

Kutipan di atas setidaknya bisa menjadi pijakan  untuk
menggambarkan figure Abdurrahman Wahid yang “nyleneh”, vokal, dan
kontroversi. Gayanya yang seperti “pemain ketoprak” ini oleh Abdurrahman
Wahid sudah dirajut semenjak dia mulai berkecimpung dalam discourse
pemikiran pada awal 1970-an. Hanya saja lantaran setiap lontaran
pemikirannya dipandang, tidak lazim untuk zamannya, penuh kontraversi,
dan selalu membuat orang “ferkejut”, tidak heran bila ada atau bahkan
banyak yang menganggap Abdurrahman Wahid sebagai cendckiawan
Muslim penuh kontraverst, “nyleneh”. Dan predikat ini secara konsisten
dipertahankannya hingga sekarang,.

Predikat ini tampaknya cukup tepat, bila mengamati sikap dan
pemikiran politik Abdurrahman Wahid, sejak kemunculannya sebagai
searang scientist sampai kemudian menjadi seorang aktor politik (political
player) yang cukup mumpuni, atau sebagai politisi paling ulung di era
1990-an, menurut Salim Said.’ Dalam berbagai scpak  terjangnya,
Abdurrahman Wahid nyaris selalu berseberangan dengan mainstream
sebagian cendekiawan Islam

Secara faktual asumsi ini tak bisa dibantah, hanya saja menurut Al-
Zastrouw, bila dikaji secara lebih jauh apa ya‘ng dilakukan Abdurrahman
Wahiu sebenarnya hal yang wajar dan biasa terjadi dalam proses
kehidupan. Jika dikatakan “nyleneh” dan kontraversi itu lantaran

keberaniannya untuk terbeda dan keluar dari kelaziman. Ini Jdiperkuat

‘Dalam pernyataannya, Doktor ilmu politik ini selain menyvebut Abdurrahman
Wahid, Socharlo juga dipandang scbagai political player yang cukup nlung. Pernvataan
martan ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKI) ini scbhagai komentar atas pertemuan
Abdurrahman Wahid dengan Socharto vang oleh Amien Rais disebuinya sehapar “dagelan
paling duhsyat”. Komentar Salim Said, lihat dalam Jaww Pes, 11 Desember 1998; Komeatar
Amien Rais dalam Qposisi, Nomor 21, Tahun t, 23-29 Desember 19498,

Lihat Al-Zastrouw Ny, “Gus Dur, lslam, den Demokrasi”, dalam Sware Merdeka, o

Desember 1994,

TESIS NEGARA DAN ISLAM MA'MUN MUROD



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
83

Emha Ainun Nadjib vang mer vebut Abdurrahman Wahid sebagai “orang
gtld” dalam sejarah. “Orang gila” yang dimaksud Emha Ainun Nadjib
adalah orang yang menggagas apa yang lidak digagas orang lain,
memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, dan membayangkan apa
yang tidak dibayangkan orang lain.”

Sementara Arief Hakim, menyarankan bahwa untuk memahami
Abdurrahman Wahid, ada tiga kunci yang harus diperhatikan, liberalisme,
demokrasi, dan universalisme. Bila kita memahami dalam bingkai tiga kata
kunci ini, apapun pemikiran atau langkah Abdurrahman Wah.d akan bisa
dimaklumi. Artinya, bukan Abdurrahman Wahid yang mendahului
jamannya, tetapi terkadang lidak sedikil orang yang terlalu konservatif, a-
priori, picik, dan sempit pandangan dalam mengekspresikan sepak terjang
Abdurrahman Wahid.® Ini tentunya terlepas dari sikap pro dan kontra
terhadap Abdurrahman Wahid.

Al-Zastrouw menamovahkan bahwa inilah sebenarnya yang menjadi
ciri khas Abdurrahman Wahid. Ketika seluruh masyarakat hanyut dalam
stlent cultur (budaya bisu), selepas Peristiwa Berdarah, 27 Juli 1994, ia justru
tampil beda dengan memberikan “terapi” kepada masyarakat melalui sikap
dan pandangannya vang sama sekali berbeda dari kelaziman. Jika dikaji
lebih dalam, apa yang dilakukaunya bukan sekedar latah, apalagi sckedar
mencari perhatian, lebih dari itu, ini merupakan “)l‘ce’rja kulfiral” guna
melakukan transformasi sosial.”

Dalam kasus Monitor misalnya, di saat mayoritas umat [slam
mengecam angketl yang dibuat Tabloid Monitor, Abdurrahman Wahid

justru sebaliknya, mengecam tindakan tersebut. Kecaman Abdurrahman

‘Emha Ainun Nadjib, “Bunga di Tepi Jalan”, delam JAWA POS, & Agnsius 1993
Tulisan i marupakan tanggapan atas tulisan Abdurrahman Wahid pada harian vang
sama, 27 Juni 1993, “Krisis Pemikiren dan Krisis Keterkaan”, vang kemudian menjadi
polemik paajang, dan mendapat tanggpan banvak pihak, dan ditatup dengan tiga tulison
Abdurrshman Wahid secara bersambung,.

“Lihat M. Arief Hakine, “Gus Duer dan Bemokrasi”, dulam BEKNAS, 10 Moej 1903,

“Al-Zaslrouw Ng., Gus D Op. Cib,
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Wahid ini biikan semata-mata membela Menitor, namun sikap umat Islam
dalam pandangan Abdurrahman Wahid sudah kelewat batas. Dalam
pengertian, sikap umat Islam jusiru sudah mengarah pada sikap anti-
demokrasi, misalnva meminta pencabutan SIUPP, termasuk juga upaya
melakukan pemboikotan terhadap Harian Kompas dan Gramedia Group.

Atas sikap politiknya ini, Abdurrahman Wahid harus menerima
kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan kyai yang tidak
sejalan dengan dirinya. Namun dasar sudah menjadi wataknya,
Abdurrahman Wahid pun menanggapinya dengan cuek saja. “Mari kita
lihat saja, mana yang benar dalam sejarah”.

Sebelumnya, Abdurrahman Wahid juga pernah melontarkan
berbagai gagasan yang terbilang “nyleneh”, katakanlah seperti menggant;
assalamu’aluikum menjadi “selamat pagi, sore ataw malam”, menjadi juri
Festifal Film Indonesia (FFI), membuka Malam Puisi Jesus Kristus di gereja,
sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, menjadi anggota MPR Fraksi FKP,
menebas usulan-usulan FPP yang berusaha memisahkan agama dengan
kepercayaan, kedekatannya dengan kelompok-kelompok minoritas,
terlebih Nasrani, menolak bergabung dengan ICMI, di kala sebagian besar
umat Islam mendambakan kehadirannya, termasul: juga keterlibatannva
scbagai ketua di Forum Demokrasi (Fordem), serta kunjungannya ke
negara Zionis, Israel. .'

Pandangan “nylenel” lainnya adalah dalam kasus Salman Rusdhie
dengan The Sutanic Verses (Ayat-Avat Setan)-nya, terbilan London 1987. Dj
kala hampir semua umal Islam di Indonesia, dan di belahan bumi lainnya
mengecam buku ini, Abdurahman Wahid justru menganjurkan umat Islam
untui membaca novel karya Salman Rusydie tersebut. Dalam pandangan
Abdurrahman Wahid, Muslim yang teguh tidak akan terpengaruh oleh isi
novel yang menghujat Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.
“Mungkin saja sehabis membaca karya novelis keturunan India tersebut

orang lalu murtad, tapi ite bukan salah novelnya, melainkan karena orang
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terscbul ingin mmirtad. Mengenai Fukuman bagi Salman Rusdhie, kita

serahkan pada Allah”."

Bukan hanya itu, dalam konteks pergulalan politik di tingkat elile,
Abdurrahman Wahid juga terbilang kontroversi dis vokal. Karenanya
tidak mengherankan kalau kemudian Abdurrahman Wahid sering
terhalang oleh berbagai rintangan. Akhir 1990-an sampai dengan
pertengahan  1990-an  merupakan masa penuh  tanlangan bagi
Abdurrahman Wahid dalam konstelasi politik nasional.

Muktamar NU ke-28, Yogyakarta, 1989, merupakan awal bagi
Abdurrahman Wahid vis 4 vis penguasa (Soeharto). Pada muktamar ini,
selain menghadapi manuver politik penguasa yang konon sudah mulai
tidak respek lagi’ Abdurrahman Wahid juga harus menghadapi
sekelompok tokoh NU, seperti K. Idham Cholid, KH. M. Yusuf Hasyim,
dan H. Mahbub Djunaidi, yang tidak lagi menghendaki Abdurrahman

1}

"Wahid terpilih kembali sebage? Ketua Umum PBNU." Namun karena

kuatnya dukungan yang diberikan muktamurin, Abdurrahman Wahid pun

fihal dalam LRITOR, Nomor 15, 22 Desember 1990,

"Tentang kelidak-respekan dan ketidak-sukaan penguasa terhadap Abdurrahman
Wakid —sebagai sikap atas pandangan-pandangannya yang terkadang terlalu menohak ke
alas, bava dalam laporan cksklusif BANGKIT, Nomor 017, Tahun 1, 18-24 Januari 1999,
Ketidak sukean penguasa ini juga disampaikan langsun, Abdurrahmeéa Wahid pada
acara Cpen Howse, 1-15 Ramadlan 1419 .

" ’paya menghambat Abdurrahman Wahid sebenarnya sudah dilakukan sejak
berlangsungnya Munas Alim Ulama dan Konbes NU di PP, Thva Ulumuddin, Cilacap, 15-
18 November 1987, Upaya bu lebih banyak dilakukan kelompok yang tidak suka pada
sepak terjang Abdurrahman Wahid. Alasan mercka biasanya berkisar pada sikap
maupun pemikiran Abdurrahman Wahid vang “mylenclt”. Selain itu juga lantaran karena
perzonian klasik menghadapi Pemilu 1987, yang bagi NU era Abdurrahman Wahid
merupakan pengalaman pertama selepas kembali ke Khittah 1926, Tarik-menarik antara
kelompok “NU pelitik” dengan “NU kultural” saal itu membuat warga nahdlivin bingung,
schingga Khittah ditajsirkan “plus-pinus”. Perang falwa pun terjadi antara kelompok
khitlah dan kontra-Khitlah, Kekecewaan ini kemudian dibebankan pada Abdurrahman
Wahid, yang dipandang tidak mampu menjadi Ketua Unum PBXU. Lewal Munas dan
Konbes NU  inilah ada  upava-upava, perfama, menggeser atau mutasi  jabatan
Abdurrahman Wahid selaku Kotua Umum PBNU dengan pamannva, KH. M Yusuf
Hasvir. Dan hila ini gagal, maka kedua, diupayakan adanya Muktamar Luar Biasa
OMLB)., Namuen upaya-upava ini akhimva gagal lolal, Mengingat tidak mendapal restu
dari kvai-kyai “sepuit”, lermasuk KL As’ad Svamsul Aritin. Tentang hal ini likat Choiral
Anam, (B, KIT Asad Syamesul Arifie: Rivayat Hidup den Pevpangaimp, (Surabava:

Sahahat [, 19943, hal, 91-1(4.
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tidak terbendung untuk kembali menduduki japatan Ketua Umum PBNU
kedua kalinya. Bahkan pada Muktamar yang pemilihannya dilakukan
secara langsung dan demokratis,”" Abdurrahman Wahid melaju sebagai
calon tunggal. Mengingat calon lainnya, yailu KH. Yusuf Hasyim, pada
tahap pencalonan hanya mampu memperoleh 32 suara, yang berarti tidak
memenuhi syarat untuk menjadi ketua, sebab untuk menjadi calon ketua
setidaknya harus didukung oleh 40 suara.

Pasca berlangsungnya Muktamar Yogyakarta ini, tepatnya satu
minggu sclepas PBNU mengumumkan susunan kepengurusan untuk
reriode 1989-1994, memang sempat terjadi apa yang kemudian lerkenal
dengan sebutan mufarrakah (memisahkan diri) yang dilakukan seorang,
ulama kharismatik asal Sukorejo, Situbondo, KH. As’ad Syamsul Arifin."
Namun itu tidak berpengaruh banyak bagi Kabinet Abdurrahman Wahid.

Hal ini tampaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu, pertama, mufarrakah

"Sistem  pemilihan, baik untuk jabatan Rais Aam Svuri‘ah maupun Ketua
Tanfidziyah pada Muktamar Yogvakarta berbeda dengan Muktamar Situbondo. Pada
Muktamar Yogyakarta, pemilihan dilakukan secara langsung oleh peserta muktamar,
schingga mengesankan ' sangat demokratis. Sementara pada Muktamar Situbondo
menggunakan sistem ahl al-hall wa al-agdh, orang-orang vang memenuhi syarat untnuk
mengikat dan membubarkan segala keputusan awn orang yang ahli untuk meluriskan
dan memecalikan masalan, dan seriag disebut juga deng.r sistem formatur atau sistem
“hay'al terbacas”. ali al-hall wa al-agdl, merupakan salah satu <istem pemijihan dalam
Islam. Sistem ini termasyk pernah diterapkan pada saat pemilihan Abu Bakar sehagai
khalifah pengganti Nabi Muhammad, di mana Abu Bakar setelah dilakukan pemilihan
olch clite umat. Dalam Muktamar Sitnibondo duduk scbhagai alil al-hall wa al-agdt, KH.
As’ad Syamsul Arifin, dengan anggota KH. Al Maksum, KH. Syamsuri Baidlawi, Kii.
Romli, KH. Rofi'i Machfudz, KH. Ali Hasan Achmad. Ketua dan anggota aftl al-hall wa al-
agdl inilah yang kemudian menyusun kepengurusan PBXU periode 1984-1089, Teniang
sistem aldd al-hall wa al-ugdl, baca di antaranva dalam Fathi Osman, “Bay’ah Al-Imam;
Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam”, dalam Mumtaz Ahmad, Muasalai-
masatah Teori Politik ishun, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 75-116. Ahmad Svalfi’i Ma’arif,
I7%aen dun Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalane Konstituante, (Jakarta: LP'3ES,
1996), hal 10-40.

“tkhwal mufarrakalt lantaran Kvai As'ad kecewa terhadap kepengurusan PBNU
1984-1989. Selain itu, juga kecewa terhadap sikap dan tindakan Abdurrahman Wahid
yeng “nylench”. Dalam pandangan Kyai As’ad, sikap “wylench” vang ditampilkan
AbAurrahman Wahid bukanlah pencerminan sikap seerang mihitiyin. Meski melakukan
nuifarrikal, Kyai As’ad tetap menghormatinya. “Abdurrahman Wahid i cucu HUTU Savd,
jadi saya menghormalinya seperti sava menghormati guru sava”. Tenlang wmnfarrakid
Kvai As’ad, lthat laporan utima Tempo, 26 Nopember 1989; Laputan Kiusus Tolmiireng,
lenuari 1940,
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yang, dilakukan KH. As’ad Sy imsul Arifin lebhih bersifat pribadi. Ini
scbagaimana ditegaskan sendiri oleh KH. As’ad Symasal Arifin," sehingga
keberadaannya tidak mengingal warga nahdliyin lainnya. Kedua, inufarrakah
ini tidak diikuli ulama-ulama sentral lainnya. Persoalannya akan menjadi
lain bila mufarrakah ini diikuti oleh ulama-ulama atau person-person yang,
duduk dalam kepengurusan PBNU lainnya.

Sejak  terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU, sikap
Abdurrahman Wahid semakin kritis. Ketika melibat bangsa semakin
terkotak-kotak oleh perilaku sektarianisme yang ditampilkan oleh segelintir
elite bangsa ini, Abdurrahman Wahid bersama sejumlah tokoh “marjinal”,
mendirikan  Kelompok Kerja (Pokja) Forum Demokrasi {Fordem)."
Berdirinya Fordem, menurut Abdurrahman Wahid  berangkal dari
keprihatinan akan menguainya rasa mementingkan golongan. Sementara
semangat kebersamaan makin melemah. Demokrasi dan kepenlingan
bersama juga kalah dengan <ikap sektarianisme.”” Keprihatinan inilah yang
mengilhami  pertemuan Jdi Cottage <Jisarua, Sogor yang kemudian
melahirkan Fordem.

Sikap  kritis  dan  kevokalan  Abdurrahman  Wahid  semakin
“mengyilu” ketika harus menyebut Soeharto sebagai “orang bodoh” dalam A
Nation in Waiting. Dalom buku karya Adam Schwarz, jurndlis asal
Australia ini di antaranya dikatakan, “Presiden Seoharto mengabaikan

pendapat Abdurrahinan Wahid adalah karena kebodohannya dan karena

PLihat dalam Surabuiya Post, 3 Desember 1989,

"Selain Abdurrahman Wahid, pendirt Fordem adalah Bondan Gunawan, Sutjipto
Wirosardjeno, Aswab Mahasin, Eko Tiokrodjove, YB. Mangunwijaya, Todung Mulva
Lubhis, Rakhman Toleng, Kristia Kartika, Marsilam Simanjuntak, M. Sasmovo, Djohan
Effe.dy, Taclani Ishaq, Gaftar Rakhman, Dhaniel Dhakidae, dan Mudji Sutrisno. Fordem
sendirl haru saja mengadakan suksest kepengurusan, 14-15 Agustus 1999 yang lalu,
menyusul pengunduran-diri Abdurrahman, sebagai Ketua Kelompok Kerja Fordem, pada
tanggal 25 Juli. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai kelua Pokja Fordem sejak
didirikan pada Maret 1991, Terpilih sebagai pengganti Abhdurrahman Wahid adalah
Bondun Gunawan. Dalam kepengurusan para ini Abdurrahman Wahid tetap menjadi
angpota ekl

PLihat wawancare Abdurrahman Wahid, “Kanu tidak Menvusun Kekuatan”,
dalam TTMPO, 13 April 19491,
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ketidak-inginan presiden akan adanva orang vang berada di luar
kendalinya tumbuh menjadi kuat”.”

Pernyataan Abdurrahman Wahid ini sudah tentu semakin membuat
penguasa (Socharto) jengkel dan mendendam. [Lewat Muktamar Cipasung,
penguasa tampaknya benar-benar menjadikannya sebagai arena guna
melampiaskan  kejengkelan dan dendamnya terhadap Abdurrahman
Wahid. Pada muktamar ini Abdnrrahman Wahid digarap “habis-habisan”
oleh penguasa dengan memanfaatkan orang-orang kepercayaan Soeharto
waktu itu, seperti Letjend R. Hartono, yang saat itu menjabat Kassospol
ABRI dan kelompok politisi NU, seperti Cholid Mawardi, Slamei Effendy
Yusuf, dan Abu Hasan.

Jauh sebelum berlangsungnya Muklamar Cipasung, Abdurrahman
Wahid sudah menegaskan bahwa dirinya tidak akan lagi mencalonkan dan
dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU. Bagi Abdurrahman Wahid, dua
periode  rasanya sudah cukup. Namun tiga bulan menjelang
berlangsungnya Muktamar Cipasung, Abdurrahman Wahid mendadak
menyatakan bahwa dirinya siap dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU.
Perubahan sikap ini lantaran Abdurrahman Wahid melihat indikasi yang
cukup kuat bahwa kelompok politiss NU berusaha mwengincar jabatan
ketua umum. Ini sebagaimana ditegaskan Abdurrahman Wahid, “Kalaw
NU dipimpin politi'Si, keadaannya akan seperti sebelum kembali ke Khittah
1926, maka habislah jerih payah kita selama 10 tahun”, “NU hanya akan

"Munculnyae pernyataan Gus Dur ini lantaran  Socharto dipandang  telah
mengabaikan peringatan dirinya terhadap ICM1. Dengan lahirnya ICMI, Gus Dur
mengkhawatirkan situasi vang terjadi di Al-Jazair terjadi pula di Indonesia. Namun oleh
Soeharto, peringatan Gus Dur ini tidak ditanggapinya dengan serius. Maka tok aval
akhirnva muncul kalimat, “Two reason stupidity, and becanse Socharte dovsi’t want to see
anyorne he docsn’t control grow strong” Konon sebagaimana pernah dituturkan Gus Dur,
scbenarnya telah tefjadi salah penafsiran. Menurut Gus Dur, dirinva tlidak pernah
menganggap Socharto bodoh, sebaliknva Gus Dur menganggap dirinva vang bodoh.
Menurut Gus Dur, kenapa dirinya mesti berkirim surat “peringatan” pada Socharto,
lenang semakin mengualnya sektarianisme dan primordialisme, kalan kenyataonaya
tidak ditanggapi secara serius. “Inilah kebodohan saya”, tutur Gus Dur. Lebih jauh lihat
dalam Adam Schwarz, # Naton in Waiting: hudonesia ir The 19905, (Ausiralia: Alen &
L nwin, 1994), hal. 188,
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dijadikan komaoditas untuk me cari kursi dan alat tukar-menukar berbagai
fasilitas. Karena itu hakekal Muktamar Cipasung adalah memperjuangkan
kemenangan tetap berada di bawah NU”."

Ada beberapa alasan mengapa penguasa memandang perlu untuk
intervensi  dan menjegal pencalonan kembali Abdurrahman Wahid.
Pertama, figur Abdurrahman Wahid vyang semakin “ugal-ugalan”.
Abdurrahman Wahid dipandang sering mengganggu perguliran politik
yang dibangunnya. Selain ilu, Abdurrahman Wahid dipandang semakin
kritis dan selalu menyentil segala kebijakan penguasa yang tak sejalan
dengannya. Abdurrahman Wahid juga dipandang mempunyai jaringan
internasional yang cukup kuat.

Kedua, dalam lima tahun terakhir, NU di bawah kepemimpinan
Abdurrahman Wahid sepertinya kembali ke era 1970-an, meskipun dalam
nuansa politik yang berbeda. Sebelumnya, politik NU disalurkan lewat
“panggung politik”, yaitu iewat fusi empat partai Islam ke dalam PPP,*
sckarang disalurkan lewat “pelitik tanpa panggung”.” NU menjadi ormas
yang scring melakukan kritik, pressure, dan berbagai tindakannva terkesan
konfrontatif dan radikal?® Ketiga, penguasa merasa perlu intervensi,
mengingat tahun-tahun mendatang sampai dengan 1998 merupakan masa-
masa rawan. NU sebagai ormas terbesar tentu mempunyai potensi untuk

ikut bermain dalam situasi rawan terscbut. Karena potensi ini, penguasa

“Lihat dalam Warte, Januari 1995 Pernvataannya tentang hal ini diwgaskan
kembali pada ceramahnya di LAKPESDAM NU. Lebih jauh lihat Warta, Mei 1990,

"Keempal parlai [slam dimakeud, yaitu NU, MI (Parmusi), PSIL, dan Perti. Lehih
jauh lihat, Syamsuddin Haris, PPP dai Polittk Orde Barn, (Jakarta: Grasindo, 1991).

"Panggung politik” dan “politik tanpa panggung” meminjam istilah vang
ditawarsan Sofwan Helmy. Lihat Sofwan Helmy, “NU Menuji: Politik Tanpa Panggung”,
dalam Jawn Pos, 14 Juli 1994,

“Tindakan NU vang terkesan sangat konfrontatit dan radikal terlihat dalam “Kasis
Beda Lebaran™ dan Pembelaan terhadap Dar al-Argan (al- Arqain), di saal pemerintah, MU,
dengon didukung ormas-ormas Istam menganggapnya sebagai aliran sesal. Namun itu
semua dilakukan lebih karena prinsip, dan pendekatan keagamaan NU semata, Tidak
ada nialan aatuk konfrontasi, apalagi makar terhadap pemerintah. Tentang sikap
keagamaan MU dalam soal beda Teharan dan pembelaaanva ternadap Dar af-Argant (al-
Avrgumt}, ihat dalam Warta, Apzil; Juni 1994,
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merasa perlu intervensi, dengan harapan NU bisa diajak seiring dan
scjalan dengan keinginan penguasa.

Salah satu bentuk intervensi adalah soal “pukef kepengurusan”, yang
menempatkan Cholid Mawardi dan Slamet Effendy Yusuf, masing-masing
sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU.?' Intervensi penguasa
kali ini terbilang cukup transparan bila dibanding dengan pelaksanaan
muktamar-muktamar sebelumnya. Ini setidaknya tergambar dari sikap
penguasa, ketika jagonya, Cholid Mawardi disinyalir tidak memperoleh
dukungan yang berarti dari para muktamirin, penguasa kemudian
memunculkan nama Abu Hasan, yang sebelumnya kurang begitu dikenal
di kalangan warga nahdliyin.

Namun karena solidnya kelompok Khittah dan kuatnya dukungan,
meski mendapat saingan berarti, Abdurrahman Wahid masih terpilih
kembali sebagai Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya. Pada tahap
pencalonan, Abdurrahman Wahid memperoleh 157 si'ara, sementara Abu
Hasan dengan 136 suara, Fahmi Djufri Saefuddin 17 suara, dan Cholid
Mawardi dengan 6 suara. Sesuai peraturan, hanya calon yang memperoleh
minimal 10 suara berhak mengikuti tahap pemilihan. Pada tahap

pemilihan, Abdurrahiman Wahid memperoleh 174 suara, setelah mendapat

Ll

Msu “paket kepengurusan” ternyata bukan sckedar isi. Ini setidaknya pernah
disampaikan KH. Aziz Masyhuri, yong mengatakan bahwa dirinya pernah “dimarahi”
clite NU Jawa Timur pada Seminar dan Bahsul Masail, di Malang, 1994, perihal ulah
Letjend. R. Hartono, Kassospol ABRI, vang mweaclepon kyai-kvai seluruh Indonesia,
termasuk  Jawa Timur dalam upava mengegolkan calon—alon vang dikehendaki
penguasa. “Apa syuri‘ah jatim sudah kalah sebelum berlanding”. Bukan hanya itu,
penguasa juga memanfaatkan bupati, kakansospol. Terhadap peserta muktamar yang
kebetulan “pamit” mercka juga menitipkan atau berpesan untuk tidak memilik
Abdurrahman Wahid atau saat itu terkenal dengan ABG (Asal Bukan Gus Durl.
Mendengar adanya isu “paket kepengurusan” ini, kelompok Khittah yang di dalamnya
terdiri dari para pengasuh pesantren yang berasal dari Jakarta, Jabar, jateng, Yogyakarta,
dan Jatim, langsung merapatkan barisan dengan mengadakan pertemuan di Pesantren
Liya Ulumuddin, Cilacap. Hasilnya menyatakan dukungan lerhadap Abdurrahman
W.hid untuk tetap memimpin PBNU periode 1994-19%9. Tentang hal ini lihat KOMPAS,
29 Nopember 1994, Sementara berkaitan dengan pernvataan Kb Aziz Masvlur,
merupakan hasil wawangara penulis, tanggal 28 Juni 1995 di Denanyar, Jombang, dalam
rangka pembuatan Skripsi, dengan judul, “Perileku Politik Kvai rfasca Muktamar
Situbondo: Studi di Kabupaten Jombang”.
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tambahan dari TFahmi Djufri Saefuddin yang berada di barisan
Abdurrahman Wahid. Abu Hasan dengan 142 suara, setelah mendapat
tambahan sebanyak 6 suara dari Cholid Mawardi.*”

Kegagalan penguasa menjegal Abdurrahman Wahid berbuntut
panjang. Kepengurusan PBNU periode 1994-1999 sampai tumbangnya
rezim Orde Baru (Soeharto), 21 Mei 1998, belum pernah diterima secara
resmi. Dalam kurun waktu ini antara Abdurrahman Wahid dan NU
dengan penguasa boleh dikatakan putus hubungan (komunikasi). Sampai-
sampai BJ. Habibie lewat Soetjipto Wirosardjono pernah meminta
Abdurrahman Wahid untuk mundur sebagai Ketua Umum PBNU.
Tujuannya, konon agar NU tidak mengalami kesulitan dalam
berkomunikasi dengan penguasa.

Gagal diterima Soeharto, sikap politik Abdurrahman Wahid justru
semakin “garang”. Pasca meletusnya Peristiwa 27 Juli 1996,” Abdurrahman
Wahid langsung menohak Sorharto dengan sebutan Marcos.* Pernyataan
Abdurrahman Wahid ini tidak lain sebagai tanggapan atas pernyataan
Syarwan Hamid, Kassospol ABRI waktu itu, di depan pengurus MUI, dan
crmas Islam lainnya, kecuali NU, 12 Agustus 1996, yang menyatakan
bahwa Megawati berkeinginan membangun kekuatan fisik untuk
menggantikan pemerintahan yapg ada atau syai. Menurut Syarwan
Hamid, yang sekarang menjabal Menteri Dalam Negerf; ada sekelompok

elite masyarakat yang menghendaki Megawati menjadi Qorazon Aquino.”

| ZTentang hal ini, termasuk persoalan seputar Muktamar Cipasung, lihat dalam
! PBNU, Buku Putilt: Seputior Muktamar NU Cipasung, (Jakarta: PBNU, 1996): Choirul Anam,
| Memba,iding tHah GPK Al Hasan, (Surabaya: Majalah NU AULA, 199%).

| _obik jauh tenlang Peristiwa 27 Juli 1990, lihat Lukas Luwarso, (Peny.), Peristinn
27 Juli, (Jakarta; ISA-AJL, 1997).

B Abdurrabmian Wahid secara implisit memang tidak menyehat Socharto schagai
Marcos, die hanya mempestanyakan kalau beiul Megawali disebut-sebul sebagai Aquino,
lontas siape Marcos dan Kardinal Sin-nyva. Dari berbagei opini vang berkembang di
masyarakat, konon Abdurrahman Wahid discbut-sebut sebagai Kardinal Sin-nya, dan
Marcos-nya sudah tentu Socharto.

TLihat delam Jarw Pos, 13 Agustue, 199,
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Kebekuan Abdurrahman swahid dengan penguasa (Soeharto) baru
mencair ketika keduanya “herjubat tangar:” dalam acara Musyawarah Kerja
Nasional (Mukernas) Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), 2 Nopembe:
1996, di PP. Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo. Dalam acara ini untuk
kali pertama semenjak Muktamar Cipasung, 1994, Abdurrahman Wahid
bersalaman dengan Soeharto.®

Mengomentari pertemuannya dengan Soeharto, Abdurrahman
Wahid mengatakan bahwa itu merupakan bentuk “koreksi atas koreksi” dari
sikap Soeharto selama ini. “Sebelum tahun 1980-an, gerakan Islam belum
mendapat santunan, atau kalau dilihat dari sudut lain, kurang mampu
memanfaatkan peluang. Memasuki tahun 1980-an, umat Islam mulai
mendapat peluang, ini ditandai dengan naiknya Tri Sutrisno, seorang
lentara santri, yang konon sering mengaku tidurnva di langgar (musholla)
dari KSADD menjadi Pangab. Di sini menunjukan bahwa orang-orang santri
juga mumpuni”.®

“Akan tetapi memasuki tahun 1990-an, ditandai pula oleh
kecenderungan untuk mengambil pihak santri yang justru berpikir “sangat
politis”, dalam hal ini adalah ICMI. Mercka menginginkan adanya
dominasi totcl atas kehidupan politik, vaitu menguasai Golkar dar. PP
-ebagai orsospol, lalu birokrasi dan juga ABRIL. Muncullah kemudian
jenderal santri yang" sangat aktif dan agresif dalam memperjuangkan
kepentingan Islam. Ini tentu sangat mengejutkan. Apa yang mereka
inginkan tentu saja ditolak oleh vaug lain. Nah, memperhitungkan adanya
penolakkan itulah, Soeharto harus melakukan koreksi lagi atas sikap yang
mau  “sok dominan” itu. Jadi dengan kata lain, Socharto scbenarnya

bermaksud untuk mencari, katakanlah, bentuk final hubungan negara

“Lebih jauh, lihat Awla, No. 12/Tahun XVII/Desemlor 1996, SANTRI, No
007/ Tohun 11/Uesembes 199 Eftendy Choery, Gos 13ur - Dk Harto: Hiknodt Salanion
Genggong, Gakarta: Berita Yudha, 1940),

“Abdurrahman Wahad, “Yang, Mewakili Islam itu Stapa?”, Wawancara, dalam
Andi, Nomor 12/Tahun XVLIT/Desember 194956 hal, 43-4.
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dengan gerakan Islam. Di sini ah Soeharto melakukan apa yang disebut
“koreksi atus koreksi”, yaitu dengan cara menunjukan bahwa bukan hanya
ICM] scbagai satu-satunya vang bisa (dianggap) mewakili Islam, tapi
ormas Islam lainnya, seperti NU yang notabene ormas Islam terbesar pun

2R

bisa mewakili umat Islam”.

“Darah Biru® Pesantren
Sikap Abdurrahman Wahid yang “nyleneh” dan vokal, bagi sebagian

besar warga nahdliyin termasuk hal baru. Meski sebelumnya NU pernah
mempunyai tokoh sekaliber Subhan ZE, yang juga “nyleneh” dan vokal.
Subhan termasuk tokoh NU yang ingin mengeluarkan NU dari sikap
eksklusif-nya, mempunyai konsep tentang nation, konsep Islam secara
keseluruhan (kaffah). Subhan juga selalu menekankan tema demokrasi di
NU, dan ingin melepaskan NU dari tradisi kekeluargaan.*® Mahbub
Djunaidi melukiskan Subhan sebagai tokoh muda yang sering bentrok
dengan tokoh-tokoh tua yang menghendaki establishment. Ide-idenya
terkadang terasa sangat “aneh”, bahkan sama sekali asing di telinga para
kyai “sepuh”.” Sangat disayangkan, Subhan harus mengakhiri karirnya di
NU dengan suatw  pemecafan”.™

Di sinilah tampak perbedaan mendacar antara Abdurrahman Wahia
dan Subhan. Keduanya merupakan pribadi yang "'~ny;‘9neh" dan vokal,
namun Abdurrahman Wahid lebih bisa bertahan, dan lebih bisa diterima

oleh kyai-kyai “sepndi”. Lantas apa yang menjadikan Abdurrahman Wahid

.

*Tentang Subhan ZE, lihat dalam Arief Mudatsir, “Subhan ZE: Buku Menarik yang
Beluw Usai®, dalam Prisma, Nomor 10, Oktober 1983, hal. 59-72,

YPandangan Mahbub Djunaidi, sebagaimana dikutip dalam [iud., hal 70,

“Pemecatan ini sempat mengundang protes di kalangan generasi muda NU vang
simpatik pada Zubhan ZE. Belakangan diketahui bahwa pemecatan Subhan lantaran ada
keterkaitas dengon gava hidupnys yvang kurang disukai oleh para “kyai sepuht”, seperti
bergaya hidup Barat, suka pergi ke Jdisko, suka hidup berfoya-foya, dan gaya hidup
lainnya vang kurang disukai para kyai sepuh, jadi lebik versifal pritadi. Lihat dalam

.f'fl”'n‘:., hal 71.
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bisa bertahan di lingkar elite NU, meskipun rintangan, baik vang bersifat
horisondal maupun vertikal selalu menghadang?

Setidaknya ada tiga hal prinsip yang tampaknya perlu dilihat lehih
jauh untuk bisa menjawab pertanyaan, mengapa Abdurrahman Wahid
lebih mempu bertahan di lingkar elite NU? Pertama, menyangkul geneologi
Abdurrahman Wahid. Ditilik dari asal-usul keluarganya, Abdurrahman
Wahid termasuk “darah biru” pesantren dus NU. Abdurrahman Wahid
yang lahir di Denanyar, Jombang, 4 Agustus 1940, merupakarn anak dari
KH. Abdul Wahid Hasyim (Kyai Wahid).” Kyai Wahid sendiri merupakan
anak dari Khadratu al-Syaiklt KH. Muhammad Hasyim Asy’ari (Kyai
Hasyim), pendiri Pesantren Tebuireng, Jombang.™ Sementara ibundanya,

Nyai Hj. 5Siti Salekhah merupakan anak dJari K. Bisri Syamsuri (Kyai

“KH. A. Wahid Hasyim lahir di Jombang, 1 Juni 1914, Pendidikan: Pesantren
Tebu'-eng; Pesartren Siwalan, Panji, Sidoarjo; Desantren Lirboyo; Makkah, Saudi
Arabivah. Jabatan resmi di NU, dimulai sobagai sckretaris cabang Cukir (1937}, ketua
cabang Jombang (1938), Ketua Departemen Ma'arif PBNU, dan sejak 1932 sampai akhir
havainya menjadi Ketua Umum '8NU. Sementara jabatan di luar NU, di antaranva
menjabat ketua MIAL Ketua Masyumi, perintis pendirian sckolah Hizbullah, pendiri
Sckolah Tinggi Islam Jakarta, Kepala Jawatan Agama Pusat (Sumubuche, angota
terimuda BPUPKI, penaschat Jenderal Soedirman, dan Mezteri Agama sejak Cusember
1949 dungga April 1952, Da.i wafat 19 April 1953, dalam sehuah kecelay aan ketika beliau
mengadakan perjalanan ke Sumedang, Jawa Barat, menghadiri rapal NU. Kala itu Gus
Dur masih berumur 12 tahun. Kyai Wahid termasuk Pahlawan Nasional. Lihat berturut-
turut dalam Saifullah Ma’shum, (EJ.) Menapak Jejak Mengenal Watak: Sekilas Bingrafi 2o
Toakoht Nahidlatul Ulama, (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1994), hal. 309-330; Martin van
Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarion Wacmma Baru, (Yogvakarta: LKiS,
1994), hal. 299,

“KH. Muhammad Hasyim Asy’ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa
Nggedang (Pen: sekarang Tambakberas), Jombang. Pendidikan, Pesantren Wonokovo;
Pesantren Langitan, Tuban: Pesantren Trenggilis, Semarang; Pesantren Siwalan, Panji,
Sidoarjo; dan Makkah Saudi Arabivah. Kvai Hasyim merupakan gurt dari hampir semua
Kyai di Jawa, dan sebagian luar Jawa. Kvai Hasvim juga tormasuk pendiri NU, dan satu-
satu yang menyandang predikat Rais Akbar Svuri‘ah PBNU (selanjutnya hanva Rais
A’am Svuri’ah), pengasuh Pesantren Tebuireng, pemrakarsa Komite Hijaz, Kepala
Jawalan Agama Pusat (Sumubucho). Kyai Hasyim termasuk Pahlawan Nasional. Tentang
$vai Hasyim lihat berturut-turut dalam Imron Arifin, Kepemtingrinan Kyai: Kasus Pondok
Prsantren Tebuireng, (Malang: Kalimasahada Press, 190¢3), hal. 51-128; Saifullah Ma'shum,
(Ed.) Mewapak Jepak Mengenal Watak ... Op. Cit., hal. 53-71; Khoirul Fathoni, Muhammad
Zen, NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuaoah dengan Muharonadiyah, (Yopyakarta: Medio
Widva Mandala, 1992), hal. 1-11.
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Bisri)." Baik Kyai Hasyim mauw un Kyai Bisri, dan sudah tentu KH. Wahab
Hasbullah,™ scbagai kakak ipar Kyai Bisti merupakan founding father NU.
Dengan geneologi  seperti ini, maka tidak diragukan lagi bahwa
Abdurrahman Wahid telah berada pada posisi inti dalam kosmologi dan
emosi komunitas NU, meminjam istilah Gaffar Karim.™

Pertalian perkawinan sesama keluarga kyai ini merupakan kultur
dalam masyarakat pesantren, di mana kebanyakan para kyai
mengawinkan anak-anak perempuannya dengan santri-santrinya yang
pandai, terutama bila santri tersebut juga masih seorang anak atau
keluarga dekat seorang kyai. Dengan cara ini, di antara para kyai saling
terjalin kekerabatan yang intensif, tali-temalinya sangal kuat. Semakin
masyhur kedudukan seorang kyai, semakin luas pula tali kekerabatan

dengan kyai lain. Tidak terlalu berlebihan menyimpulkan bahwa

MKH. Bisri Syamsuri lahir di Pati, Jateng, 18 September 1886, wafat di Denanyar,
Jombang. Pendidikannva di tempuh di Pesantren Kajen, Pati; Pesantren Kasingan,
Rembang: Pesantren Bangkalan, Madura; Pesantren Tebuireng; dan wlakkalu al-
Mukarramah. Kyai Bisri merupakan pendiri Pesantren Mambaul Ma'rif, Denanyar,
Jombang. Semasa hidupnya pernah aktif di KNI, anggota Dewan Konstituante, angeota
DPR mewakili Partai NU, untuk kemudian mewakili PP, Kyai Bisri juga duduk sebagai
ketue Majelis Syuro DPP PP, dan pernah megjabat sebagai Rais A’apr PBMU
sopeninggal Kvai Wahab. Semasa meajadi anggota DPR Fraksi EPP, Kyai Bisri terkenal
sehagai Kyai vang vokal. Tentang Kyai Bisri, lihat Saifullah Ma‘shum, (Ed.) Menapak Jejok
Mengenal Watak ... Op. Cit, hal. 111-130; Humaidi Absussami, Ridwan Fakla AS, Biografi
L Raus A'am Nahdlan:! Ulama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 59-104.

"KH. Abdul Hasbullah lahir Maret 1888, di Tambakberas, Jombang, dan meninggal
=9 Desember 1971, Kyai Wahab merupakan anak Kil, Hasbullah, saudara sepuru Kyai
Hasyim. Pendidikannya ditempuh melalui Pesaniren Langitan; Pesantren Tawangsari,
Surabava;  Pesantren Bangkalan, Madura; Pesantren Tebuireng;  dan Makkatul
Mukarramah. Di Makkah di antaranya pernah bergurt pada ulama besar kelahiran
Indonesia, yaitu KH. Machfudz Termas dan KH. Achmad Khatib Minangkabau. Kyai
Wahab termasuk pendiri Taswirul Afkar, cikal bakal NU. Juga pendiri Naiuflabl Wathan,
Subansd Wathan, dan sudah lentu pendiri Nui. Termasuk juga pemrakarsa Comitte Hijuz.
Kyai Wahab juga pernah aktn di Masyumi, duduk di DPR mewakili Partai NU, juga
pernah menjadi Rais Aam Syuri‘ah PBNU, menggantikan Kvai Hasyim. Selain itu juga
pengasuh Pesantren Bahral Ulum Tambakberas, Jombang,. Tentang Kyai Wahab, lihat
Satfullah Ma’shum, (EdL), 1., hal. 131-145; Humaidi Absussami, Ridwan Fakla AL, 1bal,
hal. 23-50.

“Lihat dalam A. Gaffar Karim, Metaformosis MU dan Politisasi istam Indonesia,
ogyvakarta: LKIS, 1998), hal. 95,
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kepemimpinan pesantren di Jawa telah menjadi hak yang “terbatas” bagi
kelompok-kelompok tertentu, yaitu keluarga-keluarga kyai.™

Abdurrahman Wahid menikah dengan Siti Nuriyyah, gadis #sal
Tambakberas dan juga santrinya sewaktu mengajar di Pesantren Bahrul
Ulum, Tambakberas, Jombang. Perkawinan Abdurrahman Wahid sendiri
dilakukan melalui perkawinan wali atau perkawinan “jarak jauh”, tanggal
11 Juli 1968. Sebagaimana dituturkan dalam Horison, di saat harus
melangsungkan perkawinan, Abdurrahman Wahid masih berada di Mesir,
dan untuk kembali ke Indonesia sangat tidak memungkinkan. Kvai Bisri-
lah yang kemudian menjadi wakil penganten lelaki. Sementara resepsi
perkawinannya baru dilangsungkan sekembalinya Abdurrahman Wahid
dari Mesir, tanggal 11 September 1971.*

Dari hasil perkawinannya dengan Siti Nuriyyah, menghasilkan
empat orang anak yang kebetulan kesemuanya perempuan. Mereka adalah
Alisa Qotrunnada Munawwarah (Lisa), Zannuba Arifah Chafsof {(Yeni),
Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.

Kedua, tak kalah menentukan adalah kultur pesantren. Siapa pun
yang pernah “nyantri” di pesantren, akan menemukan suatu model
hubungan vang unik dan terkesan “fecdal”, aniava kyai dan santrinya. Di
pesantren, santri akan merasa takut bila berhadapan dengan kyainya.
Jangankan duduk;‘dalam satu forum, berpapasan dengan kyainya saja

sudah “kubur”, menghindar. Santri juga sungkan bila menatap wajah kvai.

“Bila melihat lebih jauh geneologi vang dibuat Zamachsyari Dhofier, tampak jelas
bahwa hampir semua pesantren besar atau kyai terkenal di Jawa teijalin kekerabatan
vang kenlal lewat perkawinan anak-anaknya. Tentang  geneologi pesantren, lihat
Zamachsyari Dhofier, Tradisi Pesantrow: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta:
LP3LS, 1994), hal. 62-68. Mohammad Ishom Hadzik, cucu Kyai Hasyim juga membuat
silsilah serupa bahkan lebih detail, Gus Ishom menelusuri silsilahnya dart Syach Maulana
Ishak. Sementara Dhofier memulainya dari KH. Shaikhah, keturunan kelima dari Syach
Meulana Ishak. Silsilah Gus Ishom lihat misalnva dalamr Zaenal Arifin Thoha, M. Aman
Mustofa, Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosiql N,
(Jakarta: Titian Nani Pers, 1997), hal, 8-4.

*Linat dalam Horisen, Nomor 7, Tahun XXIX, 1984, hal. 23,
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IJalam pandangan santri, mr natap wajah kvai bisa diarlikan menantang.

Dan itu sama halnya kurang, fawadi, tidak taat, dan bisa “kualat”.™>

Sikap santri yang seperli ini, konon sangat dipengaruhi faham
Persia yang kemudian diadopsi dalam kehidupan pesantren, yaitu berupa
penghormatan yang berlebihan terhadap kyai. Segala apa yang menjadi
dinamika kehidupan pesantren nyaris tidak lepas dari figure kyai yang
selalu dijadikan titik sentral dalam segala hal, sehingga peran kyai terasa
sangal dominan,* yang hal itu juga menunjukan kemiripannya dergan
peranan para mullah di Iran hingga dewasa ini.

Nurcholish  Madjid menambahkan bahwa selain  memberi
penghormalan kepada kyai, santri juga memberi penghormatan pada anak
kyai yang biasanya diikuti dengan panggilan kehormatan untuk anak kyai,
yaitu “gus”."" Nurcholish Madjid menambahkan bahwa salah satu yang
sangat mempengaruhi hubungan kyai-santri adalah kitab Ta’lium-u ‘I-
Muta'aliim, karangan Sveikh al-Zarnuji.* Dalam dunia pesantren, juga
dikenal apa yang dikenal ilmu ladw.i, tahu sebelum kejadian, suatu ilmu

yang hanya dimiliki ulama-ulama besar.

"Budaya tewardlu dan taat yang berlebihan memang mendominasi sehagian besar
kehidupan pesaniren, namun bila diamati lebih jauh, budaya i sebenarnva senakin
luntirr. Dalam artian, ketaatan kyai iciap ada, namun tidak berlebih-lehihan sebagaimana
terjadi pada masa lalw. Selain itu, pada diri kyai pun sudah:terjadi banyak perubahan.
Bila sebelumnya wajah feodal tampak sangat kental, sekarang sifat egaliter, kebersamaan,
muiai mengedepan pada dird banyak kyai. Kondisi ini lerasa pada beberap.. pesantren di
Jombang, Renibang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jakarta, danp pesantren lainnya yang
sudah menerapkan sistem pendidikan modern alau paling tidak semi modern Tentang
budava pesantren, lihat Zubaidi Habibullah Asv'ari, Morlitas Pendidikan  Pesantren,
(Yogvakarta: LKPSM-NU DIY, 1996), hal. 3145,

“Lihat delam Imron Arifin, Kepertimpinan Kyai ... Op. Cit., hal. 31-32.

“Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebual Potrot Perjalanan, (Jakarta: Yayasan
Paramadina, 1997), hal. 24,

“Dalam kitab ini dijelaskan bahwa salah satu cara menghormati guru, jangan
berjalan di depannya, jangan banyak bicara di dekatnva, jangan menanyakan sesuatu
ketika sedang kelelahan, dan menghormati guru berarti harus menghormati anaknya.
Scebagaimana dicerilakan guruku, Syaekhol Burhanuddin, pengarang buku Hidayvah
hahwa scorang ulama hesar Bukhara pernah sedang duduk memberi pengajian dan dia
berdiri disele-sela pengajian. Para murid bertanya akan hal yang kemudian dijawalmya,
“sesungguhnya putra guruku sedang bermain bersama-syma anak yang lain di jalanan.
Maka jike tampak olehku, aku berdiri sebagai perghormatan kepada guruku”.
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Budaya pesantren ini, scdikitnya menguniungkan Abdurrahman
Wahid. Sebagaimana disebut di atas, Abdurrahman Wahid merupakan
representasi “daral biru” pesantren atau Fachri Ali menyebutnya “pusering
dunyo nahdliyin” ¥ Abdurrahman Wahid adalah cucu Khadrat-u al-Syaikh
Kyai Hasyim, di mana hampir semua kyai di Jawa dan Madura, bahkan
banyak juga yang berasal dari luar Jawa pernah menjadi santrinya di
Tebuireng. Dengan posisinya yang demikian, membuat Abdurrahman
Wahid bergelimangan dukungan dari dunia pesantren. Bahkan karena
faktor ini, beberapa kali Abdurrahman Wahid menjadi tokoh yang nyaris
“tidak mempan” dari kritik. Semua kritik yang dialamatkan pada
Abdurrahman Wahid nyaris mental semua, sebabnya tidak lain karena
Abdurrahman Wahid adalah cucu Kyai Hasyim.

Beberapa kasus bisa memperkuat tesis ini. Pertama, ketika Kvai
As’ad melakukan nmufarrakah, beliau “tidak berani” mengajak kyai lainnya
melakukan mufarrakah. Beliau malah menvatakan bahwa mufarrakalt ini
bersuat pribadi. Dalam pandangan Kyai As’ad, ibarat imam sholat,
Abdurrahman Wahid telah “kentut”, sehingga batal sholatnya.
Konsekwensinya, Kyai As’ad melakukan sholat sendiri, namun tetap
dalam satu masjid (tetap di NU). Moski demikian, Kyai As’ad tetap
menghormati Abdurrahman Wanid. “Abduriahman Wahida iiu cucu gurn
saya, jadi saya menghormatinya seperti saya menghormati guru saya’”.
Pada kesempatan lain, Kyai As’ad bahkan pernah berseloroh, “seandainva
Abdurrahman Wahid mempuny»i anak perempuan, saya mau melamar
untuk menjadi menantunya”."

Kedua, ketika muncul Kasus SIDSB misalnya, yang menjadi korban
justru Gaffar Rahman, Sekjend PBNU waktu itu, sckarang Ketua PP

Ma’arif NU. Namun Gaffar Rahman yang alumni Pesantren Bahrul Ulum,

YLihat dalam Fachri AliL “Abdarrabhman dar Keai Ali Yafi'e”, dalam ditor, Na. 25,

7 Marel 1992,
MLihat Saul de Ornay, “Kvai Av'ad: Pilih Saja varg, Muda-Muda”, dalam Swara

Kirya, 21 Desember 1989,
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Tambakberas, dan juga tem: n dekat Abdurrahman Wahid pun tidak
merasa terlalu kecewa dengan pencopotan jabatannya. Kasus SISB
memang sedikit ganjil. Arifin Djunaidi, sekrefarisnya kala itu, sekarang
Wakil Sekjend PBNU, termasuk orang vyang paling merasa
bertanggungjawab, namun dia sendiri merasa bahwa pada hari
ditandatanganinya surat tersebut oleh Abdurrahman Wahid, dirinya tidak
masuk kantor.¥

Saat mencuat kasus ini, Abdurrahman Wahid sedang berada di luar
negeri. Dalam  menjelaskan  duduk persoalan Kasus SDSB  1ni,
Abdurrahman Wahid mengatakan, “Kalau saya salah, salahnya bersifat
syara’ atau administratif. Kalau kelalaian itu tidak ada masalah. Jadi
meluruskannya secara administratif”.”” Selain Gaffar Rahman, korban
lainnya KH. Ali Yafi'e, Wakil Rais Syuri’ah PBNU saat itu. Kyai yang juga

ahli figh ini menyatakan mengundurkan diri karena merasa Kasus SDSB
tidak diselesaikan secara adil."”

Ketige, peristiwa Muktamar Cipasung. Betapa pun kuatnya
intervensi penguasa dengan memanfaatkan politisi NU, seperti Cholid
Mawardi, Slamet Effendy Yusuf, dan Abu Hasan, termasuk juga

merebaknya prakek money politics, tolh Abdurrahman Wahid masih tetap

“Lihat dalam, “Sapir NU vang Upal-Ugalan”, dalam Mednr Indanesia, 1 Maret 1992,

"Lihat Agus dan Wahvu Maryadi, “Gus Dur dengan Berbagai Wajah”, dalam
Tempao, 16 Nopember 1791,

“selain kasus SDSB, mundurnva Kvai Ali Yafi’e konon juga lantaran kekecewaan
atas hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Lampung, 1992, Dalam Monas dan
Konbes ini dibicarakan tentang pengganti KH. Achmad Siddig, vang meninggal setahun
sebelumnya. Dalam acara ini akhirnya diputuskan hahwa pengganti KH. Achmad Siddiy
adalah KH. Ilya: Ruchival, pengasup Pesantren Cipasung, Tastkmalaya, Padahal sesuai
peraturan, yang berhak menggantikan KH. Achmad Siddig meslinya KH. Ali Yafi'e,
Wakil Rais Syuri'ah PBNU. Konon lidiax dipilihnya KH. Ali Yafi'e, lantaran dirinya
belum  dianggap schagai kvai “betulan”, apalagi unluk jabatan Rais A'am. Dalam
kacamata elite NU, scorang, kyai akan dipandang sebagai kyai “befulan”, bila kyai
bersangkutan stidah mempunyai pesantren. Ditilik dari pandangan ini, KH. AL Yafi‘e
dipandang belum memenuhi syarat sebagai Rais A'am Syuri‘ah PBNU, mengingat
dirinva befum memangku pesantren. Alite NU menganggap hahwa KH. Hyas Ruchiyat
lebih pantas sebagai Rais A'am Syuri’ah PBXNU, mengingat selain yang bersangkudan
nuisuk kategori “kyad seprdt”, juga menjadi pengasuh posantren. Di sinilah uniknya NI
Banvak variabel yang digunakan uniok melihat N,
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terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Kemenangan Abdurrahman Wahid
ini, sclain menandai kemenangan massa “ukar rimput” atas penguasa, juga
semakin menguatkan bahwa geneclogi  pesaniren  masih  sanaat
berpengaruh. Rival Abdurrahman Wahid, seperti Cholid Mawardi, Slamet
Effendy Yusuf, dan apalagi Abu Hasan hampir tidak mempunyai geneelogi
pesaniren yang berarti. Ketiganya hanya menempati posisi pheriperal dalam
lingkar pesantren. Mereka tumbuh di luar inti tradisi, emosi, dan sejarah
tipikal nahdliyin. Sehingga meski didukung penguasa dan disokong dana
cukup besar, mereka tidak mampu mengalahkan Abdurrahman Wahid
yang saat itu “hanya” bermodalkan bahwa dirinya adalah cucu pendiri NU,
KH. A. Hasyim Asy’ari.

Hal ketige yang menyebabkan Abdurrahman Wahid selalu bisa
bertahan, tentu saja karena sisi pendidikannya. Abdurrahman Wahid
memulai pendidikannya di SR, Jakarta. Selanjutnya melanjutkan ke SMEP
Yogyakarta, bersamaan dengan itu, Abdurrahman Wahid belajar Bahasa
Arav di DPesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, di bawah
bimbingan KH. Ali Maksum, mantan Rais A’am PBNU. Meski begitu,
Abdurrahman Wahid memilih untuk tidak tinggal di pesantren, melainkan
justru tinggal di rumah seorang Ketua Tarjih Muhammadiyah Yogvakarta.
Ketika menen.puh bangku SMED inilah, Abdurrahman Wahid mulai
berpikir “liar”. Ini! misalnya dapat dilihat dari buku yang dibacanya. 1i
usianya yang relatif hijau, Abdurrahman Wahid dengan didukung
kemahirannya dalam berbahasa Inggris,”™ sudah membaca buku sekelas
Das Capital yang ditulis "bapak sosialis”, Karl Marx, What is tohe Done karva
Vladimir Ilyich Lenin, dan Captfain’s Doughter karya Turgenef.” Lewat
buku-buku inilah, tampaknya yang telah mengantarkan Abdurrahman

Wahid untuk berpikir liberal dan terkadang, terlalu “ndaki”.

"Selain menguasai bahsa Inggeris, Avdurrahman Wahid juga mengussai bahasa
Belanda, Jernuan, Perancis, dan Arab dengan segala diatektikanva.
PLinat dalam Tenipo, 2 Desember 1989, bal. 30,
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Sebagaimana Jayakwa anak scorang kyai, selepas  SMED,
Abdurrahman Wahid pun melewati masa-masa pendidikannya  di
pesantren. Di antaranya pernah menjadi santri di Pesantren Tegalrejo
selama dua tahun, di bawah asuhan KH. Khudhori. Kemudian
melanjutkan ke Pesantren Tambakberas selama empat tahun, di bawah
bimbingan KH. Wahab Chasbullah.

Selepas dari Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, atas biaya dari
Departemen Agama, yang kala itu dipegang oleh KH. Saifuddin Zithri,
1964-1966, Abdurrahman Wahid melanjutkan studinva ke Al-Azhar
University, Cairo, Mesir, dengan mengambil Departement of Higher Islamic
and Arabic Studies. Ketika Al-Azhar University dipandang tidak lagi
kondusif, Abdurrahman Wahid pun memutuskan untuk berhenti di
lengah jalan. Selama tiga tahun di Mesir inilah, Abdurrahman Wahid lebih
banyak meluangkan waktunya untuk mengunjungi berbagai perpustakaan
di Mesir, di antaranya «dalah Perpustakaan Kairo, Perpuslakaan Amerika
Serikal, dan Perpustakaan erancis.

Dari Mesir, Abdurrahman Wahid kemudian melanjutkan
“anventure” ke negara Saddam Husein, Irak, tepatnya di Baghdad
University. berbeda dengan di Al-Azher, di universilas barunya ini,
Abdurrahman Wahid mengambil Fakullas Sastra. Di sini Abdurrahman
Wahid tampak mempunyai minat akan kajianl' Islam Indonesia. Atas
minatnya ini, Abdurrahman Wahid dipercaya untuk meneliti asal-usul
historis Islam di Indonesia. Dan mungkin juga karena kemampuan dan
figurnya yang mendunia, sampai sckarang Abdurrahman Wahid
dipercaya sebagai “dewun kurator” pada Saddam Husein University.

Merasa kurang puas dengan apa yang didapatkan dari Baghdad,
Abdurrahman Wahid melanjutkan “pefualangun” ke Eropa Barat kurang
lebih selama satu tahun, vaitu setengah tahun di Belanda, empal bulan di
Jerman, dan dua bulan di Perancis. Ketika di Perancis ini, Abdurrahman

Wahid sempat menjadi kandidat Master (82) di sorbonne University,
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Perancis. Akan tetapi setelah dipikir-pikir waktunya dianggap terlalu lama,
Abdurrahman Wahid mangkir dan pulang ke tanah air.”

Sekembalinya ke tan~h air, Abdurrahman Wahid meniti karirnya
scbagai seorang wstadz di Pesantren Tebuireng. Selain itu, 1972-1974,
menjadi dekan Fakultas Perbandingan Agama, Ushuluddin, di Universitas
Hasyim Asy’ari, UNHASY, (sekarang Institut Keislaman Hasyim Asy’ari,
IKAHA), dan menjadi sekretaris Pesantren Tebuireng, 1975-1979, sampai
akhirnya hijrah ke Jakarta, 1979. Di Jakarta Abdurrahman Wahid
mengawali karirnya di PBNU, dan mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah,
sebelum akhirnya mendirikan Pesantren Ciganjur, di jJakarta Selatan.”

Petualangan pendidikannya ini telah menjadikan Abdurrahman
Wahid sebagai sosok intelektual yang berpikiran liberal, “longgar”, dan
moderat. Greg Borton menyebut bahwa semenjak menjadi Ketua Umum
PBNU, 1984, retorika Abdurrahman Wahid tampak semakin liberal dan
progresif.” Ini tergambar dari berbagai gagasannya, katakanlah seperti
“pribuminisasi Islam”, “rukun tetongga (sosial)”, dan termasuk gagasannya
tentang  orang non-Muslim  menjadi  presiden  Indonesia, sebagai
konsekwensi dari praktek berdemokrasi.”

Saat kemuncutannya di awal 197C-an, lewat gubrakannva “pesantren
seoagai subkultur " juga banyak orang dibikin heran. Selama ini pusantrer,
dipandang lamban dalam beradaptasi acngan dunia modern. Terhadap

pandangan ini, Abdurrahman Wahid memberi pembelacn behwa itu

“Likat wawancara Abdurrahman Wahid, “Saya hidak Menvimpang dari Umat”,
dalam TLARA, Juni 1991,

Lihat Nasir Yusni, (l:d.), NU dar Gus Dwur: Bungn Rumypai N, (Bandung:
Humaniora Utama Mess, 1994), hal, 34-35,

“Lebih jauh lihat Greg Barton, “Liberalisme: Dasar-Dasar Progresifitas Pemikiran
Abdurrahman Wahid”, dalam Grog Fealy, Greg Borton, (EQ.), Tradisionalisine Radikat:
Persingguitgan Nahdlatul Ulima-Negara, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hal. 162-163.

“Dalam pandangan Ahdurrahman Wahid, 1°UD 1945 memiongkinkan orang non-
Muslim menjadi presiden. Namun Abdurrahunan Wahid juga menyadari bahwa presiden
Indoresia berasal dari non-Muslim adalah sesa i vaig mustahil, Lihat TIMPO, 2u
September 1997,

“Lihat Abdurrahman Wahid, * Pesantron sebagar Subraltur”, dalam AL Dawan
Rahardjo, Pesamtren dan Pemtbalvruan, (akarta: LPAES, 1905}, Colaran V, hal, 3o,
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menandakan kesanggupan scbuah struktur untuk bertahan dan kuatnya
ikatan dengan kawmn Jhi’afa. 1Jan ini menurut Abdurrahman Wahid masih
dapal berubah, asal pendekatannya tepat, dan tentunya memperoleh
legitimasi dari para kyai.™ Dengan kemampuannya, Abdurrahman Wahid
juga mampu bergaul dengan kyai-kyai yang terbilang “kharigul adah”,
karena mereka pada hakekatnya menatap dimensi lain dalam hidup, yang
tak tampak dengan cara pandang biasa. Katakanlzh seperti Gus Miek, Kyai
Sonhaji, dan Mbah Liem. Abdurrahman Wahid juga mampu meneropong,
figure masing-masing kyai dengan segala macam typologinya. Sorotan
kamera Abdurrahman Wahid berhasil menelorkan sebviah buku “sesiologi
kyai”, meminjam istilah Mohammad Shobary, dengan judul “Kuai Nyentrik
Membela Pemerintah” ™

Satu hal lainnya yang tampaknya berpengaruh kuat terhadap
Abdurrahman Wahid adalah pengaruh pendidikan yang diberikan orang
tuanya. Kyai Wahid misalnya teriiasuk kyai di zamannya yang, prtama,
memuliki jiwa {oleransi yang tinggi terhadap perbedaan paham dan
bersikap proporsional dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi.
Keduz, mempunyai kepedulian yang besar terhadap peningkatan kualitas
hidup umat Islam. Ketiga, sikap kritisnva yang tak pernah padam,
meskipun menyangkut umat Islam sendiri ™

Watak Kyai Hasyim ini tampaknya sangat membekas pada
Abdurrahman Wahia. DDalam berbagai perilakunya, Abdurrahman Wahid
tampak lebih mencerminkan perilaku bapaknya yang toleran, peduli, dan
kritis lerhadap sesuatu hal yang dirasa tidak berkenan dengan hati

nuraninya. Sikap Kvai Wahid yang toleran juga terasa sekali di lingkunpan

“Tulisan lainnya tentang pesantren, lihat datam Abdurrahman Wahid, Bunga
Ramtpar Pesatren, (Jakarta: Dharma Bhakt, 1979). Buku ini merupakan kumpulan aslikel
terpilih vang pernah dimuat di KOMPAS.

*Lihot dalam Abdurrahman Wahid, Kyt Nyentrih Mewdwla Dewerinta, (Yogvakarta:
LKiS, 1497),

“Lihat dalam Saifullah Maksum, Menapak [epak Mengemal Watak ... Op. Cii | hal. 310-
311
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keluarga Kvai Hasvim. Katakanlah dalam soal partai politik, sangat plural
sckali. Abdurrahman Wahid misalnya scbagai anak pertama termasuk
orang yang membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Adiknya, Aisyah Hamid Baidhawi, lahir di Tebuireng, 4 Juni 1941, lebih
memilih aklif di Partai Golkar. Sementara Sholeh Salahuddin, lahir di
Denanyar, 11 September 1942, aktif membantu pamannya, KH. Yusuf
Hasyim di Partai Kebangkitan Umat (PKU). Adiknya yang paling bungsu,
Hasyim Wahid (lim), lahir di jakarta, 30 Oktober 1953, dengan berbagai
pertimbangan, oleh Abdurrahman Wahid disarankan ikut membaniu
Megawati Soekarno Putri, sebagai salah satu Ketua PPIDI Perjuangan.
Sementara dua adiknya vang lain lebih memilih tidak terlibat di partai
politik, dr. Umar Wahid, lahir di Tebuireng, 30 Januari 1944, dan Chodijah
(Lilik), lahir di Tebuireng, 6 Maret 1948.%"

Ad-Dakhil, Sang Penakluk

Nama lengkap Abdurrahman Wahid sebenarnya adalah
Abdurrahman ad-Dakhil. Namun kemudian populer dengan nama
Abdurrahman Wahid. Kata yang teralchir diambil dari nama ayahnya, KH.
Wahid Hasyim. Ad-Dakhili sendiri mengandung pengertian  “sang
perakluk”. Scotah nama yang diambil dari seorang periniis dinasti Bani
Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol
beabad-abad silam.™ Bila melihat scpak terjang Abdurrrhman Wahid
sekembalinya dari pengembaraannya menuntut ilmu di Timur Tengah dan
Barat sampai dengan sckarang ini, rasanya tidak keliru Kyai Wahid
memberi nama Abdurrahman wd-akhil.

Abdurrahman Wahid saat ini telah menjadi sosok “penakink”. Bukan
saja karena geneologi pesantren yang dimilikinya,.akan tetapi juga kareaa

kedalaman ilmunya, schingga mampu membaca situasi yang berkembang,.

FLihal Awle, Nomor OR Tahan XVI, Agnstus 2904 Lol 3843, Warta, Marot 1909,
T ihat Auda, JTanuart 1990, Fal. 19,
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Ibarat penari, Abdnrrahman Wahid termasuk penari yang mampu
mengikuiti irama gendang atau ibarat pemair sepak bola, termasuk
pemain yang cukup cerdik. Abdurrahman Wahid cukup pintar untuk
mengelabul lawan, tahu kapan harus berpura-pura jatuh terganjal lawan,
sehingpa timnya mendapai keuntungan, dan dia juga tahu kapan harus
melesatkan tembakan ke arah gawang lawan, sehingga menghasilkan gol-
gol kemenangan.

Kecerdikan dan kepintaran Abdurrahman Wahid ini tampak dari
cara bermain politiknya. Abdurrahman Wahid benar-benar menjadi
political player yang handal. Abdurrahman Wahid telah benar-benar
menjadi  seorang  «d-Dakhil.  Tidak mengherankan bila berbagai
penghargaan telah diperolehnya. Di  antaranya pernah  mencrima
penghargaan scbagai Man of The Year 1990° oleh almarhum Majalah
EDITOR. Hal yang sama diberikan Harian SURYA, Surabaya, yang
memberi penghargaan sebagai Tokol Terpopuler. Pada tanggal 31 Agustus
1953, Abdurrahman Wahid memperoleh penghargaan Magsausay dari
Philipina, lantaran dinilai telah berhasil memainkan peran penting sebagai
intregator  bangsa, membangkitkan semangat kerukunan antarumat
beragama, dan mempunyai komitmen vang tinggi terhadap demokrasi.
Saai ini Abdurrahman Wahid juga duduk scbagai salah scorang Presiden
pada Konferensi Dunia untuk Agama dan Perdamaian, World Council e
Religion and Peace (WCRP), menjadi anggota Dewan Pembina fnstitite
Simon Perez," dan juga menjadi penasehat pada International Diglogue
Tonndaiionr on Perspective Sfudies of Syariah and Secular taw, di Den Haag,

Belanda." Oleh Majalah Asiaweek, Abdurrahman Wahid juga dinokatkan

“Lihat dalam “Bergabung Instiai Simon Peres unturk Ukhowah lslamivah”, dalam
Anla, Nomor 04/ Tahun XIX/ April 1997, hal. 78-85.

"Lihat berturut-turut, Grog Barton, “Liberalisme: Dasar-dasar .. Op. i, hal. Tow;
Effendi Choirie, (Penv.), Gus Dir = Pai Harto .. Op. Cit., hal. 5;
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sebagai 50 Tokoh Berpenguruh Asia”, masing-masing pada urutan 24 (1996),
20 (1997), uan 23 (1999).”

Predikat sebagai political player sebagaimana disebut di atas tentu
tidak semuanya sependapal. Mengingat di masyarakat memang ada
dikotomi dalam melihat sosok Abdurrahman Wahid. Ada yang
memandang dengan decak kagum, sebaliknya ada yang memandang
dengan sinisme. Bahkan terkadang lebih dari itu, Abdurrahman Wahid
tidak jarang dinilainya sebagai inkunsisten, sekedar tampil beda, munafik,
agen zionis, anggota Partai Ba'ats (Irak), dan sebutan minor lainnya.
Dikotomi penilaian ini tidak ada yang salah selama hal itu tetap dalam
kerangka yang kritis dan proporsional, dengan selalu berusaha untuk
mengedepankan obyekiifitas.

Dianalogkan sebuah  gunung, maka pendakian terhadapnya
Abdurrahman Wahid dengan segala manuver dan kontroversinya selama
ini disarankan untuk ditemptih melalui banyak jalur.*”* Katakanlah seperti
mengamati biografi dan karya tulisnya. Namun ada yang mendaki dengan
memahami terlebih dulu sejarah dan kultur politik santn, fleksibilitas kyai,
posisi pesantren dalam konteks sosial, budaya, hubungan kyai-santri, dan
juga tak kalah pentingny:, kultur politik sunni.

Saran ini tentu <aja tidak berlebihan, mengingat tanpa meiakukan
pendakian dari berbagai jalur, yang akan terjadi adalah bias penglihatan.
Apalagi kalau referensi yang digunakan hanya sebalas dari “surat kabar”,
dan dalam kurun {ertentu vang relatif singkat. Pendakian ini lampak sekali
dilakukan oleh sebagian orang dalam melihat Abdurrahman Wahid pasca
fengser-nya Soeharto. Mereks menilai sikap dan pernyataan-pernyataan
poliik Abdurrahman Wahid dengan kebingungan. Perfama, bingung
betulan, mereka benar-benar tidak memahami apa yang dilakukan

1 il Kongus, 24 Mei 1009
“Saran ini ditawarkan Hairus Salim HS, Nurudin Amin, “Gus Dur, Polilik, den

“Khiliah vang Terancam”, dajam Basis, Nomor 05-00, Tahun ke-46, Mei-luni 1997, hal, 41-
48,
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Abdurrahman Wahid. Kelompok ini relatif mudah dipahami. Mereka akan
mation bila dikasih penjelasan atau tabayyun. Keduu, bingung laniaran
mereka mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan Abcarrahman Wahid,
mercka khawatir terhadap langkah-langkah yang dilakukannya akan
merugikan dirinya.

Kelompok pertama dan terlebih kelompok kedua, terkadang dalam
melihat sosok Abdurrahman Wahid tidak secara utuh, sehingga terkadang
kesimpulan yang ada dibenak mereka adalah bahwa Abdurrahman Wahid
merupakan sosok yang inkonsisten, pernyataannya tidak bisa dipegang.
Mereka terkadang lupa membedakan atau balikan mengesampingkan
antara “pertlakic politik” dan “pemikiran politik”, schingga yang terjadi
adalah kekaburan dalam melihat Abdurrahman Wahid.

Ketika melontarkan berbagai pernyataan dan stkap politiknya
seputar Kasus Santet Banyuwangi, Kasus Kupang, Kasus Ambon,
termasuk juga kedatangannya sowan ke rumah Soeharto, penyebutan
beberapa inisial nama yang disinyalir Abdurrahman Wahid scbagai dalang
kerusuhan, "pembehum”-nya terhadap Kasus Kasel Theo Syafei,
“kebencian” Abdurrahman Wahid terhadap Iiabibie dan ICMI di satu sisi,
dan membelanya di kala keabsahannya sebagai presiden banyak digugat
masyarakat di sisi yang lain, keterlbatannya dalam Pertcmuan Ciganjur,
termasuk pertemuan di Wisma Yani, Pertemuan Paso (kediaman Alwi
Shihab), pertemuannya dengan Habibie, pandangannya tentang p.rlunya
pemberian hukun.an terhadap Socharto berdasarkan atas hukum agama
{figh), mestinya Abdurrahman Wahid dilihat dalam kapasitasnya sebagai
Ketua Umum PBNU, scbuah organisasi sc<ial-politik dengan sejumlah
kepentingan. Abdurrahman Wahid dalam konteks ini hanyalah sekedar
“jury bicara” PBNU, yang selama kepemimpinan Orde Baru perannya
sclalu  dimarjinalkan. Dengan  perryataan dan sikap politiknya ini,
Abdurrahman Wahid mungkin ingin mengatakan bahwa NU adalah

ormas terbesar dan mempunvai potensi untuk “bermain” dan mewarna:
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Indonesia di masa mendalang. Selain ilu, hai yvang lebih penting, sikap
Abdurrahman Wahid juga semestinya dililiat dari kerangka kemapusiaan
(basyariyan). Abduridhman Wahid selama ini dikenal sebagai sosok
humanis, yang sclalu berpikiran terbuka (inklusif), 1oleran (erhadap
pluralitas masyarakat, terlebih dalam hal agama, selalu berusaha untuk
mengambil jalan tengah (tawusuth), mengedepankan kepentingan bangsa,
dan berjalan di atas rel konstitusional.

Abdurrahman Wahid pernah “membenci” Habibie dengan ICMI-nya,
mengingat dalan. pandangannya, ! labibie lewat I[CMI-nya, berusaha untuk
membawa uniat Islam pada sikap dan pemikiran yang eksklusif dan
cenderung sektarian serta primordial. Sikap ini menurut abdurrahman
Wahid akan berbahaya bagi integrasi nasional yang telah dibangun sclama
ini. Sebaliknya, Abdurrahman Wahid sempat “membela” Habibie, ketika
legalitasnya sebagai presiden diragukan oleh sebagian besar masyaiakat.
Pembelaan Abdurrahman Wahid ini lebih berdasarkan pada konstitusi
yang berlaku, bukan pada kepentingan-kepentingan politik sesaat. Bagi
Abdurrahman Wahid, naiknya Habibie secara konstitusi sah (legitinate),
meskipun ia tidak mendapatkan legitimas? dari masyarakat.

Sebaliknya, kedekatan dan dukurgannva atas percalonan Megawati
scbagai presiden, ternaasuk yang agak “nyleneh”, kesedian dirinya untuk
dicalonkan sebagai presiden oleh “Poros Tengah” atau paling tidak Anuen
Rais, sebagai penggagasnya, mestinya Abdurrahman Wahid dilihat sebagai
“political player” yang ulung. Meskipun begitu, Abdurrahman Wahid letap
berusaha untuk sclalu mengambil “julan tenguh”, scbagaimana sudah
menjadi karakterislik pemikiran polilik Abdurrahman Wahid.

lepas  dari segala  sikap  kontroversi,  ke-nylenei-an . dan
kevokalannya, dengan sclalu mengedepankan watak inklusifisme, dan
komitmennya dalam upaya menciplakan budaya vang demokratis, apa
vang dilakukan Abdurrahman Wahid sclama ini lampaknya mulai

menclorkan hasil. Pada tingkatan internal warga aahdliyin: misalnva,
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sekarang sudah tumbuh budaya keterbukaan (inklusif), budava untuk
saling menghargai, dan toleran (tusamuht) erhadap perbedaan pendapat,
perbedaan  agama, yang memang menjadi ciri khas  dari sikap
kemasyarakatan NU." Di kalangan generasi muda NU, tumbuh disconrse-
disconrse pemikiran.”” Hebatnya lagi dalam kajiannya, mereka tidak saja
mertjuk pada karya-karya Abul A’la Maududi, Muhammad Qutub, Yusuf
Qardlawi, Hasan al-Banna, tapi juga merujuk karya-karya Ahmed an-
Naim, Mahmod Mohammad Thaha, Hasan ilanafi, Mohammed A: koun,
Ali Abd al-Raziq, dan pemikir “Islam liberal” lainnva.

Sementara di luar komunitas NU, pertbahan yang paling terasa
adalah tumbuhnya budaya untuk menghargai kelompok atau komunitas
lain, termasuk kelompok minoritas, baik etnis, maupun agama. Perubahan
ini sangat terasa pada tataran toleransi antar umat beragama. Toleransi
antar umat beragama yang sebelumnya terkesan berbau formalistik,
sekarang sudah mulai mengarah pada komitmen ioleransi yang
sesungguhnya. Ini misalnya ditandai dengan adarva pertemuan-

pertemuan yang bersifat informal di antara pemimpin umat beragama.

“Selain pertama, sikap tasamudi, ciri khas sikap ke masvarakatan NU lainnya adalah
kedua, sikap fauasutl dan 'tidal, <ikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yarg
menunjung  tinggi kensrusan berlakn adil das lerus di tengoh-tengah kehidupan
bersama, dan berusaha untuk menghindari segala bentuk pendekatan vang, bersifat
ckstrim, tatharrut, Ketign, sikap tatonzien, seimbang dalam berkhidmat, baik kepa.la Allah,
SCSAMA Manusid, maupun lingkungan. Atas dasar ini, maka di lingkungan NU dikena)
istilah sekhizonn Istaniyah (persaudaraan lslamy), whiicoal basyaripah (persandaraan atas
dasar kemanusiaan), whfiwals watlvintivali (persaudaraan dalam lingkup negaral. Dan
keempat, sikap anwr makreif wahi muokar, sikap untuk mendorong berbuat baik  dan
mencegah berbuat kerusakan. Lihat PBNU, Naldliatnl tama Kemiali ke Khittalt 1926,
(Bandunyg: Risalah, 1983, hal. 118-11%,

“Sokedar menvebut nama, ada Lembaga Kajtan  Islam  dan Sosinl  (LKiS),
Yogyakarta, yang didirikan oleh generasi muda NU. Lembaga ini aktif metakukan kajian-
kajian keislaman dan produktif dalam menerbitkan buku-buku bermutu. Di Surabava
ada Lembaga Studi islam dan Demokrasi (eLSADY. Lewal kerjasamanya dengan Acia
Foundation, lembaga ini sckarang sudali memiliki Jurnal miah  yang  bernama
GERBANG. Di Jakarta ada Perhimpunan Pengenrbangan Pesaniren dan Masyarakal
(P3M) yang kelahirannya juga dibidari oleh Abdurrahman Wahid. P3M sckarang
dikomandoi ntelekival meda N'7ovang cukup kritis, haik terhadap XU maupan
pesantren, Masdar Farid Mas udi. Belum fagi keterlibatan vang, silalnya PUrstOTangan,
seporti Uhl Abshar-Abdalla di Institut Studi Arus Intormasi (ISAD, dan Ahmad Suaedy di
Institut Dialog Antar Iman/Inderfidei.
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Sckarang ini seorang paslor atau uskup bertandang ke rumah tokoh-tokoh
Islam sudah menjadi hal biasa. Ini kontras sexaii dengan kondisi 1970-an,
di mana hal yang sama terkesan “difabukan”, bahkan dalam beberapa hal
“dilaramkan”. Menariknya budaya silaturahim ini tampak mulai ditiru
tokoh-tokoh Muslim maupun non-Muslim lainnya.

Dalam konteks keindonesiaan yang pluralistik, terlebth dalam hal
agama, kondisi ini tenlu sangat menggembirakan. Perubahan semua ini,
tanpa bermaksud menafikan tokoh-tokoh Islam lainnya, rasanya sepakat
lantaran sikap Abdurrahman Wahid yang lebih mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan (basyariyah), ketimbang nilai-nilai keagamaan an-sich, dalam
berinteraksi dengan umat agama lain. Inilah sebenarnya nilai tambah
Abdurrahman Wahid. Karenanva tidak berlebihan kalav gelar ad-Daklul
layak disandang Khadrat-u al-Syaikh Abdurrahman Wahid.

Biografi Amien Rais
“Saya pikir, bila kepemimpinan nasional yang sekarang ini masih
harus diperpanjang pada 1998 sampai 2003, tanpa ada suksesi, tiga
masalah besar itu,” (mungkin) tidak akan bergeming, dan kemungkinan
justrv menjadi semakin besar dan kompleks. Dengan demikian, suksesi
atau pergantian kepemimpinan nasional 1998, menurut pendapat sava
adalah scbuah keniscayaan atau sebuah keharusan”. “Proses suksesi
adalah proses sunatullah, proses vang serasi dengan hukum alam, sejalan
dengan rasionalitas, dan seiring dengan realilas”.”™”
“Sejak kapan konstitusi kita mempersilahkan pihak asing untuk
mengeruk kekayaan bangsa dengan menyisakan sepersepuluh hasil buat

kita sendiri? Di pasal dan ayat mana kita diamanati konstitusi untuk

“Tiga masalah hesar yang dimaksud, nuasalah keauskinan dan pengangguran,
lelay: merdjalelanva korupsi, dan demokrast vang masih jooh dari apa voog diharapkan,

“Amicn Rais, “Suksesi 1998; Suatu Keharusan®, Makalih, vang disampaikan pada
Semirar dengan tema “Hak Asasi Manusia, Demokratisasi, dan Suskesi Jdi Iadonesin”,
oleh Clvitar. Akademika, Universitas Broawijava, Malong, 1 Febriari 1994
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berbuat sepcrii itu. Mau dibawa ke mana Indonesia yang kita cintai
! &

bersama?”.”™ “Berani! Terima kasih, seorang (eman telah mengingatkan

saya. Saya tarik ucapan berani tadi. Namuu, Insya Al saya berani, karena

kita mempunyai cita-cila bersama” "’

Cermin Cendekiawan Rasionalis, Tegas,
Dan Lugas Tutur Bahasanya

Kutipan di atas setidaknya bisa menggambarkan bagaimana sosok
Amien Rais. Seperti halnya Abdurrahman Wahid, Amien Rais termasuk
sasok intelektual Muslim yang “nyleneh”, dan vokal. Sikap seperti ini mulai
terasa ketika Amien Rais melontarkan ide suksesi kepemimpinan nasional
dalam sidang Tanwir Muhammadiyah, 1993, di Surabaya. Sebelum Tanwir
Surabaya, Amien Rais lebih dikenal sebagai dosen pada Jurusan Hubungan
Internasional, Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah
Mada, pengamat politik internasional dengan spesialisasi masalah Timur
Tengah dan Eropa Timur, dan juga sebagai pengurus PP. Muhammadiyah
(Ketua Bidang Hikmah). Namun selepas menggulirkan isu suksesi, Amien
Rais mendapat predikat tambahan sebagai “vokalis”, tentu lagunya yang
berjudul - “suksesi”. lewat Iagn “swksesi” ini bukan  saja warga
Muhammadiyah, tapi juga beberapa kalangan clite politik, terlebih orang
nomor satu, Soeharto, merasa dibikin “geraft”.

Seperti diketahui, gagasan suksesi dilontarkan Amien Pais ketika
tampil sebagai pembicara pada sidang Tanwir Muhammadiyah, 1993,
Surabaya. Scbagai pembicara, saat itu Amien Rais mengingatkan kepada

umat Islam, khususnya Muhammadiyah 'ntuk berpikir masalah suksesi

“Amicn Rais, “Inkonsiusional”, dalam Resonansi Repuibliha, 9 lamiari 1967,

“Pernyataan “berani” dicalonkan sebagai presiden ing disampaikan Antien Rais
dalam Seminar masalah kepenumpinan nasional vang diprakarsai oleh Pusal Informas
dan Pondidikon Hak  Asass Manusio (PP AMS, bertempat (i Gedung YLBHI, 23
Sentember 1997, Selain Amien Rais, tampil sehagai pembicara Usep Rantwihardia dan
Deliar Noer, Hadir dalam seminar ini tokoh-tokoh vokal, sepeeti M. Sanusi, H.I.
Princen, Permadi, Al Sadikin, R.A. Berar Fathiy, Sochadio Sastrisalomao, dan lannera,
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kepemimpinan nasional 1998." Pembicaraan suksesi ini kemudian disetujui
oleh sidang Komisi Umum yang kebetulan diketuai Amien Rais sendirdi,
sebagai salah satu keputusan Tanwir. Namun ketika dibawah pada sidang
pleno berikutnya, keputusan sidang Komisi Umum yang menyangkut
masalah suksesi dimentahkan kembali.”

Adalah Lukman Harun yang secara tegas menaolak suksesi menjadi
keputusan Tanwir. “Bapak pimpinan sidang, bisakah saya bicara sebagai
undangan? Saya sangat tidak setuju jika soal suksesi dimasukkan sebagai
keputusan Tanwir. Kita terlalu dini membicarakan hal itu. Ini demi
kepentingan dakwah Muhammadiyah di masa mendatang”.? Selain
f.ukman Harun, boberapa peserta sidang tidak setuju suksesi masuk dalam
keputusan Tanwir.

Akhirnya dengan kearifan Prof. Kil. M. Azhar Basyir, MA., Ketua
PP. Muhammadivah dan juga pimpinan sidang pleno me-maugnf-kan
pembahasan masalah suksesi kepemimpinan nasional. “Memang kalau kita
sekarang sudah mendbicarakan masalah suksesi, rasanya kok nynrung-
nyurung (mendorong-dorong) yang masih berkuasa sekareng ini. Hal itu
menjadikan perasaan kita kok tidak enck. Jadi rasa yang kita tonjolkan, dan
tidak semata-mata rasio”.”

Dien Syamsuddin sendiri menanggapi secara dingin gagasan
suksesi yang dilontarkan Amien Rais. Dosen Pascasarjana IAIN Svarif
Hidayatullah ini menycbul gagasan suksesi tidak lebiie dari seruan ‘adzan,
dan Amien Rais hanyalah tukang, ‘adzan fm'idzin).* Mantan Ketua Umum
PP. Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan bahwa menjadi mi’adzin

berarts, pertamu, tidak akan pernah menjadi imam. Kedua, umat belum tentu

“Lihat dalam Juww Pes, 13 Desember 1993,

Moahat dalam Jowed Pos, 14 Doesember 1493,

“Lihat dalam fin,

“Lihat dalam .

“Pernvataan Dien Svamsuddin dikutip Hajrivanto Thohari, “Amien Rais, Mu'adzin
vang Monjadi hmam”, dalam Republikiz, 27 Mo 1098, Lihat juga Hoyrivanto Y. Thohari, “la
Priren Lapn Mu'adzin”, dadam Papgi Alsyarakal, No. 27, Tahan 1, 20 Oklober 1997,
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merespornya. Tugas scorang mu'udzin hanya menveru dan  berseru,
“havyala demokrasi, hayya'ala suksesi”7* Predikal my‘adin ini sendiri diakui
Amicn Rais. la misalnya menulis;
“Saya memang seorang miadzin, Saya ‘adzan itu berarti tugas. Jadi
tugas sudah saya tunaikan. Kemudian (ugas para negarawan, politikus,
intelektual, ulama, tokoh partai, dan LSM adalah memperhatikan
‘adzan saya, untuk bagaimana membuat langkah-langkah vang lebih
tedun dan realistis menggarap isu-isu besar itu”.™

Meskipun sempat digagalkan dalam sidang Tanwir, namun karena
gagasan suksesi sudah terlanjur dilontarkan, sudah tentu sangat sulit
bendung. Apalagi Amien Rais sendiri tampak bukannya kecewa, tapi
sebaliknya, di manapun ia diundang untuk berbicara, maka yang selalu
menjadi topik pembicaraannya tidak lain adalah, “Suksesi 1998 Suatu
Keharusan”. Amien Rais tidak lagi memperdulikan bahwa gagasannya telah
menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Kevokalan Amicn Rais  semakin nyaring ketika dia “harus”
melontarkan pernyataannya seputar Kasus Busang dalam sebuah
tulisannya yang berjudul “inkonstitusional”” Dalam tulisannya ini, Amin
Rais tampak benar-benar meluapkan  kemarahan  dan  kekecewaan
terhadap kebijakan pemerintali, terlebih dalam soal pertambangan. Antin
Rais sangat menyesalkan, kenap. pemerintah begitu “t.odoh” menyerahkan
1adang emas Busang hanya kepada dua perusahaan asing asal Kanada,
Barrick dan Bre-X. Ironisnya kedua perusahaan ini menguasa. sahamnva
sebanyak 90 pursen, sementara pemerintah cukup hanya dengan memiliki

10 persen sahamnya.

“Lihat dalam tbid,

M. Amicn Rais, Membumikan  Politih Adiulomg: Membiomikan - Tadvid - Sosial,
Menegakkin Amar Makrsef Nali Munkar”, (Bandung: (Ziman, 190R), hat, 220,

" nkonstitusional”, satu kata vang ~ring divcapkan elite politik, ferkebih Socharls,
Jolam “mengeebik” lawan-iawan prohitiknva vang dianggap Gdak sejalan dengan garis
Prnguasa atin melanggpar konstitusi. Sckarang, giliran clite politik dan Socharto vAang
lerkena “gebing” sebogai inkonstitisional, bahk in anti-konstitusi, karena menvalah-
guekan dan mengkhiaaoti konstitisi, U101 11025,
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“(Tidak) bisakah kita mengambil pelajaran dari T Freeport Indonesia
di Irian Jaya? Perusahaan tambang Amerika ini sejak tahun 1973 telah
menambang emas, perak, dan tembaga di Irian Jaya. Sekarang, ini seiiap
hari secara  harfiah, 125000 ton biji tambang diruntuhkan dari
pegunungan Jaya Wijaya. Oari jumlah itu diperoleh konsentrat sekitar
6.000 ton. Setiap ton korsentrat mengandung 300 kg tembaga, 60 gram
perak, dan 30 gram emas”.”

Pernyataan Amin Rais ini mendapat pemberitaan begitu luas dari
media massa. Gaungnya pun lebih dahsyat. Sebelumnya, beberapa ahli
ekonomi sudah banyak menyoroti keganjilan atas kebijakan pemerintah
dalam soal pertambangan, seperti Didik J. Rachbini, Kwik Kian Gie,
Mochtar Pabotinggi, dan Rizal Ramli, namun gaungnya tidak sedahsyat
Amin Rais dai pemerintah pun tampaknya acuh, tidak menanggapinva.
Giliran  Amin Rais vang bicara, pemerintah dibixin tidak berkutik.
“Barangkali karena “corong” saya yang paling keras. Selain sebagai ketua
PP. Muhammadiyah, saya juga menjabat Ketua Dewan Pakar ICMIL.™
Selain itu, isu yang dibidiknya, tepat mengenai jantung masalah utama dan
paling dirasakan oich mayoritas rakyat Indonesia, yaitu keadilan sosial

Imbasnya juga begitu besar ketimbang misalnya, gagasan Amin Rais
tentang suksesi kepemimpinan nasional. Ketika Amin Rais menggulirkan
gagasan suksesi, diakui banyak clite pohitik vang ‘keno tohak. Namun
karena “nada suura”-nya dipandang tidak terlalu keras, elite politik masih

memberi semacam ampunan atas “dosa politik” vang diperbuat Amin Rais.

Amin Rais misalnya masin “dipercuya ™ memimpin Muhammadiyah, lewat

™ Dalant kurnng dari penulis, lihal Amin Rais, Yk onstibisiondd” . Op.Cit

" Lihat wawancara Amin Rais CSSemoga Mereka Lega dan Bisa Bersinl=Sinl Lagri”,
dalem Media Didonesia, 2 Marol 1097

“Lihat dalam Hamid Basvaib, Tbrahim Ali Fauzi, Ada Hdang  Dibadik Brisanig:
Dokumentasi Pers Kasus Aniien Rurfs, Bandung: Mizan, 1997, hal, 1x.

MSekedar untuk menggambarkan hahwa dalam budava politik Indonesia era Orde
baru, untuk menjadi seovang kelua nimum ornas aten parpol diperlukan adanva
semacam “rest” dari pemerintah. Reshu inilah vang terkadang memuluskan sang colon
menjadi orang nomor satu di sebuah Grganisasi. Sebaiiknva, lanpa restin, rasanva sulil
untuk dengan mudoh menggapai kursi ketia umum, Hampir semua perhelotan akbar
semacam Muklamar, Kongres, dan Munas solalu sajt mendapal indervensi pemerinlah,
Benttuknva bisa berupa “pahet kepergrrisan ™.
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Muktamar Aceh, 1995. Naiknya Amin Rais scbagai orang nomor satu
Muhamnmadiyah bankan nyaris tanpa saingar berarti. Semua peserta
hampir 100 persen mendukung Amin Rais. Padahal sebelumnya banyak
yang memprediksi bahwa karena gagasannya tentang suksesi, Amin Rais
akan “(dibhabis(i)” pada Muktamar Aceh. Dan ini diakui olech Amin Rais
sendiri. “Ketika saya melontarkan isu suksesi, banyak teman yang,
mengatakan, saya membawa kartu mati. Mereka katakan, saya pasti habis
pada muktamar Muhammadiyah di Banda Acch, 1995, Ternyala di luar
dugaan, saya malah dipilih oleh 97,5 persen dari peserta Muktamar”.®

Lebih menggembirakan lagi, setidaknya bagi keluarga besar
Muhammadiyah di tingkat “arus buwah”, pada saal membuka Muktamar
Muhammadiyah Aceh, Soeharto mengatakan bahwa dirinya adalah “kuder
Muthammadiyah”. Ada yang menafsirkan bahwa pengakuan ini merupakan
benluk keseimbangan kekuatan (halance of power) yang memang selalu
dibuat Soeharto. Bila melihat kondisi politik seperti iiu, penafsiran ini,
rasanya cukup beralasan. Seperti diketahui bahwa pelaksanaan Muktamar
Muhammadiyah Acch waktunya hanya selang beberapa minggu selepas
berlangsungnya Muktamar NU Cipasung, Desember 1994. Pade Muktamar
NU ini, penguasa venar-benar “mengerjui” Abdurrahman Wahid. Penguasa
berusaha mengganjal pencalonan kembali Abdurrahman Wahid sebagai
Ketua Umum PBNU dengan memanfaatkan sayap politisi NJ. Namun
karena kuatnya dukungan terhadap Abdurrahman Wahid, intervensi
penguasa mengalami kegagalan. Atas kegagalan ini pemerintah merasa
perlu menciptakan  balance  of  power, dengan  cara merangkul
Muhammadiyah. Caranya, dengan tidak mengintervensi pelaksanan
Muktamar Muhammadiyah.

Kembali ke soal “inkonstitusional”, lewat tulisan ini, Frepport,

sebagai salah satu pihak yang kena folak misalnya, bila tahun 199 hanva

“Lihat dalam M. Amicen Rais, Membumikan Politik Addrbiang: Memdwnnkon Tanhi 1
Sosta, Menegakkas Anay nudref Nalii Munkar, Bandumg: Zonun, 1908), hal, 218-210
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mencmpati urutan 52 sebagai pembayar pajak terbesar, tahun1997, berhasil
mencempati urutan pertama.  Pada  tshunl997, lreport juga mulai
mengucurkan dana satu persen dari keuniungannva untuk tujubh suku
Irian Jaya di sekitar Timika. Bahkan yang menggembirakan, tahun 1998,
dana ini akan ditingkatkan dari 15 juta dollar AS menjadi 20 juta dolar AS
per tahun®

Amin Rais sendiri harus menuai hasil dari pernyataannva. Amin
Rais dipaksa “mengundurkan-diri” dari jabatannya scbagai Ketua Dewan
Pakar ICMI. Meski Amin Rais sudah menjelaskan bahwa “pengunduran-
diri”-nya lantaran kesibukannyva, baik sebagai dosen UGM, Ketua PP.
Muhammadiyah, dan Ketua Dewan Pakar ICMI, namun orang awam pun
tampaknya sulit mempercayai begitu saja, mengingat “pengunduran-diri”-
nya begitu mendadak, tepatnya sectelah menulis “inkonstitusional”. Kalau
hanya kesibukan, kenapa tidak mengundurkan-diri jauh-jauh hari?

Sebagai hal yang wajar, “inkonstitusional” ini juga mengundang pro
dan kontra. Di kalangan Internal Muhammadiyah misalnya, meskipun
sebagian besar menyokong tindakan Amin Rais, namun ada juga
kelompok-kelompok  yang scpertinya  kurang  berkenan  dengan
pernyawaan-pernyataan Amin Rais yang kelewat voxal. Bankar konon ada
rumor tentang penggulingan terhadap diri Amin Rais yang dimotori
“kelompok  Jakarta” Lukman Harun, Dien Syamsuddin, dan dalam

“Lihal dalem M. Amien Rais, Menrdwanikan Poliik Adibilivng: Membronikun Tosdbicd
Sesial, Menegakkan Amar Ma'ruf Nohi Mionkar, (Bi.odung: Zaman, 1998), hal. 218-210,

MPenvebutan “kelompok Jakarta” tampak lebih banyak dipengaruhi oleh pemberitaan
di media massa, dengan cara mendikotomikan  latar belakang  tokoh-tokoh
Muhammadivah vang herasal dari Jakarta dengan tokoh-tokeh Muhammadivah vang
berasal deri Yogyakarta, yang kemudian populer dengan sebutan “kelompok Yogyakaria”,
vang di dalamnya termasuk Amien Rais, Munir Mulkhan, Syafi'i Ma‘ari, Asmuni
Abdurrahman, dan tokoh Muhammadivah lainnya yong berasal deri Yogyakart..
Sementara “helompok Jakarte” di antaranva Lukman Harun, Dien Syamsuddin, Ini sama

pursis dengan vang terjrdi di NU. Ketika pecah konflik di NU, menjelang Muktamar
Situbondo, murcul sehutan vang kemudian populer hingga sekarang ini, vaitu “kelomypok
Cipete” (kedianan KEL ldham Chalid), vang identik dengan KL Idham Chalid, KL Ali
Yafi'e, Chalid Mawardi, dan tokoh-lokeh NU' jainnva vang pro KL ldham Khalid,
Felompok lain adalah “Aelompok Situbondo”, vang identik dengan K11 As'ad Svamsul
Arifin, KH. AW Moksum, KH. Nanatsie Al dan “Ryai sepaadt ™ Tainnya,
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beberapa hal Hajroyanto Y. Thohari, dicurigai sebagai orang-orang yang
berusaha untuk menggulingkan Amin Rais.”

Amin Rais sendiri menganggap bahwa pernyataan-pernyataann,a
vang, lugas dan legas (Amin Rais tidak mau disebut keras) hanyalah
menjalankan misi organisasinya, yaitu amar ma’ruf nahi munkar. “Bahwa
kemudian lontaran saya ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat
itu sudah resiko”.™ Amin Rais menambahkan, “Saya mengungkapkan
masalah ini secara tulus, tanpa ada niat sedikit pun untuk mempolitisasi.
Selain itu, Insya Allah, saya tidak mempunyai beban karena saya tidak
korup dan saya juga tidak terkena “pencemaran”.¥

Sikapnya yang lupas dan tegas ini juga tergambar davi
pernyataanva  “Insya  Allah berani! untuk dicalonkan menjadi  presiden”.
Memang banyak pihak yang menilai bahwa pernyatan Amin Rais ini
sekedar guyon atau dagelun. Fachry Ali misalnya berpandangan, apa yang
dikatakan Amien Rais itu hanva guyon, karena sesungguhnya ia tahu
bahwa itu tidak mungkin terjadi.* Senada dengan Fachry Ali, Soetrisno
Muchdam, mengatakan bahwa kesediaan Amien Rais untuk didaulat
sebagai calon presiden tidak lebih dari guyon politik. Lebih jauh, Wakil
Ketua PP’ Muhammadiyah, bahkan menduga baliwa pendaulatan Amien
Rais mempunyai maksud tersclubung untuk menjatuhkan Amien Rais dar,

Muhammadiyah. Menurut Soetrisno, Muhammadiyah tetap berpegang

*Kecurigaan ini rasanya tidak berichihan bila mendengar komentar-komentar dari
“kelompok fakarta”, Lukman Harun misalnya berpandangan bahwa Amien rais terkadang
terlalu vokal, dan kurang bijaksana. Tidak bisa memilah mana vang harus disiarkan i
koran dan mana yang tidak. Sebagai Ketua PP Muhammadiyah, dia scharusnya berhati-
hati. Sebab Muhammadiyah bukan LSM, tapi organisasi dakwah Islam. Sebagai
organisasi dakwah, Muhammadiyah harus memperbanyak teman, dan mengurangi
lawan, Lihat wawancara Lukman Harun, “Amien Rais Kurang Bijalsana®”, dalam Usninal,
Nomor 19, Tahun I, 17 Maret 1997, Lihat juge pernyvalaan Lukman Harun,
“Muhammadivah Bukan Kendaraan Politik”, dalam Juw Pos, 27 Februari 1997, Tentang
upaya penggulingan terhadap Amien Rais, lihat dalam Juun Pes, 16 Maret 1997,

*Lihat wawanca,as Amicn rais, “Sava lak Berminal Mempolitis wi”, dalam L,
Nomor 16, Tahun I, 3 Februari 1997,

FLihat 1hid,

"Pandangan Fachri Al lihat dalam Adil, 1-7 Oktaber 1997,
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pada asas konstitusional, yailu menghormati prosedur baku yang sudah
ditentukan mekanisine demokrasi Pancasila dan UUD 1945. Dan slapapun
yang .erpilih sebagai presiden dan wakil presiden kelak, Muhammadiyah
akan mendukungnva *

Namun lepas dari kesan guyon, kesediaan Amien Rais dicalonkan
sebagai presiden semakin menunjukan sikap aslinya yang lugas, tegas, dan
lanpa toperg. Amien Rais sendiri menyatakan bahwa pencalonannya
bukan sesuatu yang sepenuhnya guyon. Menurutnya, dari realitas politik
yang ada hal itu memang terkesan guyon, karena tidak mungkin seorang
Amien Rais jadi presiden. Lewat jalur mana? Menurutnya, seribu anggota
MPR agzaknya mustahil akan mengajukan nama di luar MPR. Meski begitu
dari pernyataannya ada hal vang bernilai serius, yailu menyangkut
pendidikan politik terhadap masyarakat. “Yang saya lakukan hanyalah
menyampaikan pendidikan politik pada masyarakat bahwa kursi
kpresidenan terbuka untuk semua orang”.”’

Sen.entara Nurcholish Madjid berpandangan, “Meskipun mungkin
ada sebagian yang menyebut hal guyonan, pernyataan Amien Rais justru
melatih kita untuk melihat alternatif”. Menurut Doktor lulusan Chicago,
Amien Rais itu tahu kalan dirinya tidak bakai raenang, meski sitdah siap
dicalonkan presiden, tapi kita harus belajar kalah. Kalau ada yang menang
kita harus mengucapkan selamat, sebagaimana terjadi di negara-negara
yang sudah mapan.”' Rektor Universitas Maramadina-Mulya ini bahkan
setuju dengan istilah seorang pcngamal yang mengatakan konyol atas
langkah Amien Rais. Konyol berarti “pasti kalah” atau tidak mungkin akan
jadi presiden. itu tidak soal, yang penting harus belajar kalah.? Senada
dengan Nurcholish Madjid, Mathori Abdul Djalil mengatakan bahwa
pernyalaan Amien Rais itu secara kualilatif tidak sekedar mengada-ada.

"Pernyatan Soctisno Muachdam ini, lihat dalam Repuebtika, 26 Soplomber 1997,
“Pernvataan Amicn Rais int lihat dalam Adil, Op. (it

"'Lihat dalam Jurea Pos, 28 Soptember 1947,
“Lihat dolam Konggurs, 29 Soplomber 19497
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Mennrut Ketua Umum DPP PKB ini Amien Rais benar-benar siap untuk
merealisasikan  pernyataannya  menjadi  calon presiden. Masalahnya,
Amicn Rais harus sadar, apakah ada fraksi yang mencalonkan.”

Joko Susilo menyebut pencalonan Amien Rais scbagai political
accident, yang mempunyai gaung cukup luas.” Joko Susilo menambahkan
bahwa sebelumnya beberapa orang juga “herani” membuat pernyataan
senada, tapi tidak “seheboh” Amien Rais. Mengapa? Itu tidak lepas dari
ketokohar. Amien Rais.”* Sri-Bintang Pamungkas mungkin hanya populer
di kalangan kelompok vokal, dan Benar Fathia hanya dikenal di kalangan
terbatas PDI. Begitu juga Wimamaya yang pernah membuat pernvataan
serupa, hanya muncul di media secara sekilas.

Di balik banyaknya dukungan, ada yang mencoba “menggugat”
pencalonan Amien Rais, lerlebih bila dikaitkan dengan konsep yang
pernah ditawarkannya, high politics, yang sering dimengerti sebagai politik
luhur, adiluhung, dan berdimensi moral secara etis.* Dengan konsep ini,
maka apabila ada seseorang atau organisasi yang menunjukkan sikap
tegasnya terhadap korupsi, mengajak masyarakat memerangi ketidak-
adilan, menghimbau pemerintah untuk terus menggelindingkan protes
demokratisasi dan leterbukaan, orang atau organisasi tersebui pada
hakckatnya sedang memainkan  high  politics, Sebaliknya, bila yang
dilakukan berupa gerakan atau manuver politik untuk memperchutkan
kursi DPR, meminla bagian di lembaga cksekutit, membuat lobi untuk
mempertahankan  dan  memperluas vested interest, maka hal yang
demikian termasuk low politics. Menurut Munir Mulkhan, high politics

sendiri setidaknya bercirikan pada tiga hal. Perfama, politik sebagai

"Lihat dalam Media Indonesia, 29 September 1997,

"Likat Joko Susilo, "Langkat Amien, Langkah Pendidikan Politik”, dalam
Abhdurrahim Ghozali, Anoen Rais diatam Sorotan Geverasi Muda Mudrmmadiyan, (Banduns:
Mizan, 1T948), hal. 45-49,

‘”.“‘"‘If.

"Definisi ini, lihal M. Amicn Rais, Fangan Kevil, (Yogyakarta: UMY-PPSK, 1995),

hal. 12.

TESIS NEGARA DAN ISLAM MA'MUN MUROD




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA R
120

amanah dan konsep keagamaan. Kedua, kesadaran akan tanggung jawab
politik. Dan ketige, keterkaitan politik dengan prinsip ukhuwah yang
melarpaul batas etnik, ras, agama, dan status sosial, ekonomi, dan
budaya.”

“Penggugatan” ini  lantaran  Amien Rais dipandang telah
menyimpang dari konsep ligh politics yang pernah ditawarkannva.
Dengan mencalonkan-diri sebagai presiden, termasuk keberadaannya
sebagai Ketua Umu.n DPP PAN, Amien Rais dianggap ranah-ranah low
politics.  Pandangan ini sctidaknya muncul dari  tokoh muda
Muhammadiyah, Sudar Siandes, yang menyatakan bila Amien Rais tetap
maju  membawa kendaraan politiknya untuk mengejar kursi atau
kedudukan presiden, maka nyata-nyata dia telah melanggar produk atau
slatement-statement yang dikeluarkannya selama ini. Amien Rais akan
terkena “kartu meralt” low politics, yaitu politik yang dipandang terlalu
praktis dan sering kali cenderung nista. Alasannya sebab selama ini Amien
Rais hanya mengenal high polifics.™

[Ji sinilah tampak terjadi kerancuan. Dan kerancuan ini sebenarnya
terjadi pada level definisi vang ditawarkan Amien Rais, yang dipandang
terlalu - sempit, terlalu  dikctomis, dan  terkesar terlaly  cmosional
Katakarlah kalau sckarang setiap orang yang teriibat dalam percbutan
kursi DPR, presicen, berambisi menjadi menleri, Jdan sebagainya,
dikatakan sebagai low politics, lantas siape, khususnya di kalangan Islam
yang mau terlibal dalam jabatan yang bersifal publik ini? Dari sini
selidaknya bisa disimpulkan bahwa yang terpenting bukannya kita
mendikotomikan high politics dan low politics dalain setiap gerak yang
bersifat politis, lapi yang terpenting adalah moral atau ctika harus selalu
menjadi acuan atau dikedepankan, baik pada tatanan high politics atau

" Abdul Munir Muatkhae, “Amien Rais dan Paradigma Tanhid Sosial”, dalam fua
Pos, 22, 23 Desember 1995,

"Lihat Sudar Siandes, High Politics atau Low Politics”, dalam republika, 18 Agustus
Jauy,
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politics. Tanpa dua hal ini, apapun yang dilakukan, apakah itu masuk
ranab high poiitics atau low politics sebagaimana dimengerti Amin Rais,
akan berubah menjadi ¢-moral politics.

Definisi high politics yang cukup relevan menurut penulis adalah
definisi yang ditawarkan Syafii Ma'arif. Pejabat  Ketua PP
Muhammadiyah yang menggantikan Amien Rais ini mengatakan bahwa
high politics yang sesungguhnya adalak hew to save the nation, yaitu selama
upaya yang dilakukan untuk mempenga-uhi  kebijakan politik guna
menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran dan kehilangan jatidiri sebagai
bangsa yang merdeka dan berdaulat.” Adapun caranya bisa menggunakan
pendekatan struktiral atau kiltural, meminjam istilah Kuntowijoyo.'"”

Sempitnya definisi yang ditawarkan Amien Rais bukan tidak
disadari. Amien Rais misalnya mencoba membuat low pofitics dalam dua
tipologi. Pertama, model Machiavelistic, yang bertujuan menghalalkan
segala macam cara, kemudian akan berdar.pak negatif pada masyarakat.
Dan kedua, model low politics yang tetap pada paradigma akhlag-u al-
karimah."" Amien Rais menambahkan bahwa model yang kedua, e

politics berpayung aklilag- al-karimah, bukan berart. tidak penting.'”

Muhammadiyah Minded
Sikap dan pernyataan-pernyataan politik Amien Rais yang lugas
dan tegas, schingga mengesankan keberaniannya ini tampaknya sangat
kuat dipengaruhi oleh, pertama, pendidikan kedua orang tuanya. Kedua,
pengaruh lainnya berupa ajaran atau doktrin keagamaan Muhammadivah.

Ketiga, latarbelakang prndidikannya yang politik sentris. Dan kemput,

“Dikutip dari Tavfiqurrahman, “Reinterpretasi Makna High Politics” (Tanggapan
untuk Sudar Siandes), dalam Repubdifaz, 25 Apustus TaaR,

WK untowijovo, “Menjadikan Dua Stralegi Saling Komplementer”, dalam JAWA
PS5, 11 Mei 1995,

W hal wawancara Amien Rais, “Muhammadivah tidak Boich Wijnal’ kepada
Siapapun”, dalam Panji Masyarakat, Nomor 814, 1 10 Januari 1945,

SRS
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pengaruh dari tokoh-tokoh vang selama ini menjadi semacam idola Amien
Rais, katakan seperti Abul A’la al-Maududi, Hasan al-Banna, Muhammad
Quib, Muhammad Rasyid Ridha, termasuk Ali Syari‘ati. Sebagaimana
diketahui, tokoh-tokoh ini termasuk pemikir Islam vyang dapat
digolongkan sebagai kelompok “garis kerus”. Terhadap pandangan atau
pemikiran tokoh-tokoh ini, Amien Rais tampak begitu apresiatif.

Amien Rais sendiri dilahirkan di Solo, 26 April 1944 dari sebuah
keluarga yang berasal dari Muhammadiyah Minded. Bapaknya, Suhud Rais
(Alm.) adalah alumni Mu'allimin Muhammadiyah, yang semasa hiqupnya
pernah bekerja sebagai pegawai kantor departemen agama. Semenlara
‘bunya, Sudalmivah, pernah cukup lama menjadi ketua A’isyiah Surakarta.
Selain itu juga pernah menjadi tenaga pengajar di Sekolah Guru
Kepandaian Pulri (SGKP) Negeri dan termasuk salah satu pendiri Sekolah
Bidan A’isyiah Surakarta.'”

Sekolah yang disebut pertama dikepalai oleh Ir. FH. Djuanda, mantan

Perdana Menteri RI, dan salah seorang gurunya adalah Prof. Maria Ulfah

I ud

Santoso, pernah menjabat sebagai Menteri Sosial I Amien Rais

merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Masing-masing adalah
Fatimah Rais, Amien KRais, Abdul Rezaq Rais, Siti A’isah Ras, Abmad
[Zahlan Rais, dan Siti A’isvah Rais.

Kedua orang {fuanya termasuk sangat disiplin dalam mendidix
anak-anainya, terlebih dalam soal agama. Kedisiplinan yang ketat ini
misalnya sudah dialami Amien Rais semenjak usia 9 tahun. PPada usia ini
Amien Rais sudah diwajibkan bangun sejak pukul 04.00 Wib. Caranya
dengan meletakkan jam weker di dekat aginben kayu tempat tidur mereka.

Dan setiap bangun diminta mengucapkan keras-keras kalimat ashoalti

"Lihat berturut-tarat dalam Mustofa W, Hasvim, ol al., Doktor JIM. Antien Rais:
ey Pewdidihan Politik Sy Siap Mengadi Calon Presiden”, (Yopgyakarta: Titian labi Press,
10497), hal. 195; Ahmad Bahar, Gagasan dan Pepikiran Menggapai vasa Depan Indonesin Bari,
tYogyakarta: Pena Condekia, 1998), hal. 2-3.

"ahat delam Mo Apien Rais, Menthangiar Politik Adifuliing . Op. Cit,, hal, 4546,
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khairtonnminanm, menegakkan sholat lebih baik ketimbang tidur, sampai
didengar olch ibunya.

Ketatnya pendidikan agam., dapat ditilik dari pendidikan yang
ditempuh Amicn Rais. Amien Rais mengawali pendidikan formalnya di
5D Muhammadiyah Solo dan selesai 1956. Kemudian melanjutkan ke SMPP
Muhammadiyah Solo dan selesai 1959, Disamping belajar di SMP, Amien
Rats juga menyempatkan belajar ai Pesantren Mamba’ul “Ulum (Pernah
menjadi PGAN dan sekarang MAN), Solo dan Pesantren al-Islam Solo.
Selepas dari SMP, Amien Rais melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Solo
dan selesai 1962.""

Bukan hanya itu, ibunya juga selalu mengajarkan hidup bersahaja
dan sederhana. Ini tergambar dari kehidupannya di kala Amien Rais masih
muda. Amien Rais hidup di sualu rumah yang hanya mempunyai lintrik
tanpa meteran sebesar 150 watt, sampai menyelesaikan SMA di PPasar
Beling Solo 1962. Sepanjang Orde Baru berkuasa, listrik rumahnya juga
tetap, 450 watt, dan baru dinaikkan menjadi 1300 watt waktu dipugar, Juli
1998." Selain itu, ibunya juga mengajari anak-anaknya untuk scialu

bersikap lemah-lembut dalam melihat ketidak-adilan atau kemungkaran.

Hasil pendidikan kedua orang (uanya ini tampak niembekas pada -————

diri anak-anaknya, terlebih “bocah” yang bernama Amien Rais. Amien Rais \I
kecil menjadi terbiasa dengan amar makruf nahi munkar. Sebagaimena \
dituturkan ibunya, Sudalmiyah, Amien Ra’s termasuk anak ya..g sutka ;
berlama-lama di masjid. Jika datang hari libur Sablu malam sampai Ahad, !

dia ajak seluruh kawan-kawannya untuk tidak pulang. Selanjutnya di sana |

ia mempelopori kerja bakti atau bersih-bersih masjid bersama. Amien Rais

juga sering “memberesi” anak-anak yang suka “celelekan” (gurau berlebihan)

"Hasen NMuarit Anbari, Swplemen Ensiklopedi tsbam, (akarta: Tkhiiar Bars van
Hoeve, 19496), hal. 32-33

"loko Susilo, Nasruddin Madjid, “Jepak Langkah M. Amicn Rais (1), dalom
Asmanat, Nomor 001 15-22 Okteker 1908,
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di masjid."" Adiknya Abdul Razak Rais, juga membenarkan bahwa Amien
Rais sejak kecil memang sudah “bandel” ketika melihat ketidak-adilan dan
kemunkaran."™ Razak menambahkan, wakiu sekolah dulu, jika ada
seorang anak segerombolan anak nakal, maka Amicn Rais akan datang
membela. Dan dia tidak segan-segan untuk berduel melawan para
pengganggu.'” Bukan hanya itu, dalam soal tulis-menulis, Amien Rais juga
mempunyai bakat. Semenjak SMP, Amien Rais sudah terbiasa menulis
artikel di beberapa majalah dan koran di Solo. Bahkan salah satu
tulisannya sewaktu Amien Rais duduk di bangku SMA pernah mendapat
tanggapan serius dari petinggi militer di Jawa Barat.""

Pendidikan yang diberikan orang tuanya ini oleh Amien Rais
diturunkan pada anak-anaknya. 'ni sebagaimana diketakan Amien Rais.
“Dalam mendidik anak, saya dan isteri kebetulan sepakat untuk
menggunakan cara tradisional saja. Terus terang, kami tidak mengikuti
teori pendidikan modern, yang menganjurkan untuk memberikan
kebebasan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya agar mendiri dan lain-lain.
Tapi saya tidak begitu setuju. Apa yang saya terima dari orang tua, meski
sedikit berbeda, saya terapkan juga pada anak-anak saya”.'"!

Amien Rais mwnambahkdn, “Kami tidak meniarjikan, akan
memberikan maleri berwujud tanah atau bangunan. Kami akan membekali
mereka dengan kepandaian. lsteri saya sendiri menganjurkan untuk les
matcnatika, bahasa Inggeris, vahkan piano, gilar, dan lain-lain”. “Soal
rencana menyekolahl:an anak-anak, isteri saya mengatakan, andaikata
yang laki-laki ingin sckolah ke luar negeri ke mana, tcrserah saja. Tapi

yang puteri, kalau bisa masuk Internaiional Islamic University, Malaysia”."?

"Toid. Lihat juga dalam Suara Hidayatuilalt. Nomor 07, 1ahun X, 1997, hal. 4.
"“Sehagaimena dilurukan dalam [B4d,, hal, 24

" d.

"N iiid,

"Lihat M. Amien Rais, Membangir Polisie Adiludising . Op. (i, hal. 82,
L Nl A8-4e.
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Amien Rais menikah dengan Kusnasrivati Rahayu, 9 Februari 1969.
Tentang isterinya ini, Amien Rais menuturkan, “Sava naksir isteri saya
sejak tingkat satu di UGM. Karera kita bertetangga, saya sudah SMA, dia
masih 5. Kalau main “petak umpet”, saya yang menutup matanya. Setelah
agak besar tidak lagi main “petuk umpet”. Saya sering menunggu jam olah
raga, karena dia sering lewat rumah saya”. Amien Rais juga tidak munafik
bahwa sewaktu menjadi mahasiswa pernah menjalin cinta dengan anak
Lampung yang kuliah di IKIP Jakarta, bahkan pernah sampai ke Candi
Prambanan. Karena kemudian tidak sreg, sang pacar lalu membuat surat
agar menjadi saudara saja.'"

Isterinya selain aktif mengasuh TK Budi Mulia bersama pengurus
A’isylah lainnya, juga membuka usaha wiraswasta berupa warung, yang
konon menurut Amien Rais, pendapatannya lebih besar dari gajinya.
Amien Rais sendiri tidak merasa malu isterinya buka warung. Bahkan
mala.c ikut menikmati dan menilai sebagai hal yvang positif. Perfama,
memberikan pekerjaan. Kedua, ini mempunyai aset pendidikan. Anaknya
lidak lagi malu untuk melayani orang lain, belajar  bersahaja, dan
kesederhanaan. Dan ketigu, kita belajar berwiraswasta.'

Dari perkawinannya ini menghasilkan lima orang anak, tiga pulera
dan dua puleri. Semua anaknya diberi nama yang ada kailannya dengan
kenangan yang dialami berdua atau terdapat isiilah dalam al-CQur'an, vaitu
Ahmad Hanafi, Hanum Salsabillah, Ahmod Mumtaz, Tasnim Cauziyah,
dan Ahmad Baihagi."”

Selain faktor geneologi, sikap dan pemikiran Amien Rais juga

banyak dipengaruhi oleh, kedua, latarbelehang pendidikannya yang politik

"“Amien Rais juge nienuturkan bahwa sotelah menikah lidak prernah dagi heriemu
dengan bekas pacarnva. Tapi anaknya pernaic kirim  sorat vang intinva bertanva
bagimana carany+ masuk UGM. Amien Rais pun membalasnya, sambil menitipkan salam
unitk inurva. Bahkan Amien Rais dan isterinva herharap ook bekas pacarnva mampir
kalau main ke Yopvakarta, Likat Jbid., . 38,

M, al, 3ap0,

" Ahmad Bahar M. Anriew Raiv: Gagas.an dan Pomikivan Op. Cit,, hal. 27,
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sentris. Setamat dari SMA Muhammadiyah, kedua orang tuanya
mempunyai keinginan yang berbeda terhadap masa depan Amin Rais.
Sang bapak menginginkan anaknya masuk ke UGM, dan kebetulan waktu
itu Amin Rais diterima di Fakulias Ekonomi dan Fisipol. Sementara ibunya
mengjinginkan anaknya melanjutkan sekolah ke Universitas Al-Azhar, biar
kelak bisa menjadi kyai atau ulama. Di antara dua pilihan ini, Amin Rais
memilih masuk Fisipol UGM. Meski begitu untuk tidak mengecewakan
ibunya, Amin Rais sempat masuk IAIN Sunan Kalijaga, mengambil
Jurusan Tarbiyah, termasuk satu tahun menjadi mahasiswa luar biasa di
Departemen Bahasa, Universitas Al-Azhar.

Sewaktu menjadi mahasiswa di UGM, Amien Rais menyempatkan
akalif di organisasi eksira. Amien Rais di anlaranya masuk Himpunan
Mahasiswa Islam (IHMI) dan lkatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Di
IMM, Amien Rais bahkan termasuk assatbiguna al-uwiwalun, bersama
uengan Muhammad Jasman al-Kindi, Marzuki Usman, Soedibio Marxoes,
Yahya Muhaimin, dan M. Rasyad Shaleh.'” Untuk tugas akhirnya (Skripsi),
Amien Rais mengambil juuul, /vlengapa Politik Luar Negeri Israel Berorientusi
Pro-Baruar, dengan mendapat nilai A. Sementara yudisiumnya memperoleh
predikal “senang hati” M

Selesainya dari UGM, Amien Rais sempat mempunyai dua pilthan,
yaitusebagai wartawan dan dosen. Waktu itu Amien Rais sendiri seinpat
tergoda untuk menjadi wortawan karena dijanjikan cleh sebuah surat
kabar di Jakarla akan segera di sekolahkan ke luar negeri untuk

memperdalam jurnalisme. Tahun 1968, Amien Rais berangkat studi ke luar

"Di IMM Amien Rais di antaranva pernah menjabat ketua 111, periode T (1965-
1967), hasil perubahan kepemimpinan. Pada periode 11 (1967-1969), selain duduk sebagzai
ketua 11, juga duduk sebaga biro polilik bersama dengan Yahva Muhaimine Periode [11
(1961-1671), selain menjabat ketua 111, juga duduk schagai hiro politik. Lebih jauh
keterhibatan Amien Rais di IMM, lihat dalam Loarid Fathont AF., Kelehiran yang
Dipwersoalkan, (Sunabaya: Bina Hmua, 1990).

"Predikat kelulusan wakti itu, paling rendeh adalah Julus sangat ragu-ragu,
kemadian fulus agak cagu-ragu, lulus dengan keberaton, Julus Jdengan tidak keberatan

sama sckali, dar lulus deagan senang hati.
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negeri. Namun setelah mempertimbangkan berbagai hal, Amien Rais
memutuskan menjadi ienaga pengajar di UGM.H

Selepas dari UGM, Amier Rais melanjutnya ke Universitv of Norte
Dame, Indiana, dan selesai 1974, Untuk Tesis-nya, Amien Rais mengambil
topik politik luar negeri Anwar Saddat yang waktu itu sangat dekat
dengan Moskow. Amien Rais juga mempunyai sertifikat studi mengenai
Uni Sovyet dan Eropa Timur. Karenanya tidak heran bila Amien Rais
cukup fasih bicara Marxisme. Sementara gelar Doktor-nya diperoleh dar
University of Chicago, dengan spesialisasi masalah Timur Tengah dan
selesai 1984. Disertasinya berjudul, The Moslem Brohterhood in Eqypt: Its Rise,
Demtise, and Resurgence (Organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir: Kelahiran,
Keruntuhan, dan Kebangkitan Kembali).

D1 UGM  Amicen Rais mengajar mata kuliah Teori Politik
Internasional, Sejarah dan Diplomasi di Timur Tengah, dan Teori-teori
Sosiulisme. Namun di antara ketiga inata kulaih, Amien Rais lebih enjoy
mengajar mata kuliah yang pertame Teori Politik Internasional. “Antara
lain di sana bisa dibahas kenapa Amerika Serikat mengambu laugkah-
langkah yang sulit kila mengerti, dalam arti kurang bersahabat. Padahal
indonesia tidak punya uleh politik yang merugikan Amerika Serikal.
Indonesia itu amat sangat moderat. Sangat memperhitungkan reaksi
Amerika Serikat dan Barat”.'"”

Cilranya sebagai ienaga pengajar terasa lebih lengkep dengan
dikukuhkannya sebagai Guru Besar dalam bisang Ilmu Politik UGM.™
Pengukuhan ini dilakukan pada tanggal 10 April 1999, di Balai Senat UGM.

Amien Rais sendiri berpandangan, dengan dikukuhkannya menjadi Guru

""Lihal M. Amien Rais, “Sava Hampir Tegoda unlok Menjodi Wartawa”, dalam
Kedaidatin Rakyet, 10 April 1004,

TL3hat M. Amien Rais, Membangun Pelitit. Adibudeony o U, hal 47,

reks Pidato pengikuhon Amien Rois terasa o niansa vang berbeda dengan
teks-teks pidato pengukohan lwinnva. Anten Rais owoneent adul pengukuhennva,
“Kugsat Voot Kietsat, e Demmoderat fsaed Keksiesinoe ™
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Besar berarti pertanda bahwa karier akademis sova bisa diselesaikan secara

paripurna. 121

Pengaruh lain dari sikap dan pemikiran Amien Rais berupa, ketiga,
ajaran atau doktrin keagamaan Muhammadiyah. Sebagaimana dimengerti
Mitsuo Nakamura, Muhammadiyah merupakan suatu gerakan serba
wajah  (dzw-wujuh)™  Sebutan ini  menunjukan  bahwa  aktifitas
Muhammadiyah tidak saja dalam bidang agama, pendidikan dan
kebudayaan, susial dan ekonomi, tapi juga dalam bidang politik. Aktifitas
ini terbingkai dalam lima doktrin Muhammadiyah.'® Meski berpredikat
sebagai regakan dzu-wujuh, Muhaminadiyah sendiri menyebut dirinya
sebagai gerakan dakwal dan amar makruf :ahi munkar yang beragidah Islam
dan bersumber pada al-Quran dan Sunnah.'*!

Islam yang ditawarkan Muhammadiyah adalah Islam yang sistemik,
yaitu Islam yang ajarannya merupakan kesatuan «lari agidal, aklilag, ibadah,
dan  andwmnalah. Islam  yang bercorak  demikian  adalah  hasi!  dari

pemahaman agama vang berdasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah dengan

"Hal yang menarik dari pengikulan Amien Rais, selopas menvampaikan pidato
pengukulannya, Amien Rais justrn langsung menyatakan pengunduran-dirinye sebag..i
dosen LGM dow PNS, seiring dengan jabalannya sebagai Ketua Umum DPP PAN,
Sehingga terkesan gelar Guin Besarnya hanvalah pemberian atau hadiah dari Jasa-jasanva
selama ini. Meski begilu Amtien Rais meiyotakan balwa selepas pensiun, Insya Allah
kalau ada panjang umur akan menjadi dosen kembali di kampus di mana saja yang mau
DWCNCT G Sava.

“"Mitsuo  Nakamura, Mabddari Terbit & Balit  Pohon Beringin, {Yogvak-rta:
Universias Gajah Mada Press, 1982), hal. ix-x.

““Lima doklrin Muimmadiv.h vang dimksud, pertann, hoaiid (nity of Godiread),
vang meliputl kesatuan penciptaan oty of credtion), kesaluan kemanusiaan (unity of
mankind), kesatuan pedoman hidup berdasar agama wahvu (unily of guidance), dan
kesatuan tujuan hidup ity of the purpose of life). Kedua, pencerahan unal, Ketiga,
menggembirakan amal saleh. Keempat, kerja sama uning kehajikan. Dan kelima, tidak
berpolitik prakiis. Lebib jauh, lihat M. Amien Rais, “Lina Doktrin Muhammadiyah”,
dalam Nurbadi M. Mosowir, Dinamika Pemikivan sk dan Mubvonmadivih, (Yogvakaria:
1D P Muhapomadiy b, 19496), 1.8,

“ihat PP Muhammadivah,  Kewakioor dan Cita-cita Hidup Muhammadingih,
Oopvakarta: Persaluaa, 14980), juga dalam Mystata Kamal, ¢l al,, sudvinadival sebagai
seretbinnr Isbon, Yogvabarla: Persatizan, 19188).
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menggunakan maniig.?* Pendekatan sistemik ini menuntut adanya gerak
Muhammadiyah dalama segala bidang kehidupan, termasuk politik. Bagi
Muhammadiyah, pandangan dan posisi politik mempunyai makna ganaa,
yaitu scbagai bagian integral dari ajaran [slam, dan sekaligus merupakan
bagian dari aktifitas dakwah Islam yang berbentuk amar makruf nahi
munkar.'” Dengan demikian Muhammadiyah memposisikan  dirinya
sebagai organisasi non-politik yang tidak anti-politik.

Dengan latar pendidikan yang politik sentris dan ditopang dengan
doktrin keagamaan Muhammadiyah yang sistemik, telah menjadikan
Amien Rais sebagai sosok yang kritis, vokal, dan sosok yang tidak bisa
tinggal diam ketika melihat kedhaliman, kediklatoran, ketidak-adilan,
seperti yang terjadi hampir selama Indonesia merdceka.

Kedudukannya, baik sewakiu menjabat scbagai Pejabat Ketua PP.
Muhammadiyah menggantikan Azhar Basyir, MA maupun setelah resmi
terpilih menjadi Ketna PP. Muhammadiyah lewat Muktamar Aceh tidak
menyurutkan Amien Rais untuk bersikap kritis dan vokal terhadap
penguiasa yang dipandangnya otoriter. Amien Rais tentu mempunyai
pembenaran-pembenaran  theologis  untuk  bersikap - kritic dan vokal,
termasuk do¥trin astar makruf nahi munkar dengan ditoparg latarbeiakang
pendidikannya.

Figure Amicn Rais sebagai Ketua PP. Muhammadiyah termasak hal
yang tidak biasa bagi Muhammadiyah. Sebelunu.ya jabatan orang nownor
satu di Muhammadiyah selalu dipegang oleh figure yang bergelar Kyai
Haji, “tedult”, kooperalif, dan akomodatif. Scbaliknva, Amicen Rais adalah
figure yang lebih mengedepankan citra dinmya sebagai cendekiawan
ketimbang kyai. Amien Rais juga termasuk figure “nyleneh”, vokal, dan
kontroversi. Kesan ini tidak berlebihan bila mengamati  perjalanan

Vepintiy termasuk salain st i alat dalamy Islon, desamping, balaghali, nafin,
dan shuraf. Kegnnaannva adalah untek memudahbes nengkare pengetahuan keistaman.,

Mantig juga soring diartikan sebagai cabang dari lilsaiat, khisuonva tenlang logika.
o dustate Kamal, ot ar, Midirwnradiat sebaer o it hat, 100
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Muhammadiyah dibawah kepemimpinan Amien Rais. Muhammadiyah
yang sebclumnya dikenal sebagai gerakan (harakah) dakwah, pendidikan,
dan sosial, sekarang harus ditambah dengan gerakan politik. Mencingat

nuansa dan visi politiknya lebih kental ketimbang kepemimpinan-
kepemimpinan sebelumnya.'”

Amien Rais sendiri termasuk orang yang cepat naik daun di
lingkungan Muhammadiyah. Bagaimana tidak, setelah selama enam tahun
tidak aktif lantarar studi ke Amerika Serikat, sekembalinya dari Chicago,
tepatnya saat Muktamar Muhammadiyah ke-41, Solo, 1985, Amien Rais
langsung meroket dan masuk dalam 13 besar,'”® dan menduvduki jabatan
sebagai Ketua Majelis Tabligh. Kemudian pada Muktamar Yogyakarta,
1990, berhasil menduduki urutan kedua di bawah Ki. Azhar Basyir,
dengan hanya terpaut empat suara, dan menduduki jabatan sebagai wakil
ketua. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-43, Banda Aceh, 1995, lebih

dahsyat lagi. Langkah untuk mensjadi orang nomor satu di

““Amien Rais sendiri pernah mengungkapkan, “Hubungan Muhammadiyah
dengan politik selama ini boleh dikatakan “jauh sexaligus dekat”. Ini bukaa berarti
Muhammudiyah sama sekali tidak berpolitik. Sejau.. vang saya amati dan hayati,
memanyg Muhammadiyah sebagai prerserikatan sekaligus sebagai gerakan dakwah
Islamivah it tidak menjadikan politik praktis sebagai kegiatannya. Dan kata pendahuiu
saya, prinsip itu merupakan rahasia pertama mengapa Muhammadiyah dapat hidup
lestari selama 82 tahun (sekarang 87 tahun) tanpa ada suatu goncangan yang
membahayakan eksistensinya”. “Kemudian yang saya tangkap dalam hubungannya
dengan pemerintah vang berkuasa, Muhammadiyah senantiasa menggunakan metode
kooperalif dengan disertai sikap <an pemikiran yang kritis. Dengan kata lain tidak
menggunakan metode konfrontatif yang membusungkan dada dan bertolak pinggang,.
Barangkali ini merupakan rahasia kedua mengapa Muhammadiyah masih terus
berkembang”. Kemudian rahasia ketiga adalah kelangsungan hidup Muhammadiyah
vang mendasarkan pertumbuhannya pada kemampuan dirinya. Jadi self-relience dan
merupakan pandangan yang cukup prinsipil bagi para anggota Muhammadiyah,
terutama para aktifisnya. Memang saya ketahui, dalam masa-masa tertentu tarikan situasi
dan kondisi untuk melibatkan Muhammadivah terjun ke politik praktis sangat kuat.
Akan letapi kalau kita menengik ke masa laiu, ketika perpolitikan nasional masih
diwarnai pertarungan ideologi (aliran), ternyata Muhammadiyah tidak terlalu terpuruk
begitu jaul”, Lihal M. Amien Rais, Memtlangun Pulitik Adituhiung ... Op. Cit,, hal. 134.

“alam tradisi kepemimpinan Muhammadiyah disebutkan bahwa calon ketua
vang, metapercleh svara terbanyak 1 sampai 13, berartt secara langsung masuk sebagai
Pimpinan Pusal Muhamamadiyah,
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Muhammadiyaii nyaris tinpa saingan berarti. Hampir semua peserta
muktamar mendukung dan memilih Amien Rais.

Sikap dan pemikiran Amien Rais juga banyak dipengaruhi oleh
pemikiran tokoh-tokoh Muslim yang selama ini menjadi idola Amien Rais,
seperti Abul A’la al-Maududi, Hasan al-Banna, Muhammad Qutb,
Mohammad Rasyid Rida, Ali Syari'ati, termasuk Muhammad Natsir.
Tokoh-tokoh ini dapat digolongkan sebaga pembaharu dan juga “kelompok
garus keras” dalam Islam.

Abul A’la al-Maududi yang gagasan-gagasannya, terlebih tentang
politik Islam telah membanjiri di hampir dunia Islam, termasuk Indonesia.
(Gagasan-gagasannya juga acapkali bertabrakan dengan kebijakan
Pemerintah Pakistan yang oleh al-Maududi dipandang telah meninggalkan
citacita didirikannya Pakistan. Karena sikapnya ini, penjara bagi al-
Maududi mukanlah tempat yang asing lagi. Bahkan al-Maududi pun
sempat dijatuhi hukuinan mati, 1953, sebelum akhirnya diubah menjadi
hukuman seumur hidup.” Satu hal yang tampaknya ditiru Amien Rais
adalah pendiriannya yang keras. Al-Maududi termasuk ilmuwan yang
mempunyai pandangan atau sikap politik yan'g keras terhadap segala
sesuatu yang dipandangnya tidak sesuai dengan éur’dah Islam.

Sikap al-Maudud i1i tampak membekas pada diri Amien Rais. Ini
setidaknya tergambar dari pemyataan—pern};'alaan yang terkadang
memerahkan telinga penguasa. Ketiga kasus yang disebutkan di atas, yaitu
suksesi nasional, Kasus Busang, dan pencalonannya sebagai presiden,
cukup representatif untuk menggambarkan sikap keras Amien Rais.

Begitu halnya Hasan al-Banna dan Muhammad Qutb. Ketua tokch
Ikhwan-u al-Muslimin ini hidupnya selalu merepotkan Pemerintah Mesir.

Hasan al-Banna selama hidupnya hampir sepenuhnya dicurahkan untuk

"Tenlang riwayat hidup Abul A'la al-Maududi, lihat misalnya dalam M. Amien
Rais, “Kala Pengantar”, dalam Abul A’la al-Maudud;, Khilafah dan Keraguan: Conluasi Kritis
 Atas Sejaral Pemerintaluor Iclam, (Bandung: Mizan, 1994),
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melawan Pemerintah Mesir vang dipandang dhalim, tiran, dan menjadi
boneka atau kaki tangan Pemerintah Inggeris. Hasan al-Banna meninggal
lantaran serangan serentetan peluru yang ditembakkan oleh sebuah
konspirasi besar yang dibuat Pemerintah Mesir.'® Begitu halnya
Muhammad Qutb, penerus Hasan al-Banna, lantaran pendirian, dan
perlawanannya yang keras terhadap Jama Abd al-Nasser dan Anwar
Saddat, harus meninggal di tiang gantungan.” Kekagumannya terhadap
Ali Syari‘ati dan Muhammad Rasyid Ridla setidaknya tampak dari
pandangan-pandangan Amien Rais, terlebih yang berkenaan dengan
idealisasi perjuangan umat Islam.'” Sementara kekagumannya terhadap

Muhammad Natsir akan disinggung pada paparan berikut in.

Natsirian Yanq Berubah

Salah satu tokoh Muslim nasional yang sering menjadi idola di
lingkungan Muslim modernis adalah Muhammad Natsir!® Semasa
hidupnya, Muhammad Natsir yang juga pernah menjabat sebagai orang
nomor satu Masyumi, dikenal sebagai orang yang selalu terbuka terhadap
siapa saja, termasuk orang yang berbeda agama dan aliran. Hanya dengan
orang komunis saja yang tidak mau kompromi. Kekcrasan sikap
Miihammad Natsir dalam soal komums tamrpak ketika dirinya mznolak
konsep yang 'l'ditawarkan Presiden Soekarno, yaitu nasionalisme, agama,

dan komunis, yang kemudian terkenal dengan sebutan Nasakom.

Mlebih jauh tentang Hasan al-Banna, termasuk pandangan-pandangan dan
aktifitasnya di Ikhwan-u al-Muslimin, lihat dalam Hasan al-Banna, Risalah Pergerakan
Iklwan-u al-Muslinrin, Bagian 1, (Solo: Intermedia, 1997); Risalalt Pergerakan Ikdmoan-y ai-
Muslimin, Bagian 11, (Solo: Intermedia, 1998).

"Lebih jauh lihat, Zaenal al-Ghozali al-fabili, Perjuangan Wanita tktvoanud Muslimin,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1990).

"Kekaguman Amien Rais ini setidaknva tergambar dari pendangan-pendangan
Aunien Kais yang tertuang dalam bukunya, * Cakrawoala Istan: v tara Citn dan Fakia©.
*'Sebagai seorang tokoh Muslim modernis kenamaan, pemikiran dan perjuangan
Mohammad Natsir pernah di seminarkan dengan ten:a, Pemikiren dan Pejuangan
. Mohammad Natsir, di Jakarta, 16-17 Jul 1994.
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Penolakan ini berbuntut pad : pembubaran Masyumi, 1960." Karakteristik
lainnya, Muhammad Natsir termasuk figure yang kritis, bicaranya lugas
dan tegas. Selain itu, sebagaimana kebanyakan Muslim modernis,
pemikiran Muhammad Natsir juga tampak formal-legalistik.

Muhammad Natsir juga termasuk tokoh yang cenderung
menafsirkan doktrin sosial politik Islam secara elastis dan fleksibel.
Kecenderungan ini dalam kajian politik Islam kontemporer sering, sering
dikategorikan sebagai kecenderungan ke arah “modernisme "%

Sebagai figure yang menjadi idola, tentu saja banyak orang, terlebih
dari kalangan cendekiawan Muslim modernis, yang berusaha untuk
meniru jalan pemikiran, perjuangan, dan juga sikap politik Muhammad
Natsir. Atau paling tidak mencoba mencari, siapa yang sekiranya pantas
untuk dapat mewarisi pemikiran, perjuangan, dan sikap politik dari
Muhammad Natsir.

Adalah Nurcholich Madjid yang pada mulanya dapat mewarisi
karakter Muhammad Natsir (Natsir muda). Ini tidak berlebihan bila
menengok pemikiran-pemikirannya. Nurcholish Madjid yang muncul
pada paruh 1960-an cenderung anti dan bahkan sering menjelek-jelekkan
Barat. Nurchclish Madjid dalam berbagai ceramahnya juga tidak jarang
mengingatkan akan bahayanya westernisasi, sexulerisasi, dan sekulerisme.'
Namun julukan “Natsir muda” yang disandangnya mulai luntur sejalan

MSelain penc-:la;l;a;ﬁ;yamterhadap konsep Sockarno, Narakom, faktor lain yang
menyebabkan dibubarkannya Masyumi, lantaran di antara tokoh-tokoh Masytmi banyak
yang diduga “terlibal(?)” dalam pemberontakan PRRI. Sebut saja seperti Muhammad
Natsir sendiri, kemudian Safruddin Prawirancgara, dan Burhanuddin Harahap. Lebih
jauh tentang hal ini, lihat berturut-turut dalam M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di
Indonesin: Sebuah Pasang Surut, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 114-115; Deliar Noer,
DPartai Islam di Pentas Nasional, (Jakarta; Grafiri Press, 1987}, hal. 76-79; B]. Boland,
Porgunnidan Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafiti Press, 1985).

"yusril Thza Mahendra, “Muhammad Natsir dan Sayyid Abul A'la al-Maududi:
Tela’ah tentang Dinamika Islam dan Transformasinya ke dalam ldeologi Sesial dan
Politik”, dalam Anwar Hardjono, dkk,, Pemikiran dan Perjuangan Mohanunad  Natsir,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 79,

Nurcholish dalam banyak hal sering membedakan antara sckulerisme dengan
sckulerisasi. Lihat Djohan Effendy, Ismet M. Natsir, (Ed.), Pergolakkan Pemikiran Islam:

Catatan Harian Almnd Waltid. (Jakarta: LP3ES, 1962), hal. 157
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dengan ide-idenya yang dipandanga “nylench” tentang sekularisme,
sekularisasi, dan kecenderungan berpikirnya yang pro Barat, sekembali dari
studinya di Amerika Serikat. Bahkan Rektor Universitas Parama-‘ina-
Mulya ini tidak segan-segan mengatakan bahwa Amerika Serikat ternyata
jauh lebih religius bila dibanding dengan negara-negara di Timur
Tengah."” Pemikiran Doktor lulusan Chicago ini tentu saja kontras sekali
dengan pemikiran Mohammad Natsir yang selama hayatnya boleh
dikatakan anti pada sekulerisme dan Barat.

Perubahan pemikiran mantan anggota Komnas HAM ini, membuat
kecewa kelompok Muslim modernis. Karenanya kedatangan Amien Rais
sekembali dari studinya di Amerika Serikat, 1981, seakan membuat
harapan baru bagi kelompok Muslim modernis. Amien Rais pun digadang-
gadang untuk bisa menggantikan peran Nurcholish Madjid sebagai “Natsir
muda”. Dalam perjalanannya, Amien ternyata cukup mampu mengemban
“tugas” sebagai pengganti Nurcholish Madjid. Gelar “Natsir Muda” pun
berpindah ke tangan Amin Rais. Dan Amin Rais tampaknya begitu enjo/
juga mendapat predikat sebagai “Natsir Muda”. “Saya memang Natsirin
dan keturunan Masyumi asli”."™

Baik pem.ikiran maupun pandangan Amien Rais tampaknya bica
mengobati kekeqewaan kelompok Muslim modernis terhadap Nurcholish
Madjid. Amien Rais misalnya pada awal kedatangannya dari Amerika
Serikat tampak menunjukan dengan sangat transparan kebenciannya
terhadap kapitalisme-liberalism.., sekularisme. Amien Rais juga sering
mempreteli ajaran marxisme-sosialisme. Bukan hanya itu, Amien Rais dalam
beberapa hal sering menunjukan kemarahannya terhadap Barat,

khususnya Amerika Serikat yang terkadang bersikap ambivalen (munafik)

L ihat dalam Editor, 19 September 1987. Ariet Affandy, Islam Demokrasi Afas Bawah
... Op. Cit., hal. 102.

"heski begitt Amien Rais Jebih memilih mendirikan partai baru, Partai Amanat
Nasional {PAN) untuk Inionesia masa depan. Lihat Nasruddin Madjid, Joko Susiio,
“Jejak langkah M. Amien Rais (4)7, dalam Amanat, Nomor (04, 5-12 Nopember 1998.
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dalam menjalankan politik 1 iar negerinya, terlebih terhadap negara-negara
Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam.

Sikap kritisnya terhadap Barat agaknya bisa dipahami, mengingat
rembesan-rembesan ideologi Barat yang sangat prenetatif terhadap kaum
Muslim selama ini,"” dan ini akan semakin memperkuat tesis Samuel
Huntington tentang clash of civilization, bentrok antar peradaban, yaitu
peradaban Islam dan Barat. Sikap ini memang terkesan “nyleneh”.
Bagaimana mungkin Amin Rais yang “jebolan” dari Amerika yang notabene
Barat justru malah membencinya.

Sikap kerasnya terhadap Barat dan Amerika sedikit agak
mengendur sejalan dengan tampilnya Amin Rais sebagai Ketua Umum
DPP PAN dan sekaligus sebagai calon presiden dari partainya. Sebagai
calon presiden, Amien Rais tampaknya sudah saatnya menghitung dan
mempunyai kepekaan politik yang lintas batas, lintas negara. Ini penting
bagi seorang calon presiden. Amien Rais tidak bisa lagi bicara semaunya
dengan mengatakan, misalnya “Yaludi tengik”.

Hal seperti ini tampaknya mulai disadari Amien Rais. Ini terlihat
dari perubahan-perubahan mendasar pada dirinya. Citra Amien Rais
sebagai seorang Muslim yang fundamentalis, cenderung berpikir legal-
formalis, bersikap cksklusii mulai memudar. Sgbaliknya citra sebagal
cendekiawan yang inklusif dan berwatak ‘moderat mulai lebih
menrgedepan. Keterlibatannya di PAN yang mengklaim sebagai partai
terbuka dan bukan di PBB scbagai representasi Masyumi, sctidaknya
menunjukkan perubahan tersebut. Padahal di PBB, Amien Rais juga
ditawari jabatan yang sama, vaitu sebagai ketua umum. Namun Amien

Rais justru menjawab dengan sedikit “arogun” bahwa PBB terlalu sempit

""Dedi Jamaluddin Malik, 1di Subandy Ibrahtm, Zaman Baru lslem Indoncsia:
Pemikivan dan Aksi Politik Abdurraluman Wahid, M. Amicn Rais, Nurchelish Madjid, Jalaludidin
Rakhmat, (Bandung: Zaman. 1998), hal. 111-112.
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bagi dirinya.'" Pernyataar Amien Rais banyak membuat kecewa kalangan
pengikut PBB (Masyumi) yang selama ini begitu mengidolakan Amien Rais
sebagai “Natsir muda”. Dan kekecewaan ini semakin mendalam selepas
kunjungan Amien Rais ke Amerika Serikat.

Begitu juga dalam konteks perjuangan demokrasi. Ketika muncul
gelombang reformasi besar-besaran, Mei 1998, yang menuntut
pengunduran-diri Presiden Soeharto, karena dipandang tidak mampu
mengatasi mengatasi krisis yang multi-sektoral, Amien Rais termasuk
tokoh yang berada digarda paling depan dalam menyuarakan pekik
reformasi bersama-sama dengan mahasiswa. Atas perannrya ini, tidak
berlebihan bila banyak pihak memberi predikat Amien Rais sebagai “bapak
reformasi”, termasuk 20 perwakilan perguruan tinggi di Indonesia yang

memberikan Penghargaan Reformasi. Berikut ini kutipan lengkapnya;

Penghargaan Reformasi

Menganalisa Pentingnya:
1. Kemurnian perjuangan reformasi dan lembaran sejarah reformasi

yang benar.

2. Menghargai pelaku reformasi agar tetap konsisten dalam
perjuangannya.

3. Menumbulkembanrgkan iradisi kiitik dalan: memperjuangkan
kebenaran.

Berkenaan ' hal tersebut di atas, kemudian dibuatlah kriteria

penghargaan reformasi sebagai berikut:

1. Bersih dari korupst, kolusi, dan nepotisme.

2. Berani, lantang, dan Xonsisten dalam mengoreksi penyimpangan
rezim Orde baru dan rezim selanjutnya.

3. Kiritis, ikhlas, dan memiliki komitmen moral yang tinggi.

WBukan hanya itu, Amien Rais juga mengeledek PBB schagai scbuah partai yang
namanva diambil dari “makhluk ruang angkasa”. Pernyvataan Amien Rais im sudah teniu
semakin membuat kecewa dan bahkan memerahkan telinga di kalangan olite PBB,
terlebih Ketua Umum, Yusril Ihza Mahendra. Kekecewaan Yusril ini tampak dari
berbagai pernyataannya yang sering menvudutkan Amien Rais. lesmasuk pernvalaannya
dalam Debat Calon Presiden yang diadakan oleh Forum Salemba, di Kampus Ul Salemba,
27 Aprii 1999, di mana Yusril mengerjai Amien Rais sebagai tidak layak mencalonkan
sehagai prestden.
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Atas dasar kriteria «i atas, maka kami memberikan Penghargaan
Reformasi terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Saudara DR.
Amien Rais.

Kampus Institut Pertanian Bogor

Bogor, 31 Mei 1998

Ditandatangani oleh:

20 Perwakilan Perguruan Tinggi Di Indonesia.

Karena perubahan ini pula, terlebih dalam konteks perjuangan
demokrasi, tidak berlebihan bila William Liddle juga mengatakan bahwa
Amien Rais telah berubah. Amien Rais dalam kacamata Guru Besar asal
Ohio University ini dipandang telah mengambil posisi dan peran
Abdurrahman Wahid yang selama 1980-an sampai akhir 1990-an berada
digaris depan perjuangan demokrasi. “Peranan yang dulu diambil Gus
Dur, sebagai pahlawan demokrasi dan toleransi itu sekarang sudah
diambil-alih oleh Amien, dan itu sangat mengejutkan. Sebab Amien Rais
dulunya itu sektarian”.""! Dengan perubahan pandangan dan pemikiran-
nya ini, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa “Nafsirian

muda”, Amien Rais ini telah “berubah”.

; Ramedlan Pohan, “Jeiak Langkah M. Amien Rais (5)7, dalam Amanat, Nomor 005,
| ~ 19 Nopember 1998,
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BABV
PEMIKIRAN POLITIK
ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS

Untuk mengetahui lebih jauh pemikiran pemikiran potitik
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, maka pada Bab V ini akan
diuraikan pemikiran-pemikiran kedua cendekiawan terkemuka dimaksud,
tentu saja dalam konteks hubungan agama dan negaira. Adapaun aspek

yang dikaji meliputi aspek ideologi, negara, demokrasi, dan civil society.

Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid

Sebagai cendekiawan berlatar-belakang Muslim tradisional,
pemikiran politik Abdurrahman Wahid banyak dipengaruhi oleh
pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan NU. Sementara
sebagai ormas, NU sangat sarat dan dekat dengan pemikiran faham Ahl al-
Sunnah wa al-Jama'uh (Sunni). Bahkan NU bisa dikatakan sebaga:
representas; dari  faham Swumni' Ormas Islam lainnya, seperti
Muhammadiyah, Persis, Perti, dan Al-Washliyah, juga mengklaim sebagal
penganut Swunni, namun mereka tidak secara konsisten mengamalkan
faham Sunni. Muhammadiyah misalnya hanya menerima skolastisisme ol-
Asy’ari sebagai landasan ke-sunni-annya,” tanpa banyak mengambil-alih
kritik dari para k-pemikir Islam Modernis, katakanlah seperti Muhammad

Abduh atau pemikir reformis, Ibnu Taimiyyah, dan apalagi Muhammad

VAN al-Sunnah wa al-Jama’ah (Sunni) menurut versi NU adatak faham vang dalam
bidang aqidah mengikuti Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam
vidang figh mengikuli salah satu madzhab empat, Hanafi, Maliki, Svafii, dan Hambali.
Namun dalam frakteknya lebih dekat pada Madzhab Syafi'i. Dalam hidang tasawuf
mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghozali. Lihat berturat-turat dalam
Khoirul Fathoni, Muhammad Zen, NU  Pasea  Klittah: Prospek  Ukhuunh devigan
Muhammadiyah, (Yogyakarta: Media Widva Mendala, 1992), hal. 11-12; Kacung Marijan,
Qo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992) hal, 21-22.

*Abdurrahman Wahid, “Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa ",
dalam Prism, Nomor 4, April 1984, hal. 33
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ibn al-Wahhab, terhadap reberapa segi faham al-Asy’ari* Begitu juga Al-
Washlivah hanya mengkhususkan diri pada madzhab as-Syafii saja. Sama
halnya dengan Perti yang mengunakan madzhab Syafi'i, namun hanya
terbatas pada lingkungan tharigat-nya saja.’

Sebagaimana disebutkan dalam sejarah (tarikh) politik Islam,
kelahiran manhaj Sunni lebih banyak dipengaruhi oleh konstelasi politik
yang berkembang dan terjadi pada masa selepas wafatnya Rasulullah
Muhammad.” Sebagai faham yang lahir paling belakangan, Swnni mencoba
untuk mencari sintesis, dan formula baru atas pemikiran politik yang
berkembang saat itu. Selain itu Sunni juga mencoba melihat secara jernih,

menengahi berbagai perbedaan pandangan di antara faham-faham yang

*Lihat dalam Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin, dan Peradaban,: Sebuah Telaah Kritis
tentang Masalah Keimanan, Kemanusioan, dan Kemoderenan, (Jakarta: Yayasan Wakaf
Paramadina, 1992}, hal. 270.

Lihat Abdurrahman Wahid, “Peranan Umat Islam dalam Berbagai Pendekatan”,
dalam Abdurrahman Wahid, ct. al., Kontraversi Pemikiran Islam Indonesia, (Bandung:
Remeia Rosdakarya, 1991}, hal. 191-210.

"Di kalangan ulama Swnni, ada scbagian ulama vang berpend~nat hahwa Sunni
sebenarnya sudah lahir semenjak masa Rasulullah Muhammad. Ini bila merujuk pada
Hadits Rasulullah, “iftaragat-i al-Yahudu ‘alan ikhdaa autsintanaini wasaliing firgatan
watafarratt an-Nashara ‘alan ikhidaa autsintanaini wasal'fina firgatan wataffariqu wmmat, “alan
tsalaisi woasabliing firgatan, Kullulhm fii av-naar Ma millatan wakhidatar, Ma’anaa “alaili wa
wsahabi Umat Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golungan dan Nashara terpecah scjauh
itu. Umatku (akan) terpecah menjadi 73 golongan. Semug masuk neraka. Kecuali vang
mengikuti aku dan para sahabatnya (Ma'anan ‘alaihi wa askhabi). Hadits ini dapat
digolongkan sebagai Hasan, karena dalam senad-nva ada Abu Hurairah, Abdullah bin
Arr, “Auf bin Malik. Sementara Hakim menganggapnva sebagai Hadits Shakhikii. Tni
apabila merujuk pada syaralt Imam Buchori dan Imam Muslim. Ada juga sebagian Ulama
Sunni yang berpendapat bahwa Swmni telah Jahir scjak abad ke-3 atau ke-4 Hijrivah.
Pendapat ini merujuk pada konsep Al al-Sunnah wa al-Jama’ah yang dirumuskan Imam
Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tapi ada juga schagian ulama
vang berpendapat bahwa Sunni telah lahir semenjak munculnya sekelompok tHhabi’in
yang berpikiran moderat yang dinimpin Abu Sa‘id Hasan bin Abi Hasan al-Bashri
{(Hasan al-Basri, punya basic Mi'tazilal. Pemikiran kelompok ini tidak a-priori terhadap
akal (ar-ra’yu) dalam menafsirkan al-Qur'an, tetapi juga tidak menerima aval tanpa
reserve. Kelompok ini kemudian direduksi sebagai embrio lahirnya faham Swuind, Berdasar
akan hai ini, kelompok Ulama ini berpendapat bahwa Sunni telah lahir semenjak masa
Hasan al-Bashri. Lebih jauli tertang kelahiran Swunni bisa dilacak berturul-turut dalam Al
Hador, Naldotul Ulama dan Islam Indonesia: Pemdekatan Figil dalam Politik, Jakarta:
Gramedia, 1994), hal, 62-70; A. Muchith Muzadi, NU dan Figih Kontekstual, {Yogvakarta:
LKP3M, 1995), hal. 25-29; Ma’ruf Amin, “Kerangka Berfikir Ahlussunah Waljama'ah”,

“dalam Anin, Oktober 1996, Lal. 76-81.
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telah lahir sebelumnya.® Sunni termasuk faham yang relatif demokratis,
berwatak terbuka (mkiusif), moderat (fawassuth, i'tidql), fusamuh, dan
tawazun. Ini tercermin dari sikap Sunni dalam menyikapi berbagai

persoalan sosial-politik yang berkembang saat itu.

Pandangan Sunni mengenai politik di antaranya bisa dilihat dari
pemahammya tentang berdirinya negara, khilafah atau imamah. Sunni
berpandangan bahwa berdirinya khilafah atau imamah merupakan suatu
keharusan dalam suatu komunitas umat (Islam).® Berdirinya negara ini
tidak lain untuk mengayomi umat, melayani dan menjaga Lemaslahatan
bersama (maslahah musytarakah). Keharusan ini bagi Sunn/ hanya sebatas

kewajiban yang bersifat fakultatif (fardlv kifayah),” dan untuk menghindari

"Faham-faham yang lahir sebelumnya adalah Khawarij dan Syi'ah. Khmoarij pada
mulanya adalah pengikut Ali ibn Abi Thalib. Namun lantaran Ali berdamai dengan
Mu‘awiyah dalam Perang Shiffin (nama suatu tempat di tepi Sungat Efrat, dekat al-Rigah,
Irak), vaitu perang antara Ali ibn Abi Thalib (Bani Hasyim) dengan Mu’awiyah (Bani
Umayah), mereka kemudian membelot dar? Ali dan membentuk sekie yang kemudian
mereka namakanKhawarij. Faham ini bahkan kemudi.n memvonis Uteman, Ali, dan
Mu’awiyah, dan orang-orang yang berbuat dosa besar sebagai “kafir”. Sementara Syi‘ah
adalah kelompok yang tetap setia pada Ali. Berikutnya adalah Jabariyah yang cenderung
fatalistik. Sebagai counter atas faham ini, muncul Qadariyali yang tingkat rasionalnya
sangat ekstrim. Faham ini kemudian menjadi embrio lahirnya Faham Mu‘tazilalt yang
juga begitu mengedepankan rasio. Berikutnya Murji'ah yang menolak semua bentuk
pemikiran Kltawarij, yang merasa diinya paling benar,

“Sikap tawossuth, i'tidal, yaitu sikap tengch vang menjunjung tinggi keadilan dan
berusaha menghindari segula beatuh pendekatan yang bersiiat tatharnf (ckstrim).
Tasamuh, yaitu sikap torelan terhadap perbedaan pendapat, pandangan, dan pemikiran,
Dan tawazun, yailu seimbang dalam berkhitmat, baik dalam konteks vertikal maupun
horisontal, ketiganya bahkan diputuskan scbagai sikap kemasyarakat NU dalam
Muktamar Situbondo, 1984. Lihat dalam PBNU, Nahdlatid Ulama Kenibali ke Khittah 1926,
(Bandung: Risalal,, 1985), hal. 118-119; Said Agicl Siradj, “Ahlussunah Wal Jama’ah di
Awal Abad XXI”, dalam Awls, Numor 08, Tahun XVIII, Aguslus 1996, hal. 46, 55-57.

‘Lihat misalnya dalam Abu Hasan al-Mawardi, Al-Alkam Al-Sulthaniyali wa al-
Wilayat al-Diniyah, (Bairut: Dar al-Kutub al-limivyah, 1978}, hal. 5.

IJl—’andangal’l Simni ini kontras dengan Syi‘ali, Khaoarij, dan Mu'tazilah, Syr'ah
menjadikan Khilafal atau mereka menyebutnya imamalt sebagai salah satn pilar, rukun
Islam. Sementara Khaqwarij dan Mu'tazilah memandang bohwa  khilafah, termasuk
pengangkatan scorang khalifal atau imam bukan merupakan suatu keharusan (woajib syar'i).
Hal ini bergantung pada kehendak umat, apakah khilafah periu dibentuk atan tidak. Bagi
Kiawarij dan Mu'tazilsh yang terpenting adalah adanya kesadaran Gap individu terhadap
hak dan kewajiban mereka masing-masing. Namun bila ini lidak dapat dircalisasikan
dengan baik, maka nmat diperbolehkan memilih alan mengargkat seorang incm. Lihat ).
Suyuti Pulungan. Figh Styasali: Aparan, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarla: Rajawali — LSIK,
1995}, nal. 195-201, 209 212. Lihat juga Amir Al-Najjar, Aliroe Khowari: Mengungkap Akar
Perselisihan Lhuat, (Jakarta: Lentera, 1993),
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terjadinya kekosongan ata. kevakuman kekuasaan. Karenanya di kalangan
Sunni ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa “kepemimpinan yang
dholim sekalipun masih lebih baik dari pada negara tanpa adanya suatu
kepemimpinan”.

Dalam soal bentuk negara, Sunni tidak mempunyai patokan yang
baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan
model demokrasi, teckrasi, atau monarchi. Hal yang terpenting bagi Sunni
adalah terpenuhirya kriteria-kriteria, seperti pertama, mengedepankan
prinsip-prinsip permusyawaratan (syura).'” Kedua, ditegakxannya keadilan
(al-adl). Ini merupakan suatu keharusan dalam Islam, terlebih bagi para
penguasa terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Ketiga, adanya jaminan kebebasan (al-huriyyah). Kebebasan ini
dalam Sunni dikemas dalam al-ushul al-khams, yaitu hifzhu al-nafs, jaminan
atas jiwa (kehidupan) yang dimiliki warga negara (rakyat), hifzhu al-din,
jaminan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan
keyakinannya," hifzdu al-mal, jaminan terhadap keselamatan harta benda
yang dimiliki warga negara, hifzdu al-nasl, jaminan terhadap asal usul,
identitas, dan garis keturunan setiap warga nega'll'a, hifzdu al-irdh, jaminan
terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan atau kedudukan setiap
warga negara.'” Keempaf, adanya kesetaraan derajat (al-musawal). Dalam

"“Pembenarannya adalah Q.S. 42: 38, yang artinya, “Dan hagi orang-orang yang
menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mercka menafkahkan sehagian
rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

"Hifzhu ad-Din ini sebagaimana dimengerti Sayvid Jawad Mustafavi, dalam Hugqueg
al-thsan fi al-Islam, meliputi hurriyat ikhtiyar al-agidah (kebebasan melilih agama), frriyat
ifinag al-aqidalt (kebebasan memeluk agama), hurriyat  idlomar al-ugrdah  (kebebasan
menyembunyikan agama), hurriyat izhhar al-agidah (kebebasan menampakkan agama).
Lihat Jalaluddin Rakhmat. “Hak-Hak Rakyat: Perspektif Agama”, dalam Masdar Farid
Mas'udi, Agama dan Hak Rakyad, (Jakarta: P3M, 1993}, hal. 110.

PLinat berturut-turut dalam Sa’id Aqgiel Siradj, Ahlussunah wal Jama'ah dalom
Lintasan Sejarali, (Yogyakarta: LKPSM-NU, 1997), hal. 74-79; Syckh Syaukat Hussain, Hik
Asasi Manust: dalanr Islans, (Jakarta: Gewna Insani Pers, 1996), hal. 59-75; Masdar Farid
Mas'udi, “islam dan Demokrasi di indonesia”, dalam Taswirnl Afkar, Edisi Nomor 3,
Tahun 1998, hal. 11-17. Al-Ushul wa al-Khams ini menjadi salah salu keputusan pada
Munas Alim Ulama dan Kenbes NUL di Lombtok, NTB, 17-21 Nopemboer 1997,
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konteks ini, maka semua warga negara harus mendapat perlakukan yang
sama. Semua warga negara merniliki hak dan kewajiban yang sama pula.
Sistem kasta atau pemihakan terhadap suatu suku, golongan alau
sekelompok masyarakat tertentu tidak dibenarkan dalam Islam.?
Mengenai mengangkatan khalifah atau imam, Sunni cenderung
menggunakan model pemilihan," apakah itu lewat Bayat™ atau dalam
bentuk ahl al-hall wa al-agd.’ Baik bai’ath maupun ahl al-hall wa al-ayd,
keduanya merujuk pada praktek politik yang berlangsung semasa
kepemimpinan Khulafa-u al-Rasyiddin, Abu Bakar, Umar, Utsinan, dan Ali.

Selama kurun waktu ini empat model suksesi kepemimnpinan pernah

HCaid Agiel Siradj, fbid.

“Ini berbeda dengan Syi'ah (Inamiyahy vang berpandangan bahwa pengangkatan
khalifalt ataur imam berlangsung secara turun-temurun. Pandangan ini tidak terlepas dari
kepercayaan di kalangan Syi’ah (khususnya Syi'h Imamiyah) bahwa vang berhak menjadi
khalifal atau imam sclepas wafatnva Rasulullah Muhamumad adalah Ali bin Abi Thalib
beserta sebelas keturunannya.

PMenurut asal katanya, kata kerja bay'ah merupakan tindakan vang Jilakukan oleh
dua belah pihak yang menghasilkan kewajiban  timbal-balik, Karenanya, [ay'al
sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban rakyat untuk mematuhi penguasa (khalifalt,
mam), melainkan juga syarat-syarat rakvat untuk patuh terhadap penguasa (khalifah,
imam). Ibnu Khaldun menganggap bay'ah sebagai sumpah kepatuhan rakyat kepada
penguasa. Lihat Fathi Osmar, “Bav’ah al-Imam: Kesepakatan Pengangkatan Kepala
negara Jslam”," dalam Mumtaz Ahmad. Masalah-Masalah Teori Polisk istam, (Bandung;:
Mizan, 1993}, hel. 75-116.

"“Dalam figh siyasah sening disebut dengan il al-hall wa at-aydl, yang berarti orang
yang mempunyai wewenang dalam urusan umat atas kepercayaan masvarakat, Definisi
ini memang terkesan kabur, mengingat dalam prakicknva akan sangal sulit unink
menentukan siapa yang bisa digolongkan scbagai ahi al-hall 1a al-ngdl. Atas kekaburan ini
Muhammad Abduh mencoba memberikan definisi yang lebih kongkrit bahwa vang
dimaksud ahl al-huil wa al-aydi adalah para amir {penguasa militer daerah), para hakim,
ulama, komandan-komandan nuliter, dan semua penguasa dan pemimpin umat yang,
dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan urisan publik mercka.
Namun pemberian definisi ini juga tetap mengundang persoalan, Apalagi kalau rezim
yang berkuasa cenderung bersikap otoriter, nwka penentuan siapa vang duduk dalam
lembaga ahl al-hall wa al-ayd tentunya akan disesuaikan dengan kepentingan politik rozim.
Bila ditilik dari sisi demokrasi, penentuan model Muhammad Abduh juga cenderung
bertentangan. Memang, bisa jadi definisi yang ditawarkan Muhammad Abduh cukup
representatif, namun prosesnva cenderung bertentangan dengan demokrasi, di mana
penentuan ahl al-iall wn al-aqd tidak melalui proses  “pemififun” melainkan  lewat
“pengangkatan”, yang cenderung bertenlangan dengan demokrasi. Tentang hel ini ini,
lihat berterut-luruat dalam Muhammad Yusut Musa, Nizarn ad-! b fi al-1slam . (Kairo: Dar
A-Kilab al-Arabi, 1963), hal. 128; Dien Syamsuddin, “i1ak-1lak Rakyat Warga Negara
datam Perspektif Sejarah Kekuasaan Negara Agama”, dalam Masdar Farid Mas’udi,
Aganiad dan Hak Rakyat, (Jakarta: P33, 1993), hal, 22-24,
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